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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam agama 

Islam. Karena ia mempunyai beberapa tujuan. Zakiyah Darajat 

mengemukakan bahwa perkawinan mempunyai lima tujuan, diantaranya 

adalah untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan, untuk memenuhi 

naluri biologis manusia agar dapat menyalurkan syahwatnya, dan untuk 

memenuhi panggilan agama yang dianut seseorang.
1
 

Selain tujuan tersebut di atas, perkawinan juga dapat menciptakan 

ketentraman hidup. Sebagaimana firman Allah dalam QS. ar-Rūm [30]: 21 

yang berbunyi: 

إلِيَْهــاوَجَـعَـلَ بَـيْنـــكُمْ  أَنْ خَــلَقَ لـَــكُمْ مِنْ أنَْـفُسِـــكُمْ أزَْوَاجــالتَِسْـكُنـُـوْا ــتـِهِ يَ آوَمِنْ 
(12 الرُّوم:...).مَّـــــوَدَّةًوَّرَحْـمَـةً   

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan 

saying…. (QS. ar-Rūm: 21).
2
 

 

Meskipun Islam sangat mengharapkan adanya ketentraman hidup 

dengan perkawinan, bukan berarti suatu perkawinan lepas dari suatu masalah. 

Ia sama seperti kehidupan yang lain yang tidak selamanya mulus dan 

                                                             
1
 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 16 
2 Departemen Agama RI, al-Qur‟an Terjemah Tafsir Perkata (Bandung: 

Sygma Publishing, 2010),  406 
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menyenangkan. Karena dengan terus berjalannya waktu, suatu saat tanpa 

disadari ragam persoalan pun muncul dan menjadi badai dalam mengarungi 

kehidupan rumah tangga. Macam persoalan tersebut yang kadang mengancam 

keharmonisan suatu ikatan perkawinan. Karena persolan hidup merupakan 

keniscayaan yang mungkin terjadi dalam kehidupan.
3
 

Keadaan itulah yang terkadang menghendaki putusnya suatu 

perkawinan (perceraian), dalam arti jika ikatan suatu perkawinan tetap 

dilanjutkan dengan ditemukannya sebuah persoalan dalam kehidupan 

berumah tangga, maka akan terjadi kemuḍaratan. Dalam hal ini Islam 

membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha 

melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan seperti ini adalah suatu 

jalan keluar yang baik. Karena kalau kehidupan keluarga tersebut dilanjutkan, 

maka keharmonisan yang diharapkan dari adanya perkawinan tidak 

didapatkan. Hal ini terjadi bila dalam ikatan tersebut selalu muncul masalah 

yang tidak ditemukan solusinya kecuali dengan cara memutusnya.
4
 

Maka, jika sebuah perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk 

diselamatkan, maka perceraian merupakan pilihan terakhir yang bisa 

mengatasinya sebelum masalah yang lebih besar muncul. Fikih munakahat 

yang merupakan diantara hukum materil yang mengatur persoalan dalam 

perkawinan menurut konsep Islam, juga mengatur secara rinci tentang 

                                                             
3
 Ahmad Suddirman Abbas, Problematika Pernikahan dan Solusinya, (t.tp: 

PT. Prima Herza Lestari, 2006), i 
4
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: 

Kencana, 2009), 190 
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perkawinan dan perceraian.
 5
 Perceraian dalam konsep Islam sekarang sudah 

ada dalam Kompilasi Hukum Islam ialah ada tiga macam yaitu: talak, 

khulu‟ dan fasakh. 

Sementara itu, Pengadilan agama adalah wadah bagi kaum muslim 

untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata sesuai dengan syariat agama 

mereka sendiri.
6
 Karena, budaya hukum adalah keseluruhan dari sikap-sikap 

warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat 

yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam 

masyarakat. 

Hal ini terlihat dari kitab undang-undang yang dipakai dalam 

pengadilan agama adalah peraturan yang berdiri sendiri (dengan hukum 

Islam). Kitab peraturan tersebut adalah KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang 

telah disaring oleh para ahli hukum Islam sehingga menjadikannya sebagai 

fikih ala Indonesia atau madzhab Indonesia. 

Namun, sesuai dengan asas atau prinsip undang-undang yang 

berusaha mempersulit terjadinya perceraian diantara suami istri, maka 

undang-undang mengatur agar perceraian hanya bisa terjadi jika 

disampaikan dimuka hakim dalam pengadilan setelah upaya damai yang 

ditempuh tidak membuahkan hasil.
7
  

                                                             
5
 Abu Syuja‟, Fathul Qorib, (Surabaya: Hidayah, tt), 43 

6
 Anang Setio Budi, et. al, “The Existence Of Islamic Legal Compilation In Islamic 

Inheritance Law Context As Material Law On Religious Courts”, International Journal 

Of Education And Research, Vol 1 (Desember, 2013) 1 
7
 Ahmad Rofik, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: rajawali pers, 2013), 

233 
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Didalam KHI BAB XVI Pasal 115 menyebutkan tentang tata cara 

talak dilingkungan pengadilan Agama: 

Perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadilan 

agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak.
8
  

 

Akan tetapi, sejak diundangkannya ketentuan tersebut hingga saat ini 

disinyalir masih banyak umat Islam yang abai terhadap ketentuan tersebut. 

Mereka lebih memilih mengikuti ajaran fikih “klasik” secara harfiyah, bahkan 

sebagian masyarakat ada yang menganggap bahwa perceraian hanya dapat 

dilakukan di depan sidang pengadilan agama sebagaimana yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan itu justru bertentangan dengan hukum Islam, 

karena secara tidak langsung berarti menafikan sahnya talak yang dijatuhkan 

oleh suami diluar persidangan, padahal berkaitan itu telah terdapat hadis 

“masyhur” yang menyatakan: “ada   tiga hal, yang jika dilakukan secara 

sengaja atau bergurau tetap terjadi, yaitu: nikah, talak, dan rujuk”.
9 

Berdasarkan hadis tersebut mereka memahami bahwa talak suami kepada 

istrinya sah/jatuh kapan saja, dimana saja dan dalam suasana apa saja walau 

dilakukan dengan dengan motif bersendagurau. 

kenyataanya dimasyarakat semua pasangan suami istri yang mau bercerai 

ke pengadila Agama, mereka sudah bercerai duluan di kediaman masing 

masing.
10

 Apalagi, talak adalah hak murni dari suami, ia bisa melontarkan talak 

kapanpun dan dimanapun dia mau tanpa harus mengemukakannya di pengadilan 

ataupun di depan saksi.  

                                                             
8
 Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), 35 

9 Kamsyhuran hadis dan kesahihannya dua hal yang berbeda; Tidak senantiasa hadis 

masyhur (terkenal) adalah hadis shahih; Menurut pentahqikan Syaikh Nashiruddin Al-Bani, 

hadis tersebut adalah muththarib (rancu) dari sisi matan (redaksional). Hadis muththarib 

termasuk bagian/jenis hadis dla‟if, sehingga tidak dapat dijadikan sandaran istidlal yang kuat; 
10

 Wawancara terhadap semua  pasangan suami istri yang mau bercerai ke Pengadilan 

Agama Kraksan Probolinggo, 4 Agustus 2016. 
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Sedangkan undang-undang perkawinan di pengadilan Agama  telah 

menetapkan perceraian itu harus di depan sidang pengadilan Agama dengan 

berpedoman kepada KHI pasal 115 dan pasal 38 UU No.1 tahun 1974.
11

 

 Berdasarkan kenyataan di atas, penulis tertarik untuk menelitinya 

dengan judul : Implementasi Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Penceraian 

Hanya Dapat Di Lakukan Depan Sidang Pengadilan Agama Studi kasus Di 

Pengadian Agama Kraksaan Probolinggo. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari Latar Belakang dan berdasarkan Identifikasi Masalah 

di atas, penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi fokus kajian 

dalam penelitian ini. Rumusan Masalah tersebut adalah: 

1. Bagaimana implementasi ketentuan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum 

Islam di pengadilan agama Kraksaan Probolinggo.? 

2. Bagaimana implikasi pasal 115 terhadap seorang perempuan yang telah 

tertalak sebelum  keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap 

di pengadilan agama Kraksaan Probolinggo. ? 

3. Bagaimana solusi hakim bagi perempuan yang telah tertalak sebelum di 

tetapkan oleh putusan Pengadilan agama Kraksaan Probolinggo. ? 

 

 

 

                                                             
11

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 

2009), 217 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, kajian ini secara umum 

mempunyai tujuan untuk mengetahui secara jelas bagaimana sebenarnya 

penerapan Hukum Perdata yang digunakan pada Peradilan dalam 

lingkungan Pengadilan Agama. Sehingga akan diketahui secara jelas hal-hal 

berikut ini: 

1. Untuk mendeskripsikan implementasi ketentuan dalam pasal 115 

Kompilasi Hukum Islam di pengadilan agama Kraksaan Probolinggo. 

2. Untuk mendeskripsikan implikasi pasal 115 terhadap seorang 

perempuan yang telah tertalak sebelum keputusan hakim mempunyai 

kekuatan hukum tetap di pengadilan agama Kraksaan Probolinggo. 

3. Untuk mencari solusi perempuan yang telah tertalak sebelum di 

tetapkan oleh sidang pengadilan agama Kraksaan Probolinggo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini 

dapat memberikan manfaat. Baik manfaat secara teoritis maupun praktis.  

Secara teoritis, pnelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai: 

1. Bahan untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan, khususnya 

mengenai hukum perkawinan dan perceraian dan tata cara yang 

diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia. 
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2. Sumbangan pemikiran bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi 

penegak hukum yang diberi amanat untuk melaksanakan tugasnya di 

lingkungan Peradilan Agama. 

3. Referensi bagi peneliti lainnya dalam masalah yang ada kaitannya 

dengan penelitian ini. 

Adapun manfaat secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan 

pedoman bagi masyarakat dan pejabat yang bekerja di lingkungan Peradilan 

Agama untuk: 

1. Melakukan pendekatan yang sangat arif terhadap KHI pasal 115 tentang 

putusnya perkawinan. 

2. Seorang hakim harus menggali dengan baik terhadap penerapan pasal 

115 KHI dan Meminimalisir adanya kecorobohan dengan kata talak. 

3. Menemukan solusi bagi perempuan yang telah tertalak  sebelum di 

Peradilan agama. 

 

E. Definisi Istilah 

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan 

terlebih dahulu untuk memberikan pengertian yang jelas dan untuk 

menghindari terjadinya kesalahan dalam memehami istilah tersebut. 

1. Implementasi Pasal 115 adalah pengaplikasian seorang hakim terhadap 

sebuah pasal di persidangan,  pasal ini membahas tentang tatacara 
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perceraian di peradilan agama yaitu talak dapat terhitung (sah) jika 

diizinkan oleh hakim di muka pengadilan.
12

 

2. KHI adalah singkatan dari Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum 

perdata Islam yang mengatur tentang pernikahan, perceraian, 

perwakafan, hibah dan ekonomi syari‟ah. 

3. Putusnya perkawinan adalah Sebuah ikatan perkawinan dapat putus 

karena kehendak suami atau karena putusan Hakim. dalam konteks ini 

fiqih menyebutnya dengan istilah “furqah” yang secara bahasa bermakna 

“iftirāq” (perceraian). Sedangkan pengertian furqah (putusnya 

perkawinan) secara istilah adalah rusaknya ikatan perkawinan dan 

putusnya hubungan antara suami istri disebabkan adanya beberapa 

sebab.
13

 

 

F. Penelitian Terdahulu 

Kajian tentang penceraian sudah banyak dipublikasikan, baik dalam 

bentuk skripsi, tesis, desertasi, buku, jurnal ilmiah, maupun media cetak 

lainnya. Akan tetapi, sampai saat ini peneliti belum menemukan kajian dan 

penelitian tentang pencerai hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan 

Agama dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam pada lingkungan Peradilan 

Agama yang kaitannya implementasinya. 

                                                             
12

 Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), 35 
13

 Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhū, Vol. 7 (Bairut: Daru al-

Fikr al-Ma‟ashir, 2012), 336 
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Berikut ini peneliti cantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu 

tentang putusnya perkawinan yang ditulis oleh beberapa Peneliti, diantaranya: 

1. Tesis berjudul Bagaimana Implementasi Putusan Pengadilan Agama 

Situbondo Nomor Perkara: 1321/Pdt.G/PA.Sit. Tentang Kadar Nafkah 

„Iddah Dalam Perkara Cerai Talak yang disusun oleh Affan Riadi, 

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel 2013. Tesis ini memuat penelitian 

atas implementasi putusan Pengadilan Agama Situbondo dalam 

memutuskan kadar nafkah „iddah mantan istri yang dibebankan kepada 

mantan suami dengan meninjau melalui kesepakatan kedua belah pihak. 

Kepatutan atas beban kadar nafkah tersebut juga melihat dari kemampuan 

si suami dalam faktanya. 

2. Dalam Tesis dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian 

Di Kalangan Masyarakat Nelayan (Study Kasus di desa Pengadaran  

Kabupaten Brebes) yang ditulis oleh Caswito (Fak. Syari‟ah UIN Sunan 

Kalijaga, 2009) penulis mengupas tentang penyebab putusnya perkawinan 

di lingkungan para nelayan di desa pengadaran kabupaten brebes. Ia 

menyimpulkan bahwa banyak sekali terjadinya perceraian di bawah tangan 

atau perceraian liar di luar pengadilan, hanya dari salah satu pihak baik 

suami maupun istri adalah dikarenakan dalam perkawinan yang mereka 

lakukakan bukanlah perkawinan resmi yang dicatatkan oleh petugas KUA, 

tetapi hanya di depan ulama setempat. 

3. Tesis yang disusun oleh Joko Santoso tahun 2010 dengan judul Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Kurang Terpenuhinya Nafkah Sebagai Alasan 
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Perceraian Di Masa Krisis Ekonomi ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama 

Bantul 2008-2009). Tesis tersebut memuat tentang penelitian terhadap 

perkara dalam rumah tangga sebab kurang terpenuhinya nafkah, 

didalamnya disimpulkan bahwa kurang terpenuhinya nafkah bukan 

merupakan alasan primer dalam perceraian, sebab menurut hasil 

penelitiannya pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut 

dengan melihat pada akibat dari masalah kurang terpenuhinya nafkah, 

yaitu berakibat tidak tercapainya keharmonisan dan ketentraman dalam 

keluarga, lantaran sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara 

terus menerus (syiqaq). Adapun dasar hukum yang digunakan hakim 

dalam menyelesaikan gugatan perceraian tersebut adalah Pasal 1dan Pasal 

39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 

Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975. 

Berdasar pada uraian tersebut di atas, mengenai Studi Analisis Putusyan 

perkawinan di Pengadilan Agama terdapat kesamaan dan perbedaan dengan isi 

penyusunan penelitian dalam tesis penulis sebagai berikut: 

1. Tesis yang ditulis oleh Affan Riady mengupas tentang perkara cerai talak 

dengan mengerucutkan penelitiannya dalam menganalisa implementasi 

putusan Hakim Peradilan Agama Situbondo mengenai kadar nafkah 

selama masa iddah mantan istri atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, 

dan Tesis penulis sendiri fokusnya juga sama-sama membahas 

implementasi tentang acara di peradilan agama, namun jenis perkara dan 
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objeknya berbeda, yaitu implementasi pasal 115 KHI  di Pengadilan 

Agama Kraksaan Probolinggo.  

2. Tesis kedua, sama halnya dengan penelitian ini, membahas tentang 

perceraian di bawah tangan atau di luar pengadilan. Sedangkan 

Perbedaannya adalah dalam penelitian ini Caswito menggunakan Study 

Kasus masyarakat nelayan dan ia lebih terfokus kepada penyebab talak itu 

terjadi, sedangkan penulis dalam tesis ini menggunakan pendekatan study 

kasus di peradilan agama dan menekankan pada implementasi pasal 115 

KHI. 

3. Selanjutnya pada penyusun Tesis ketiga, yakni Joko Santoso, ia membahas 

tentang perceraian yang berawal dari kurang terpenuhinya nafkah dalam 

keluarga yang bermuara pada tindakan perceraian, tetapi ia menilai bahwa 

tidak terpenuhinya nafkah bukanlah alasan utama dalam perceraian, 

melainkan perselisihan yang terus menerus terjadi yang menjadi sebab 

ketidakharmonisan membangun rumah tangga. 

Hal ini sebagaimana yang telah dibahas oleh penulis sendiri bahwa, 

perkara cerai gugat banyak diselingi dengan fenomena perselisihan, tidak 

akur antara suami dan istri, hingga mengarah pada perceraian dan pangkal 

persoalannya ada pada kewajiban nafkah yang kurang dipenuhi. Jadi, dari 

Tesis yang disusun oleh Joko terlihat kesamaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis dalam membahas sebab atau faktor pendorong 

terjadinya perceraian. Hanya saja pembahasan Joko Santoso belum 

memuat mengenai implementasinya. 
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Sederhananya, dari keseluruhan penelitian yang dilakukan sebelumnya, 

kesamaannya adalah dalam meninjau implementasi atas beracara Peradilan 

dari aspek akademisi, sedangkan perbedaanya tertumpu pada objek 

penelitianya yang mana penulis lebih fokus terhadap implementasi pasal 115 

KHI di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo.  
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BAB II 

PANDANGAN UMUM TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN DAN 

PROSES PENYELESAIANNYA DI PENGADAILAN AGAMA 

 

A. Putusnya Perkawinan Di Lihat Dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 

Dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Putusnya Perkawinan 

  Secara garis besar menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 115 dan 

UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan disebabkan 

oleh beberpa hal, yaitu: kematian, perceraian dan keputusnya pengadilan.
1
 

Perceraian itu sendiri merupakan hal yang dibolehkan namun dibenci 

oleh Allah SWT. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian 

biasanya disebabkan oleh talaq atau berdasarkan gugatan cerai. 

Arti talaq itu sendiri berarti membuka ikatan atau membatalkan 

perjanjian. Secara umum talaq diartikan sebagai peceraian baik yang 

dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang 

jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau 

istri. Sedangkan secara khusus, talaq diartikan sebagai perceraian yang 

dijatuhkan oleh suami. 

Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 39 ayat (1) 

UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa putusnya 

perkawinan yang disebabkan oleh perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan 

                                                             
1 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 

220 
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sidang pengadilan, tentunya setelah pengadilan mengadakan usaha untuk 

mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu namun tidak berhasil. Pasal 

39 ayat (2) UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga memaparkan bahwa 

untuk melakukan perceraian harus didasari oleh alasan yang cukup bahwa 

kedua belah pihak tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami-istri.
2
 

Adapun alasan-alasan dari terjadinya perceraian di paparkan dalam 

Pasal 116 UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut berbunyi: 

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan 

lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alas an yang sah atau karena hal lain 

diluar kemampuannya. 

3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun  atau hukuman 

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak yang lain. 

5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. 

6. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 

7. suami melanggar taklik-talak. 

                                                             
2 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia.241 
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8. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak 

rukunan dalam rumah tangga.
3
 

Menurut hukum Islam suami memiliki hak untuk menjatuhkan talaq 

kepada istrinya sesuai dengan alasan-alasan yang terdapat dalam UU 

Perkawinan dan KHI. Di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri 

dikenal istilah Cerai Talaq, sedangkan untuk putusan pengadilannya sendiri 

dikenal juga istilah cerai gugat. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa 

cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami kepada istri. Sedangkan 

cerai gugat adalah cerai yang dijatuhkan oleh istri kepada suami. Disinilah 

letak perbedaannya. 

Pernyataan talaq seorang suami kepada istrinya haruslah dilegalisasi 

di depan pengadilan. Setelah pernyataan talaq tersebut dilegalisasi di hadapan 

pengadilan kemudian pengadilan memberikan Legal Formal, yaitu pemberian 

surat sah atas permohonan talaq dari suami. Pemberian Legal formal ini 

tentunya mengacu pada alasan-alasan cerai pada UU Perkawinan. Pada proses 

pemberian legal formal ini, hakim memberikan jangka waktu kepada suami 

untuk memikirkan kembali pernyataan suami untuk menjatuhkan talaq. Pada 

dasarnya pernyataan talaq tidak boleh diucapkan pada saat suasana hati 

diliputi emosi. Oleh karena itu sejak dikeluarkannya Surat Edaran dari 

Mahkamah Agung (SEMA) no.1 tahun 2002 Pengadilan Agama diharuskan 

memberikan sarana mediasi dan mengoptimalkan lembaga mediasi tersebut 

bagi pasangan suami-istri yang akan bercerai. 

                                                             
3  Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia.242 
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Dengan pemberlakuan lembaga mediasi ini banyak permohonan talaq 

yang ditolak oleh Pengadilan Agama. Ada banyak alasan yang membuat 

Pengadilan Agama menolak permohonan talaq, antara lain : 

1. Karena permohonan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan UU. 

2. Positanyaobscuur (tidak jelas). 

3. Antara posita dan petitumnya bertentangan.
4
 

Harus diakui bahwa dengan adanya lembaga mediasi dan 

difungsikannya secara optiomal lembaga tersebut membawa banyak dampak 

positif. Lembaga mediasi ini selalu berpulang pada syar‘i. Al-Qur‘an selalu 

kembali pada lembaga hakam itu. Jadi, hakam dari pihak suami dan hakam 

dari pihak istri. Jadi, setiap perkara yang bisa diarahkan dengan menggunakan 

lembaga hakam dan mengarah pada syiqoq, sebisa mungkin menggunakan 

lembaga mediasi. Lembaga mediasi ini maksudkan agar permohonan cerai 

suami-istri dapat berakhir dengan berdamainya kedua belah pihak dengan 

kata lain suami-istri tersebut tidak jadi meneruskan permohonan cerai 

tersebut.
5
 

Dalam konteks putusnya perkawinan fiqih menyebutnya dengan 

istilah ―furqah‖ yang secara bahasa bermakna ―iftirāq‖ (perceraian). 

Sedangkan pengertian furqah (putusnya perkawinan) secara istilah adalah 

                                                             
4 Sulaikin Lubis, dkk. Hukum Acara perdata Peradilan Agama di Indonesia  

(Jakarta: Kencana, 2008), 22 
5 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2002), 193 
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rusaknya ikatan perkawinan dan putusnya hubungan antara suami istri 

disebabkan adanya beberapa sebab.
6
 

Tentang digunakannya istilah putusnya perkawinan ini, Amir 

Syarifuddin mengatakan bahwa: 

―Putusnya Perkawinan‖ adalah istilah hukum yang digunakan dalam 

UU Perkawinan untuk menjelaskan ―perceraian‖ atau berakhirnya hubungan 

perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang selama ini hidup 

sebagai suami istri.
7
 

 

Dari pernyataan tersebut, penggunaan istilah ―putusnya perkawinan‖ 

harus dilakukan secara hati-hati. Karena dalam istilah fiqh untuk pengertian 

perkawinan yang putus itu digunakan kata bāin untuk menyebut putusnya 

perkawinan yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya 

kecuali dengan melalui akad nikah yang baru. Sedangkan istilah raj„ī 

digunakan untuk menyebut putusnya perkawinan yang putusnya belum dalam 

bentuk yang tuntas, karena ia memungkinkan suami untuk kembali kepada 

mantan mantan istrinya selama dalam masa iddah (masa tunggu), namun 

setelah masa iddah itu habis dan suami tidak kembali kepada mantan istriny, 

maka perkawinannya dikatakan putus dalam arti yang sebenarnya.
8
 

Bagi Amir Syarifuddin, istilah yang netral sebenarnya adalah 

―perceraian‖, namun istilah tersebut masih dianggap sulit untuk 

menggantikan ―putusnya perkawinan‖, karena perceraian merupakan salah 

satu bentuk dari putusnya perkawinan. Untuk tidak terjebak dalam istilah ini, 

                                                             
6
 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhū, Vol. 7 (Bairut: Daru al-Fikr 

al-Ma‘ashir, 2012), 336 
7
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 

2009), 189 
8
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 

2009), 189 
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bisa saja digunakan istilah ―putusnya perkawinan‖ dengan tidak 

menganggapnya sama dengan istilah bāin dalam fiqih, atau istilah ―putusnya 

perkawinan‖ ini dianggap sebagai sinonim dari istilah furqah dalam kitab 

(literatur) fiqih.
9
 

Yang mana menurut Wahbah al-Zuhailī, furqah di sini terbagi menjadi 

dua bagian, yakni furqatu faskhin (putusnya perkawinan yang terjadi karena 

fasakh) dan furqatu ṭalāqin (putusnya perkawinan yang terjadi karena 

talaq).
10

 

 

B. Latar Belakang Terbebtuknya KHI Pasal 115 Tentang Putusnya 

Perkawinan  

Kompilasi Hukum Islam secara umum merupakan salah satu hukum 

materil yang berlaku di Pengadilan Agama. Sedangakan dalam kekuatan 

hukumnya, tentu berada di bawah Undang-undang karena sifatnya hanya 

Inpres. 

Mengenai latar belakang terbentunya pasal 115, dikarenakan berawal 

dari keresahan untuk menolong hak para istri yang kerap kali dilanggar para 

suami. Karena hak talak berada ditangan suami, suami menjadi sembarangan 

dalam menjatuhkan talak tersebut pada istrinya. Hal ini membuat hidup 

perempuan menjadi sempit. Kemudian, setelah ia mentalak istrinya, hak-hak 

                                                             
9
 Ibid, 190 

10
 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhū, Vol. 7 (Bairut: Daru al-Fikr 

al-Ma‘ashir, 2012), 336 
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yang seharusnya diterima oleh istrinya ia langgar seperti hak mut‘ah dan hak-

hak lain saat iddah yang telah kami bahas sebelumnya.
11

 

Pengadilan Agama tidak mengakui adanya isbat cerai, dalam arti suami 

menjatuhkan talak di rumah kemudian meminta pengakuan dari Pengadilan. 

Bagi Pengadilan Agama, semua pihak yang berperkara harus diperiksa sesuai 

hukum yang berlaku.
12

 

 

C. Dasar Hukum Putusnya Perkawinan 

Berdasarkan perundangan yang berlaku di Pengadilan Agama terkait 

dasar hukum putusnya perkawinan ialah: pasal 38 sampai dengan pasal 41 

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 14 sampai dengan pasal 

36 PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 199 KUH Perdata, pasal 113 sampai 

dengan pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam.
13

 

Sebenarnya ayat al-Qur‘an yang terlengkap membahas tentang 

perceraian adalah surat al-Baqarah ayat 227-232. Yang mana dalam ayat-ayat 

tersebut dijelaskan tentang jenis-jenis talak, masa iddah, dan kewjiban suami 

yang menalak istrinya. Diantara bunyi ayat tersebut adalah: 

يْعٌ عَلِيْمٌ )البقرة: ...  (222وَإِنْ عَزَمُواالطَّلََقَ فإَِنَّ اللّوَ سََِ

                                                             
11 Sulaikin Lubis, dkk. Hukum Acara perdata Peradilan Agama di Indonesia  

(Jakarta: Kencana, 2008), 23 
12

Artikel ―Perceraian Menurut UU Perkawinan‖ Drs. H. Helmy Thohir  

13 Sulaikin Lubis, dkk. Hukum Acara perdata Peradilan Agama di Indonesia  

(Jakarta: Kencana, 2008), 27 
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Artinya: ···dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka 

sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. al-

Baqarah [2]: 227).
14

 

 

Selain dalam surat tersebut, terdapat pula dalam surat-surat yang lain. 

Diantaranya seperti dalam QS. al-Ahzāb, aṭ-Ṭalāq, dll.  

Selain al-Qur‘an yang dijadikan dasar hukum talak atau perceraian, 

terdapat pula hadits Nabi Muhammad Saw. Diantaranya adalah hadits yang 

diceritakan oleh Ibnu Umar, yang berbunyi: 

 دِ يْ ب َ عُ  نِ بْ  يِْ ثِ كَ  نْ عَ دَ اوُ دَ  بِْ أَ  نْ عَ دَاسَةَ  نِ رِ بْ كْ بَ  بِْ أَ  نْ عَ يُّ الرُّوْذَباَرِ  ي  لِ عَ  وْ ب ُ ا أَ نَ رَ ب َ خْ أَ 
 يَ ضِ نِ عُمَرَ رَ بْ إِ  نْ نِ دِثاَرٍ عَ مَُارِبِ بْ  نْ لٍ عَ اصِ نِ وَ مُعَر فِ بْ  نْ عَ  دِ الِ خَ  نِ بْ  دِ مَّ مَُ  نْ عَ 

ابن  داود )رواه ابو .قُ لََ الطَّ   اللِ لَ لِ إِ لََ الَ أبَْ غَضُ الَ قَ  صلى الله عليه وسلم بَِّ ا أَنَّ النَّ مَ هُ ن ْ عَ  اللُ 
 ماجو(.

Artinya: Meriwayatkan kepada Kami Abu Ali Ar-Rudabari dari Abu Bakar 

Ibn Dasah dari Abu Daud dari Katsir Bin Ubaid dari Muhammad 

Bin Kholid dari Mu‟arrif Bin Wasil dari Muharib Bin Ditsar dari 

Abdullah Bin Umar RA, Bahwasanya Nabi Muhammad SAW 

Bersabda: Sesuatu yang halal dan dibenci oleh Allah SWT adalah 

talak. (HR. Abū Dāud dan Ibnu Mājah)
15

 

 

Itulah sebagian ayat dan hadiś yang dijadikan dasar oleh ‗ulama‘ fiqh 

dalam perceraian. Karena pada hakikatnya diperbolehkannya talak hanya 

dalam keadaan tertentu saja, yakni apabila sudah tidak ada jalan lain yang 

                                                             
14

 Departemen Agama RI, al-Qur‟an Terjemah Tafsir Perkata (Bandung: Sygma 

Publishing, 2010),  36 
15

 Abi ‗abdillah ‗abdi al-Salām, Ibānatu al-Ahkām; Syarh Bulūgu al-Marām, 

vol 3 (Bairut: Dāru al-Fikr, 2008), 362 
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lebih baik selain melakukan perceraian. Dalam arti, jika masih ada jalan 

keluar yang lain selain bercerai, hendaklah menempuh jalan selain cerai ini.
16

  

 

D. Rukun-rukun Putusnya Perkawinan 

Untuk dapat terjadi putusnya perkawinan, ada beberapa rukun yang 

harus dipenuhinya. Sebagaimana yang dikemukakan Ibnu Juzī, Secara umum 

rukun tersebut adalah:  

1. Muṭalliq (orang yang mentalak/mencerai). Karena dalam agama Islam 

yang berhak mentalak adala suami, maka ia bisa disebut Muṭalliq. 

2. Muṭallaqah (orang yang ditalak/dicerai). Dalam hal ini, yang berada 

dalam posisi sebagai Muṭallaqah adalah istri.  

3. Ṣīgat. Ṣīgat ini adalah ucapan yang digunakan untuk dapat putusnya 

sebuah ikatan perkawinan.
17

  

 

E. Syarat-syarat Putusnya Perkawinan 

Tiga rukun putusnya perkawinan tersebut di atas mempunyai syarat 

masing-masing. Dalam arti kalau syarat tersebut tidak dipenuhi oleh rukun 

yang ada, maka perkawinan tersebut tidak dianggap putus. Syarat-syarat 

tersebut adalah: 

1. Suami 

                                                             
16

 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 1999), 15 
17

 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhū, Vol. 7 (Bairut: Daru 

al-Fikr al-Ma‘ashir, 2012), 348 
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Bagi suami yang hendak memutus ikatan perkawinan, ia disyaratkan 

adalah orang yang bertindak atas kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), balig, 

berakal.Sedangkan Mālikiyah menambahkan, bahwa suami harus Islam.
18

 

2. Istri 

Untuk dapat terjadi putusnya perkawinan, rukun yang kedua ini (istri) 

disyaratkan adalah orang yang berada dalam wilāyah atau kekuasaan suami. 

Yakni istri yang masih ada ikatan perkawinan dengan suaminya. Demikian 

pula istri yang sudah diceraikan, tapi dalam bentuk ṭalāq raj‗ī dan masih 

berada dalam masa iddah. Karena perempuan dalam status ini masih seperti 

istri dalam semua segi.
19

  

3. Ṣīgat 

Ṣīgat di sini mempunyai dua syarat. Pertama, harus berupa lafaḍ 

(ucapan) yang menunjukkan talak (perceraian), baik berupa ucapan yang 

ṣarīh (jelas) atau ucapan kināyah (sindiran). Kedua, adanya ucapan tersebut 

harus ada maqṣūd (disengaja).
20

 

 

F. Bentuk-bentuk Putusnya Perkawinan 

Terdapat beberapa bentuk dalam putusnya perkawinan. Yang mana 

bentuk ini tergantung dari segi siapa yang sebenarnya berkehendak untuk 

                                                             
18 Al-Syaikh asy-Syarqāwī, Syarqāwī ala at-Tahrīr, vol 2 (Surabaya: al-

Hidāyah, t.t), 293  
19

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: 

Kencana, 2009), 207 
20  Abdul Rahman al-Jaziri, Kitabu al-Fiqhi „ala al-Maẓahibi al-Arba‟ati, vol 

4 (Bairut: Dāru al-Kutub al-Ilmiah, 2011), 258 
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putusnya perkawinan tersebut. Apakah putusnya tersebut atas kehendak 

suami, istri, ataukah atas kehendak pihak ketiga (hakim). 

Dalam putusnya perkawinan ini ada tiga kemungkinan yang dijadikan 

alasan oleh ‗ulama‘ fiqh, yakni: 

1. Ṭalaq 

a. Definisi Ṭalaq 

Secara bahasa ṭalaq berarti melepaskan ikatan. Sedangkan pengertian 

ṭalaq secara terminologis tampaknya ulama memberikan rumusan yang 

berbeda-beda, tapi dari beberapa rumusan yang ada mempunyai esensi yang 

sama. Abdul Rahman al-Jaziri mendefinisikannya dengan: 

 إِزاَلةَُ الن كَاحِ اوَْنُ قْصَانُ حَل وِ بلَِفْظٍ مََْصُوْصٍ 

Artinya: menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan 

ikatan perkawinan tersebut dengan menggunakan lafaẓ tertentu.
21

 

 

Sedangkan menurut Zakaria al-Anṣari ṭalaq adalah ―Melepas ikatan 

perkawinan dengan menggunakan kata ṭalaq atau yang semacamnya.
22

 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa talak adalah 

menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan 

perkawinan, istri menjadi tidak halal bagi suaminya. Hal ini terjadi dalam 

talak bāin. Sedangkan maksud dari mengurangi pelepasan ikatan perkawinan 

adalah berkurangnya hak talak bagi suami dalam talak raj‘ī. Yang mana 

                                                             
21

 Abdul Rahman al-Jaziri, Kitabu al-Fiqhi „ala al-Maẓahibi al-Arba‟ati, vol 

4 (Bairut: Dāru al-Kutub al-Ilmiah, 2011), 248 
22

 Zakaria al-Anṣari, Tuhfatu aṭ-Ṭullāb (t.t: al-Haramain, t.t), 104 
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suami hanya berhak menceraikan istrinya sebanyak tiga kali untuk dapat 

kembali lagi pada mantan istrinya. 

b. Dasar Hukum Ṭalaq 

Terdapat beberapa ayat dalam al-Qur‘an yang dijadikan dasar hukum 

tehadap talak, diantaranya dalam QS. al-Ṭalāq [65]: ayat 1 yang berbunyi: 

 

ةَ  تِِِنَّ وَأَحْصُوْاالْعِدَّ (1)الطّلَق:  ...ياَأيَ ُّهَاالنَّبُِّ إِذَاطلََّقْتُمُ الن سَاءَ فَطلَ قُوْىُنَّ لِعِدَّ  

Artinya: Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka 

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 

(menghadapi) „iddah-nya (yang wajar), dan hitunglah waktu 

„iddah itu..... (QS. al-Ṭalāq [65]: 1).
23

 

 

Ayat ini yang termasuk diantara dalil yang dijadikan dasar oleh 

‗ulama fiqh dalam kaitannya dengan putusnya perkawinan yang dalam bentuk 

talak. 

c. Macam-macam talak 

Macam-macam talak secara garis besar bila ditinjau dari segi boleh 

atau tidaknya rujū„ dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

1) Ṭalaq Raj‗ī (talak yang suaminya boleh rujū„) 

2) Ṭalaq Bā‘in (bā‟in ṣugrā adalah talak yang suaminya tidak boleh rujū„ 

kepada mantan istrinya. Ia hanya boleh kembali lagi dengan akad nikah 

baru. Sedangkan talak bā‟in kubrā adalah talak yang tidak dapat diruju‘ 

                                                             
23

  Departemen Agama RI, al-Qur‟an Terjemah Tafsir Perkata (Bandung: 

Sygma Publishing, 2010),  558 
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dan dinikahkan kembali kecuali setelah bekas istrinya menikah dengan 

lagi orang  lain dan terjadi perceraian ba„da ad-dukhūl.
24

  

Dari dua macam tersebut, talaq dibagi menurut beberapa segi, yakni: 

a) Melihat keadaan istri ketika talak, macamnya talak terdiri dari talak sunnī 

(talak pada saat istri dalam keadaan suci dari haid) dan talak bid‗ī (talak 

yang terjadi daam keadaan istri dalam masa haid).
25

 

b) Ditinjau dari segi tegas atau tidaknya kata-kata yang digunakan sebagai 

ucapan talak, maka talak menjadi dua macam: talak ṣārīh (ucapan yang 

secara jelas digunakan untuk ucapan talak) dan talak kināyah (ucapan yang 

sebenarnya tidak digunakan untuk talak, tapi dapat dipakai untuk 

menceraikan istri).
26

 

c) Ditinjau dari segi ucapan yang digunakan, macamnya berupa talak tanjīz 

(talak dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan kepada 

waktu) dan talak ta‗līq (pelaksanaan talak digantungkan pada sesuatu yang 

akan terjadi kemudian).
27

 

2. Khulū‘ 

a. Definisi Khulū‘ 

Khulū„ secara etimologi berarti menanggalkan atau melepaskan baju. 

Karena sebagaimana yang disebutkan dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 187 

bahwa salah satu dari suami istri menjadi pakaian bagi yang lain. Sedangkan 

                                                             
24

 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 

2013), 220 
25

  Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 1999), 17 
26

  Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2010), 195 
27

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: 

Kencana, 2009), 225 
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secara istilah, terdapat beberapa definisi khulū‗, tapi substansinya sama. 

Diantaranya adalah, ―Perceraian yang dikehendaki istri, tapi pengucapannya 

tetap merupakan hak suami, hanya saja istri mengembalikan mahar yang telah 

diterima dari suaminya, minimal setengah dari jumlah seluruhnya‖.
28

 

Sedangkan Abu Bakar ‗Uśmān bin Muhamad Syaṭṭa mendefinisikannya 

dengan ―Putusnya perkawinan yang disertai uang tebusan kepada suami 

dengan menggunakan ucapan ṭalāq atau khulū‗‖.
29

 

Dari definisi di atas dapat dipahami, bahwa bila seorang istri 

menginginkan untuk tidak melanjutkan perkawinan, sedangkan suami merasa 

tidak perlu menceraikannya, maka istri dapat meminta perceraian dari 

suaminya dengan kompensasi ganti rugi yang diberikan kepada suaminya. 

 

 

b. Dasar Hukum Khulū„ 

Jumhūr ‗ulamā‘ berpendapat bahwa hukum memutus perkawinan 

dengan cara khulū‘ adalah boleh. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. 

al-Baqarah [2] ayat 229 berbunyi: 

  (222)الْبقَرة: ...وِ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّيقُِيْمَاحُدُوْدَاللّوِ فَلََجُنَاحَ عَلَيْهِمَافِيْمَاافْ تَدَتْ بِ 

Artinya: Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu 

menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas 

                                                             
28

 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat, vol 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 

141  
29

 Abu Bakar ‗Uśmān bin Muhamad Syaṭṭa, Hāsyiyah I„ānatu al-Ṭālibīn, vol 3 

(Bairut: Dāru al-Kutub al-‗Ilmiyah, 2008), 634 
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bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus 

dirinya.... (QS. al-Baqarah [2]: 229).
30

 

 

Selain ayat di atas, terdapat pula hadiś yang dijadikan dasar hukum 

khulū‗, yakni hadiś yang diceritakan oleh Ibnu ‗Abbas ra. yang berbunyi: 

 

 تُ ابِ ثَ  اللِ  لَ وْ سُ ا رَ يَ  تْ الَ أَنَّ امْرأَةََ ثاَبِتَ ابنِ قَ يْسٍ أتََتْ النَّبَّ صَلَّى اللّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ فَ قَ 
 الَ قَ ف َ  مِ لََ سْ لِ  اْ فِ  رَ فْ كُ الْ  هُ رَ كْ  أَ نّ  كِ لَ وَ  نٍ يْ دِ  لاَ وَ  قٍ لُ  خُ فِ  وِ يْ لَ عَ  بُ يْ عِ ا أَ مَ  سٍ يْ ق َ  نِ ابْ 
ا هَ قْ ل  طَ وَ  ةَ قَ ي ْ دِ الَْ  لْ بِ قْ اِ  اللِ  لُ وْ سُ رَ  الَ قَ ف َ  ،مْ عَ : ن َ تْ الَ قَ ؟ ف َ وُ تَ قَ ي ْ دِ حَ  وِ يْ لَ عَ  نَ يْ د  رُ ت َ أَ  اللِ  لُ وْ سُ رَ 
 )رواه البخاري(  ةً قَ ي ْ لِ طْ تَ 
 

Artinya: Sesungguhnya istri Śabit bin Qais datang kepada Nabi Muhammad 

Saw. dan berkata: “wahai Rasulullah, saya tidak mendapati celah 

dalam kelakuan dan agama Śabit bin Qais, namun saya tidak 

senang akan terjadi kekufuran dalam Islam”. Rasulullah berkata: 

“maukah kamu mengembalikan kebunnya?”. Istri Śabit bin Qais 

menjawab: “Iya, saya mau”. Rasulullah berkata kepada Śabit bin 

Qais: “Terimalah kebun dan ceraikanlah istrimu dengan satu kali 

cerai”. (HR. Imam Bukharī).
31

   

 

3. Fasakh 

a. Definisi Fasakh 

Secara bahasa, fasakh berasal dari kata fa-sa-kha yang berarti merusak 

atau membatalkan. Kalau kata ini dihubungkan dengan perkawinan, maka ia 

                                                             
30

 Departemen Agama RI, al-Qur‟an Terjemah Tafsir Perkata (Bandung: 

Sygma Publishing, 2010),  56 
31

 Abi ‗abdillah ‗abdi al-Salām, Ibānatu al-Ahkām; Syarh Bulūgu al-Marām, 

vol 3 (Bairut: Dāru al-Fikr, 2008), 357 
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akan memberi pengertian ―merusak perkawinan‖ atau ―membatalkan 

perkawinan‖ yang didasarkan atas adanya akad.
32

 

Sedangkan dalam istilah fiqh, ditemukan beberapa definisi tentang 

fasakh yang mempunyai maksud yang sama, diantaranya adalah ―Merusak 

akad (ikatan) –dalam konteks ini adalah ikatan perkawinan– dari dasar-

dasarnya dan menghilangkan/meniadakn kehalalan atas sesuatu yang 

dibolehkan dalam ikatan tersebut‖.
33

 

Berbeda dengan definisi tersebut, Amir Syarifuddin mendefiniskannya 

dengan mengambil pengertian yang terdapat dalam KBBI, yaitu ―Pembatalan 

ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau 

suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang 

telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan‖.
34

 

Ketika perkawinan sudah berlangsung dan kemudian ditemukan hal-

ha yang membatalkan nikah seperti, tidak terpenuhinya rukun atau syarat, 

maka fasakh dalam bentuk ini adalah yang wajib (wujūbu al-faskhi). Jika 

setelah perkawinan hanya terjadi hal yang menyebabkan perkawinan tidak 

dapat dilanjutkan, maka fasakh dalam keadaan ini boleh (khiyāru al-faskhi) 

yang kemudian hakim harus segera memutusnya.
35
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 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhū, Vol. 7 (Bairut: Daru 
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34

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: 

Kencana, 2009), 242 
35
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Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 203 
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b. Dasar Hukum Fasakh 

Termasuk yang dijadikan dasar hukum fasakh adalah ayat QS. an-

Nisā‘ [4] ayat 35 yang berbunyi: 

 

أىَْلِوِ وَحَكَمًام نْ أىَْلِهَاإِنْ  هِمَا فاَبْ عَثُ وْاحَكَمًام نْ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ يْنِ 
نَ هُمَا  (33)الن سَاء: ....يرُيِْدَاإِصْلََحًاي ُّوَف قِ اللّوُ بَ ي ْ

 

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, 

maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan 

seorang juru damai dari keluarga perampuan. Jika keduanya (juru 

damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah 

memberi taufiq kepada suami istri itu..... (QS. an-Nisā‘ [4]: 35).
36

  

 

Disamping terdapat hal yang memungkinkan putusya perkawinan, 

terdapat pula hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang dihalalkan 

oleh agama tidak dapat dilakukan, akan tetapi hal ini tidak dapat memutuskan 

hubungan perkawinan yang sudah berlangsung. Bentuk ini berupa: 

4. Ẓihār 

a. Definisi Ẓihār 

Secara etimologi, ẓihar diambil dari bahasa arab ẓahrun yang berarti 

punggung. Digunakannya kata ―punggung‖ dalam ẓihar ini karena kata 

tersebut digunakan untuk sesuatu yang dikendarai. Karena punggung 

merupakan tempat menunggangi. Yang mana dalam konteks ini, seorang istri 

dianggap sebagai tunggangan suami.
37
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 Departemen Agama RI, al-Qur‟an Terjemah Tafsir Perkata (Bandung: 
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Sedangkan definisi ẓihar secara terminologi, didapatkan beberapa 

rumusan dalam kitab fiqh. Namun beberapa rumusan tersebut mempunyai 

maksud yang sama. Diantaranya adalah, ―Perkataan suami kepada istrinya 

dengan menyerupakan kepada ibunya suami tersebut, misalnya; punngungmu 

seperti punggung ibuku, atau memisalkan bentuk-bentuk tubuh istri yang lain 

seperti ibunya‖.
38

 

b. Dasar Hukum Ẓihār 

Termasuk yang dijadikan dasar hukum ẓihar adalah ayat: 

 ...سَّاوَالَّذِيْنَ يُظاَىِرُوْنَ مِنْ ن سَائِهِمْ ثَُُّ يَ عُوْدُوْنَ لِمَا قاَلُوْافَ تَحْريِْ رُ رَقَ بَةً م نْ قَ بْلِ أَنْ يَ تَمَا
  (3 )الْمُجَادَلةَ:

 

Artinya: dan mereka yang menẓihar istrinya, kemudian menarik kembali apa 

yang telah meraka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) 

memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu 

bercampur..... (QS. al-Mujādalah [58]: 3).
39

 

 

5. Īlā’ 

a. Definisi Īlā‟ 

Īlā‘ secara bahasa berasal dari kata  ālā-yūlī-īlā‟an yang bermakna al-

yamīn (bersumpah). Sedangkan Īlā‘ secara istilah didefinisikan secara 

beragam oleh ulama‘ fiqh, tapi keseragaman tersebut mempunyai maksud 

yang sama. Diantaranya adalah bersumpahnya suami (yang mempunyai hak 
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 Fatihuddin Abul Yasin, Risalah Hukum Nikah (Surabaya: Terbit Terang, 

2006), 122 
39
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untuk mentalak istrinya) untuk tidak menggauli istrinya secara mutlak, atau 

dalam masa yang melebihi empat bulan.
40

 

b. Dasar Hukum Īlā‟ 

Ayat yang dijadikan dasar hukum īlā‘ adalah QS. al-Baqarah ayat 

226-227 yang berbunyi: 

 

للَِّ     ذِينَ يُ   ؤْلُونَ مِنْ نِسَ  ائِ    هِمْ تَ ربَُّصُ أرَْبَ عَةِ أَشْ       هُرٍ فَ   إِنْ فَ    اءُوا فَ       إِنَّ اللَّوَ غَ    فُورٌ رَحِ    ي  مٌ .  
يعٌ عَلِيمٌ  )البَ قَرة: 222-222(  وَ  إِنْ عَزَمُواْ الطَّلََقَ فإَِنَّ اللّوَ سََِ

 

Artinya: Bagi orang yang meng-īlā‟ istrinya harus menunggu empat bulan. 

Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh 

Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka 

berketatapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha 

Mendengar, Maha mengetahui. (QS. al-Baqarah [2]: 226-227).
41

 

 

6. Li‘ān 

a. Definisi Li„ān 

Secara bahasa, kata li‗ān terambil dari kata al-la„nu, yang berarti jauh, 

laknat, atau kutukan. Disebut demikian karena yang saling berli‘an itu 

berakhir saling dijauhkan oleh hukum, atau Karen yang bersumpah li„ān itu 

dalam kesaksiaannya yang kelima menyatakan bersedia merima laknat Allah 

jika pernyataannya tidak benar.
42

 

Sedangkan menurut istilah hukum Islam, yang dimaksud li‗ān adalah 

sumpah yang diucapkan oleh suami ketika menuduh istrinya berbuat zina 
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 Muṣṭafā al-Khinn, dkk., al-Fiqh al-Manhajī ‗alā Maẓhabi al-Imām asy-
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 Departemen Agama RI, al-Qur‟an Terjemah Tafsir Perkata (Bandung: 

Sygma Publishing, 2010),  36 
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dengan empat kali kesaksian bahwa suami tersebut adalah benar dalam apa 

yang dituduhkan kepada istrinya. Kemudian pada sumpah kesaksian yang 

kelima, suami menyatakan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika jika 

ia telah berdusta dalam tuduhannya.
43

 

b. Dasar Hukum Lī‗ān 

Terdapat beberapa ayat dalam al-Qur‘ā yang dijadikan dasar hukum 

lī‗ān, diantaranya adalah ayat yang berbunyi: 

وَيَدْرأَعَُنْ هَاالْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَأرَْبَعَ شَهَادَاتٍ باِللّو إنَِّوُ لَمِنَ الْكَاذِبِيَْْ وَالْْاَمِسَةَ أَنَّ 
 ( 2-8اإِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْْ  )النّور: غَضَبَ الِل عَلَي ْهَ 

 

Artinya: Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat 

kali atas nama Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk 

orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima bahwa kemurkaan 

Allah akan menimpanya (istri), jika dia (suami) itu termasuk orang 

yang berkata benar. (QS. an-Nūr [24]: 8-9).
44

 

 

G. Akibat Putusnya Perkawinan 

Kalau terjadi putusnya hubungan dalam perkawinan, maka akan 

ada akibat yang ditimbulkan darinya. Secara umum akibat tersebut 

adalah: 

1. Hubungan antara suami istri adalah asing. Dalam artian, mereka 

berdua harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apalagi 

melakukan hubungan kelamin. Karena perkawinan adalah akad yang 

membolehkan seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami 
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istri untuk melakukan hubungan yang sebelumnya dilarang oleh 

agama.
45

 

2. Keharusan memberi mut„ah, yaitu pemberian suami kepada istri yang 

diceraikannya sebagai suatu kompensasi. Hal ini berlaku dalam 

perceraian yang bukan karena ditinggal mati suami. Dan mut„ah ini 

wajib dibayar oleh suami kalau putusnya perkawinan tersebut atas 

inisiatif suami. Kalau putusnya perkawinan tersebut berdasarkan 

inisiatif istri, maka mut„ah tersebut tidak lagi wajib diberikan oleh 

suami.
46

 

3. Melunasi hutang yang wajib dibayarnya dan belum dilunasinya selama 

berada dalam perkawinan, baik hutang tersebut berupa mahar atau 

nafaqah.
47

  

4. Bagi istri yang putus ikatan perkawinannya, baik putus karena 

ditinggal mati suami atau karena cerai (perceraian ini harus terjadi 

ba„da ad-dukhūl), berlaku baginya ketentuan „īddah.
48

 

5. Kalau dari adanya perkawinan dihasilkan anak, maka setelah 

perceraian anak tersebut harus ada yang mengasuh (haḍānah). Dalam 

hal ini kalau anak masih di bawah umur tujuh tahun, maka yang lebih 
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berhak mengasuhnya adalah si ibu. Kalau sudah melebihi umur tujuh 

tahun, maka diserahkan kepada siapa yang dipilih oleh anak tersebut.
49

 

 

H. Masa Menunggu (‘īddah) 

Bagi seorang perempuan yang telah dicerai baik dengan talak atau 

dengan cara lainnya yang telah disebut di atas, berlaku masa menunggu 

(‗īddah) dimana mereka dilarang melangsungkan perkawinan selama 

masa-masa tersebut.
50

 

1. Pengertian ‗īddah 

‗īddah dalam bahasa arab berasal dari akar kata „ādda-

ya‟uddu-„īdatan yang secara etimologi bermakna ―menghitung‖ atau 

―hitungan‖. Kata ini digunakan pada kata ‗īddah dengan maksud 

pada masa itu perempuan menunggu atau menghitung berlalunya 

waktu.
51

 

2. Hukum dan dasar hukumnya 

„īddah ini ditujukan kepada istri yang telah putus 

perkawinannya baik tengan talak atau pun dengan cara yang lain, 

baik dalam keadaan hamil maupun tidak,
52

 bukan ditujukan pada 

suami yang telah menceraikannya. 

Al-Qur‘an menegaskan dalam surat Al-Baqoroh ayat 228 

tentang kewajiban menjalani talak ini. 

                                                             
49

 Abu Bakar bin Muhammad al-Huṣnī ad-Dimasqī, Kifāyatu al-Akhyār fī Halli 

Gāyatu al-Ikhtiṣār, vol 2 (t.t, Dāru al-Kutub al-‗Ilmiyah, t.t), 143 
50

 Amir Syarifuddin, 303 
51

 Amir Syarifuddin, 303 
52

 Abdul Aziz Al-Malibari, Fathul Mu‟in (Surabaya: Hidayah, tt) 116 
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 خَلَقَ  مَا يَكْتُمْنَ  أَنْ  لََنَُّ  يََِلُّ  وَلا قُ رُوءٍ  ثَلَثةََ  بأِنَْ فُسِهِنَّ  يَ تَ ربََّصْنَ  وَالْمُطلََّقَاتُ 
 فِ  برَِد ىِنَّ  أَحَقُّ  وَبُ عُولتَُ هُنَّ  الآخِرِ  وَالْيَ وْمِ  باِللَّوِ  يُ ؤْمِنَّ  كُنَّ  إِنْ  أرَْحَامِهِنَّ  فِ  اللَّوُ 

 عَلَيْهِنَّ  وَللِر جَالِ  باِلْمَعْرُوفِ  عَليَْهِنَّ  الَّذِي مِثْلُ  وَلََنَُّ  إِصْلَحًا أرَاَدُوا إِنْ  ذَلِكَ 
  (٢٢٢) حَكِيمٌ  عَزيِزٌ  وَاللَّوُ  دَرَجَةٌ 

 

Artinya: wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri 

(menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka 

Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah SWT. dalam 

rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah SWT. dan 

hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya 

dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) 

menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak 

yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang 

ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan 

kelebihan daripada isterinya. dan Allah SWT. Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana.
53

 

 

3. Syarat wajib 

Yang dimaksud dengan syarat wajib di sini adalah syarat yang 

menimbulkan kewajiban menjalani masa „īddah. Syarat wajib 

tersebut ada dua dan bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu dari 

syarat ini telah terpenuhi maka hukumnya adalah wajib menjalani 

masa ‗īddah. Kedua syarat tersebut adalah: 

a. Matinya suami 

Bila istri telah ter-cerai karena suaminya mati, maka 

wanita tersebut wajib menjalani masa „īddah baik ia telah 

bergaul (dukhul atau jima‟) dengan suaminya tersebut atau pun 

tidak pernah sama sekali.  

                                                             
53

 Al-Qur‘an Dan Terjemahnya, 55 
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Hal ini berdasarkan Al-Qur‘an Surah Al-Baqoroh ayat 

234: 

 

 أَشْهُرٍ  أرَْبَ عَةَ  بأِنَْ فُسِهِنَّ  يَ تَ ربََّصْنَ  أزَْوَاجًا وَيذََرُونَ  مِنْكُمْ  يُ تَ وَف َّوْنَ  وَالَّذِينَ 
 أنَْ فُسِهِنَّ  فِ  فَ عَلْنَ  فِيمَا عَلَيْكُمْ  جُنَاحَ  فَلَ أَجَلَهُنَّ  بَ لَغْنَ  فإَِذَا وَعَشْراً

  (٢٣٤) خَبِيٌ  تَ عْمَلُونَ  بِاَ وَاللَّوُ  باِلْمَعْرُوفِ 
 

Artinya: orang-orang yang meninggal dunia di antaramu 

dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para 

isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'„īddah) empat 

bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 

'„īddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) 

membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka 

menurut yang patut. Allah SWT. mengetahui apa yang 

kamu perbuat.
54

 

 

b. Istri sudah bergaul dengan suaminya 

Jika suami belum bergaul dengan dengan istrinya 

kemudian ditalak—bukan karena matinya suami—maka sang 

istri tidak memenuhi syarat wajib menjalani masa „īddah.
55

  

Hal ini berdasarkan Al-Qur‘an Surat Al-Ahzab (33) ayat 

49: 

نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثَُُّ طلََّقْتُمُوىُنَّ مِنْ قَ بْلِ أنَْ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا 
ةٍ تَ عْتَدُّونَ هَا فَمَت  عُوىُنَّ وَسَر حُوىُنَّ  تََسَُّوىُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّ

يلََ    سَراَحًا جََِ
 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

menikahi perempuan- perempuan yang beriman, 

kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu 

                                                             
54

 Al-Qur‘an Dan Terjemahnya, 57 
55

 Nawawi Al-Bantani, Nihayah Az-Zain (Lebanon: Dar El-Fikr, 2005) 300 
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mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas 

mereka '„īddah bagimu yang kamu minta 

menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah 

dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- 

baiknya.
56

 

 

Dalam memahami kata “al-massu” ulama berbeda 

pendapat.  

Namun, jumhur ulama menyatakan bahwa yang dimaksud 

kata “al-massu” adalah berhubungan kelamin. Artinya, apabila 

telah terjadi hubungan kelamin antara keduanya maka sang istri 

dikenai kewajiban ber-‟īddah jika suami menceraikannya.
57

 

Sedangkan pendapat berbeda dikemukakan oleh Imam 

Ahmad dan Asy-Syafi‘i dan Ahlu Ar-Ra‟yi (Hanafiyah). Mereka 

berpendapat bahwa bila terjadi khalwah
58

 meskipun tidak 

sampai hubungan kelamin, telah wajib ‗īddah. Hal ini 

berdasarkan atas apa yang diriwayatkan oleh khalifah bahwa 

apabila telah tutup gorden atau telah menutup pintu (khalwah) 

telah wajib mahar dan „īddah. 

Sedangkan bagi pernikahan yang fasid
59

 atau syubhat
60

, 

apakah juga berlaku „īddah, menjadi perbincangan diantara 

ulama. Jumhur ulama menyatakan bahwa perempuan yang 

                                                             
56

 Al-Qur‘an Dan Terjemahnya, 675 
57

 Amir Syarifuddin, 307 
58

 Yang dimaksud khalwah adalah berdua-duaan 
59

 Pernikahan fasid adalah pernikahan yang kurang memenuhi syarat 
60

 Yang dimaksud syubhat disini adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan 

perempuan yang tidak terikat dengan tali perkawinan , namun pada saat terjadinya 

hubungan tersebut keduanya menyakini bahwa yang digaulinya adalah pasangannya yang 

sah. 
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digauli oleh seorang laki-laki secara syubhat wajib menjalani 

„īddah.
61

 Dalam hal ini ikatan perkawinan perempuan tersebut 

dengan suaminya tidak batal, namun ia harus menjalani masa 

„īddah terlebih dahulu baru boleh berhubungan kelamin lagi 

dengan suaminya. 

Hal yang sama juga terjadi pada perkawinan yang fasid. 

Istri yang diceraikan dalam perkawinan yang fasid juga harus 

menjalani masa „īddah.
62

 

Sedangkan untuk perempuan yang berzina sedang ia tidak 

memiliki suami, ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama‘ 

diantaranya Imam Ahmad dan Al-Nakha‘i berpendapat bahwa 

perempuan yang berzina tersebut tetap harus menjalani masa 

„īddah sebagaimana yang terjadi dalam nikah syubhat. 

Berbeda dengan pendapat Asy-Syafi‘i dan Al-Tsauriy. 

Mereka berpendapat bahwa perempuan yang berzina tidak wajib 

menjalani masa „īddah.  

Alasannya, ‗īddah itu digunakan untuk menjaga dari 

pembauran keturunan, sedangkan zina tidak menimbulkan 

hubungan nasab.
63

 

Pendapat ketiga merupakan jalan tengah diantara 

keduanya. Pendapat ini dikemukakan olem Imam Mālik dan 

                                                             
61

 Abdul Aziz Al-Malibari, 116 
62

 Abdul Aziz Al-Malibari, 116 
63

 Amir Syarifuddin, 309 
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Ahmad yang berpendapat bahwa perempuan yang berzina tidak 

wajib menjalani ‗īddah namun harus menjalani masa istibra‟ 

selama satu kali haid. 

4. Bentuk-bentuk „īddah 

Ditinjau dari segi keadaan saat istri diceraikan, masa „īddahnya 

dapat dikategorikan sebagai berikut: 

a. Kematian suami 

b. Belum dicampuri 

c. Sudah dicampuri dalam keadaan hamil 

d. Sudah dicampuri tidak dalam keadaan hamil dan telah berhenti 

haidnya 

e. Sudah dicampuri tidak dalam keadaan hamil dan dalam masa 

haid 

Sedangakan mengenai cara ‗īddahnya, dapat dibedakan 

menjadi tiga yaitu:
64

 

a. Dengan cara menyelesaikan quru‟ yaitu antara haid dan suci 

b. Dengan melahirkan anak 

c. Dengan perhitungan bulan 

Dari kedua keadaan tersebut, maka bentuk perhitungan „īddah 

dapat dirinci menjadi sebagai  berikut: 

                                                             
64 Amir Syarifuddin, 310 
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a. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, baik telah 

digauli maupun belum, maka „īddahnya adalah empat bulan 

sepuluh hari. Dalilnya sebagaimana telah dibahas di atas.
65

 

b. Perempuan yang belum digauli oleh suaminya, maka dia tidak 

harus menjalani „īddah. Dalilnya sebagaimana telah 

dikemukakan diatas.
66

 

c. Perempuan yang sedang hamil, maka „īddahnya adalah dengan 

melahirkan anak.
67

 Dalilnya adalah Al-Qur‘an Surat At-Talaq 

(65) ayat 4 yaitu: 

 

تُ هُنَّ  ارْتَ بْتُمْ  إِنِ  نِسَائِكُمْ  مِنْ  الْمَحِيضِ  مِنَ  يئَِسْنَ  وَاللَئِي  أَشْهُرٍ  ثَلَثةَُ  فَعِدَّ
 يَ تَّقِ  وَمَنْ  حَْْلَهُنَّ  يَضَعْنَ  أَنْ  أَجَلُهُنَّ  الأحْْاَلِ  وَأوُلاتُ  يََِضْنَ  لَْ  وَاللَئِي

  يُسْراً أمَْرهِِ  مِنْ  لوَُ  يََْعَلْ  اللَّوَ 
  

Artinya: dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi 

(monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika 

kamu ragu-ragu (tentang masa „īddahnya), Maka masa 

„īddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) 

perempuan-perempuan yang tidak haid. dan 

perempuan-perempuan yang hamil, waktu „īddah 

mereka itu ialah sampai mereka melahirkan 

kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa 

kepada Allah SWT., niscaya Allah SWT. menjadikan 

baginya kemudahan dalam urusannya.
68

 

 

                                                             
65

 Ibnu Rusyd, Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtaṣid (Lebanon: Dar Al-

Kotob Al-Ilmiyah, 2010) 511 
66

 Nawawi Al-Bantani, Nihayatuz Zain (Lebanon: Dar Al-Fikr, 2005) 300 
67

 Ibnu Rusyd,  511 
68

 Al-Qur‘an Dan Terjemahnya, 946 
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d. Perempuan yang telah bergaul dengan suaminya dan masih 

menjalani masa haid, maka „īddahnya adalah tiga Quru‟.
69

 Hal 

ini berdasarkan Al-Qur‘an Surat Al-Baqoroh ayat 228: 

 مَا يَكْتُمْنَ  أَنْ  لََنَُّ  يََِلُّ  وَلا قُ رُوءٍ  ثَلَثةََ  بأِنَْ فُسِهِنَّ  يَ تَ ربََّصْنَ  وَالْمُطلََّقَاتُ 
 أَحَقُّ  وَبُ عُولتَُ هُنَّ  الآخِرِ  وَالْيَ وْمِ  باِللَّوِ  يُ ؤْمِنَّ  كُنَّ  إِنْ  أرَْحَامِهِنَّ  فِ  اللَّوُ  خَلَقَ 

 باِلْمَعْرُوفِ  عَلَيْهِنَّ  يالَّذِ  مِثْلُ  وَلََنَُّ  إِصْلَحًا أرَاَدُوا إِنْ  ذَلِكَ  فِ  برَِد ىِنَّ 
  (٢٢٢) حَكِيمٌ  عَزيِزٌ  وَاللَّوُ  دَرَجَةٌ  عَلَيْهِنَّ  وَللِر جَالِ 

 
Artinya: wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri 

(menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka 

Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah SWT. dalam 

rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah SWT. dan 

hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya 

dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) 

menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak 

yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang 

ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu 

tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah SWT. 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
70

 

 

e. Perempuan yang telah digauli suaminya, tidak dalam keadaan 

hamil dan sudah terhenti masa haidnya, maka „īddahnya adalah 

tiga bulan.
71

  

Hal ini berdasarkan Al-Qur‘an Surat At-Thalaq (65) ayat 1: 

تِِِنَّ  فَطلَ قُوىُنَّ  الن سَاءَ  طلََّقْتُمُ  إِذَا النَّبُِّ  أيَ ُّهَا ياَ ةَ  وَأَحْصُوا لِعِدَّ  وَات َّقُوا الْعِدَّ
 بِفَاحِشَةٍ  يأَْتِيَْ  أَنْ  إِلا يََْرجُْنَ  وَلا بُ يُوتِِِنَّ  مِنْ  تُُْرجُِوىُنَّ  لا ربََّكُمْ  اللَّوَ 

                                                             
69

 Zakaria Al-Anṣari, 103 
70

 Al-Qur‘an Dan Terjemahnya, 55 
71

 Zakaria Al-Anṣari, 103 
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 تَدْريِ لا نَ فْسَوُ  ظلََمَ  فَ قَدْ  اللَّوِ  حُدُودَ  يَ تَ عَدَّ  وَمَنْ  اللَّوِ  حُدُودُ  وَتلِْكَ  مُبَ ي  نَةٍ 
  أمَْراً ذَلِكَ  بَ عْدَ  يَُْدِثُ  اللَّوَ  لَعَلَّ 

 
Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu 

Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu 

mereka dapat (menghadapi) „īddahnya (yang wajar) dan 

hitunglah waktu „īddah itu serta bertakwalah kepada 

Allah SWT. Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka 

dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke 

luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang 

terang. Itulah hukum-hukum Allah SWT., Maka 

Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya 

sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah SWT. 

Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru
72

. 

 

5. Hak-hak istri dalam masa „īddah 

Istri yang telah dicerai oleh suaminya masih memiliki hak-hak 

tertentu selama masa „īddahnya. Oleh karena itu, perempuan dalam 

masa ini masih dilarang melangsungkan perkawinan.  

Sedangkan bentuk hak-hak tersebut berlainan (bermacam-

macam) sesuai dengan keadaan si istri tersebut saat ditalak oleh 

suaminya.  

Bentuk-bentuk tersebut bisa dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

a. Istri yang ditalak raj‟iy, ia memiliki hak penuh seperti sebelum 

ia ditalak baik itu perbelanjaan, pakaian dan juga tempat 

tinggal.
73

 

b. Istri yang ditalak bain, baik sughro maupun kubro, dan dia 

dalam keadaan hamil, maka ia berhak atas nafkah dan tempat 

                                                             
72

 Al-Qur‘an Dan Terjemahnya, 944 
73

 Amir Syarifuddin, 322 
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tinggal.
74

 Hal ini berdasarkan Al-Qur‘an Surat At-Thalaq (65) 

ayat 6: 

 لتُِضَي  قُوا تُضَارُّوىُنَّ  وَلا وُجْدكُِمْ  مِنْ  سَكَنْتُمْ  حَيْثُ  مِنْ  أَسْكِنُوىُنَّ 
 فإَِنْ  حَْْلَهُنَّ  يَضَعْنَ  حَتَّّ  عَلَيْهِنَّ  فَأنَْفِقُوا حَْْلٍ  أوُلاتِ  كُنَّ  وَإِنْ  عَلَيْهِنَّ 
 تَ عَاسَرْتُْ  وَإِنْ  بِعَْرُوفٍ  بَ يْ نَكُمْ  وَأْتََرُِوا أُجُورَىُنَّ  فَآتُوىُنَّ  لَكُمْ  أرَْضَعْنَ 

  أُخْرَى لوَُ  فَسَتُ رْضِعُ 
 

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan 

janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 

menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-

isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka 

berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka 

bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-

anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka 

upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu 

(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui 

kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan 

(anak itu) untuknya
75

. 

 

c. Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal jika si 

istri ulama sepakat ia berhak atas nafkah dan rumah tinggal. 

Sedangkan jika si istri tidak dalam keadaan hamil menurut 

sebagian ulama diantaranya Asy-Syafi‘i dan Mālik  ia berhak 

atas tempat tinggal. Pendapat lain menyatakan ia berhak atas 

nafkah dan tempat tinggal. Sedangkan menurut pendapat lain 

diantaranya Imam Ahmad menyatakan bahwa istri tersebut 
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 Ibnu Rusyd,  511 
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 Al-Qur‘an Dan Terjemahnya, 946 
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tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal karena Allah 

SWT. hanya menentukan untuknya warisan berupa harta.
76

 

6. Al-Ihdad (Masa Berkabung) 

Ihdah adalah kelanjutan pembahasan dari „īddah. Secara etimologi 

ihdad adalah menahan atau menjauhi. Sedangkan dalam istilah fikih, 

ihdad adalah menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya 

selama menjalani masa „īddah. 

Ada beberapa hal yang harus dijauhi oleh mantan istri pada masa 

ihdad ini, yaitu: 

a. Memakai wangi-wangian kecuali hanya untuk menghilangkan bau 

badan. 

b. Menggunakan perhiasan kecuali pada batas yang perlukan. 

c. Menghias diri baik badan atau pun pakaian yang berwarna. 

d. Bermalam diluar rumah tempat tinggalnya.
77

 

 

I.  Macam Macam Bentuk Perceraian Bila Dilihat Dari Subjek Hukum Di 

Pengadilan Agama 

Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang dibolehkan 

dalam ajaran agama Islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk 

mewujudkan kerukunan, kedamaian, kebahagiaan, namun harapan dalam 

tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi 
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adalah perceraian. Perceraian diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989 (selanjutnya disebut UUPA) dan pasal 115 KHI. 78 

Macam Macam Bentuk perceraian bila dilihat dari subjek hukum 

atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian dapat dibagi dalam dua 

aspek yaitu  

1. Cerai talak (suami yang bermohon untuk cerai) 

Apabila suami yang mengajukan permohonan kepengadilan untuk 

menceraikan istrinya, kemudian sang istri menyetujui disebut cerai talak. hal 

ini diatur dalam pasal 66 UUPA : 

a. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya 

mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang 

guna menyaksikan ikrar talak. 

b. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan 

kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman 

termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat 

kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. 

c. Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negri, permohonan 

diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat 

kediaman pemohon. 

d. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negri, 

maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya 

meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada 

pengadilan agama Jakarta pusat. 

e. Permohonan soal penguasa anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta 

bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan 

cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.79
  

                                                             
78 Sarwono, Hukum Acara perdata Teori dan Praktik, 176. 
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Sesudah permohonan cerai talak diajukan kepengadilan agama, 

pengadilan agama melakukan pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang 

menjadi dasar diajukannya permohonan tersebut, sebagai mana tersebut 

dalam Pasal 68. 

a. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majlis hakim 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat 

permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan. 

b. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.80
  

Pasal 131 KHI. 

a) Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan 

dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh 

hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan 

tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan 

talak. 

b) Setelah pengadilan agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak 

dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang 

bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, 

pengadilan agama menjatuhkan keputusanya tentang izin bagi suami 

untuk mengikrarkan talak. 

c) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami 

mengikrarkan talaknya didepan sidang pengadilan agama, disaksikan 

oleh istri atau kuasanya. 

d) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalm tempo 6 (enam) bulan 

terhitung sejak putusan pengadilan agama tentang izin ikrar talak  

baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami 

untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh. 

                                                                                                                                                                       
79

 Direktorat jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Himpunan Peraturan 

Perundang-undangan Badan Peradilan Agama. (Jakarta : Departemen agama RI, 2004). 22-23 
80

 Direktorat jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam . 23 
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e) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, pengadilan agama membuat 

penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan 

bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat 

ikrar talak dikirimkan kepada Pengawai Pencatat Nikah yang 

mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai 

kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan 

helai keempat disimpan oleh pengadilan agama.81
  

 

2. Cerai gugat (istri yang bermohon untuk cerai) 

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat 

permohonan yang diajukan oleh istri kepengadilan agama, yang kemudian 

termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan 

permohonan dimaksud. Oleh karena itu khulu‘ termasuk cerai gugat. Khulu‟ 

adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan 

tebusan atau uang iwad kepada dan atas persetujuan suaminya. Sebagaimana 

disebutkan dalam : Pasal 73 UUPA, UU NO 1 1974. 

a. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan 

yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali 

apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman 

bersama tanpa izin tergugat. 

b. Dalam hal penggugat bertempat kediaman diluar negri, gugatan 

perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi 

tempat kediaman tergugat. 

c. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman diluar negri maka 

gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi 

                                                             
81

 Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia . ( Jakarta : Akademika, 2005) . 

143-144. 
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perkawinan mereka dilangsungkan atau kepengadilan agama Jakarta 

pusat.82 

Mengenai alasan perceraian dan alat bukti untuk mengajukan gugatan : 

a. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak 

mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, 

sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan keputusan 

pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai 

keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap (Pasal 74 UUPA). Akan tetapi jika gugatan 

diajukan atas alasan tersebut ternyata putusan pidananya belum memiliki 

kekuatan hukum tetap maka dikatakan masih terlampau ―premature‖ 

artinya belum saatnya alasan tersebut dapat diajukan sebagai dasar gugat 

perceraian. Penggugat harus sabar menunggu sampai putusan pidana 

mempunyai hukum tetap, gugatan dinyatakan tidak diterima. 

b. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat 

mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat 

menjalankan kewajiban sebagai suami, maka hakim dapat 

memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kedokter (Pasal 75 

UUPA).83  

Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat 

persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari 

keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim. (Pasal 76 

ayat (2) UUPA ).84 

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggungat atau 

tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, 

pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu 
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 Direktorat jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam . 25 
83

 Yahya Harahap. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No 7 

Tahun 1989. ( Jakarta : Sinar Grafika, 2003 ) . 240-241. 
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 Direktorat jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam . 25. 
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rumah, Menurut pasal 77 UUPA menyebutkan bahwa tata cara pemberian izin 

dapat atas permohonan istri atau pertimbangan pengadilan sendiri.85  

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, 

pengadilan dapat : 

a. Menerima nafkah yang ditanggung suami. 

b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan 

anak. 

c. Menemukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang 

yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak 

suami atau barang-barang yang menjadi hak istri Pasal (78 UUPA).86  

Gugatan tersebut gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya 

putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian itu. Namun, bila terjadi 

perdamaian, tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan 

yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai. Upaya 

perdamaian dimaksudkan memungkinkan terjadi, mengingat ia tidak dibatasi pada 

sebelum pemeriksaan perkara, namun dapat diupayakan setiap kali sidang. Lain 

halnya bila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan 

dalam sidang tertutup.87 

 Mengenai pelaksanaan sidang pemeriksaan gugatan penggugat dimulai 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan 

perceraian didaftarkan dikepaniteraan (pasal 80 ayat (1) UUPA). untuk 

menghindarkan ketidak hadiran pihak-pihak yang berperkara baik penggugat 

maupun tergugat yang dijelaskan dalam Pasal 82 UUPA yang merupakan 

penegasan pasal 29 ayat (2) dan (3) PP No 9 Tahun 1975 sebagai berikut : 

a) Dalam penetapan waktu sidang gugatan perceraian, perlu diperhatikan 

tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh 

penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka. 

b) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti ini dalam keadaan seperti 

dalam Pasal 20 ayat (3), sidang pemeriksaan gugatan perceraian diterapkan 
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sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan 

perceraian pada kepaniteraan agama.88  

Kalau sidang pemeriksaan perceraian dilakukan secara tertutup, putusan 

pengadilan mengenai gugatan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 

Perceraian dianggap terjadi, beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak 

putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, 

kehadiran pihak-pihak yang berperkara atau wakil/kuasanya menjadi faktor 

penting demi kelancaran pemeriksaan perkara dipersidangan (pasal 142 KHI). 

Sesudah perkara perceraian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum, maka 

salinan keputusan dikirim kepada pihak-pihak yang terkait (pasal 147 ayat (1) 

KHI).89
  

Selain salinan putusan dikirim kepada suami istri tersebut dijelaskan dalam 

pasal 84 UUPA, UU NO 1 1974. 

a. Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa 

bermaterai kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat 

kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian 

dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu. 

b. Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah 

pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai 

salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada 

pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai 

pencatat nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan. 

c. Apabila perkawinan dilangsungkan diluar negri, maka satu helai salinan 

putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada 

pegawai pencatat nikah ditempat didaftarkannya perkawinan mereka di 

Indonesia. 
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d. Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada 

para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang 

memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.  

Apabila terjadi kelalaian pengiriman salinan keputusan sebagaimana yang 

dimaksud dalam pasal 84 menjadi tanggung jawab panitera yang bersangkutan 

atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan 

kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya. Oleh karena itu, amat penting 

pengiriman salinan putusan dimaksud. Sebab, akan mendatangkan kerugian dari 

bebagai pihak yang membutuhkannya.90  

Pencatatan dan pengawasan talak amat penting untuk kedudukan hukum 

seseorang disamping pencatatan kelahiran, kematian serta pencatatan-pencatatan 

lainnya.91 

 Adapun pada BAB IV bagian kedua, paragraph 4 terdapat pada pasal 87 

dan 88 UUPA mengatur tata cara pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan 

zina. Tata cara diatur dalam paragraph ini meliputi perkara cerai talak maupun 

cerai gugat dan difokuskan pada tata cara pembuktian dalil zina dalam 

pemeriksaan sidang pengadilan. Upaya pembuktian yang bagaimana dan cara 

bagaimana menerapkan pembuktian tersebut oleh para pihak :92
  

Pasal 87 UUPA, UU NO 1 1974. 

a. Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan alasan atau gugatan cerai 

diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon 

atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau 

tergugat menyanggah alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa 

permohonan atas gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya 

peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau 

penggugat ataupun termohon atau tergugat, maka hakim karena jabatanya 

dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah. 
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b. Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan 

sanggahannya dengan cara yang sama.93
  

Perceraian berdasarkan zina tersebut merupakan penjelasan yang 

didasarkan peraturan perundang-undangan. Apabila diperhatikan Al-Qur‘an, 

dijelaskan bahwa seorang yang menuduh perempuan lain yang baik-baik berbuat 

zina kemudian dia tidak mendatangkan empat orang saksi maka dia diancam 

hukum had sebanyak 80 kali cambuk, hal ini didasarkan surat An-Nur ayat 4:  

وَالَّذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثَُُّ لَْ يأَْتُوا بأَِرْبَ عَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوىُمْ ثََاَنِيَْ جَلْدَةً وَلا 

 تَ قْبَ لُوا لََمُْ شَهَادَةً أبََدًا وَأوُلئَِكَ ىُمُ الْفَاسِقُونَ 
Artinnya :“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik 

(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah 

mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima 

kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik‖. 

(QS. An-Nur : 4)94
  

      Ketentuan yang terkandung dalam surat An-Nur mengandung asas in 

flagrante Delicto, keterbuktian suatu perbuatan zina yang dituduhkan kepada 

seseorang, pembuktiannya berupa alat bukti saksi. Supaya kesaksian tersebut 

mempunyai nilai kekuatan pembuktian, para saksi yang bersangkutan harus benar-

benar menyaksikan peristiwa zina yang dilakukan oleh orang yang didakwa 

berada dalam keadaan ―tertangkap basah‖ sedang berhubungan kelamin secara 

fisik dan biologis.95
  

Apabila ayat tersebut dianalisis, dapat diketahui bahwa sanksi hukum bagi 

orang yang menuduh zina tanpa disertai saksi sangat tipis perbedaanya dengan 

pelaku zina itu bila terbukti berbuat zina yang disaksikan oleh empat orang saksi. 

Namun apabila tuduhan itu dilakukan terhadap istri sendiri, walaupun istri juga 

tergolong dalam pengertian al-muhsanat pada ayat tersebut, dan tidak dapat 

menghadirkan empat orang saksi, maka ancaman hukumannya tidak  berupa 

                                                             
93

 Direktorat jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam . 28-29 
94

 Zainuddin Ali . 80 
95

 Yahya Harahap . 290 
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hukuman dera, melainkan talak ba‘in kubra yang antara keduanya tidak boleh 

menikah lagi untuk selama-lamanya. Pembuktianya adalah mengucapkan sumpah 

empat kali, dan kelima ikrar yang menyatakan kesediaanya untuk menerima 

laknat Allah, apabila tuduhannya itu bohong. Demikian juga pihak istri, diberikan 

kesempatan untuk menyanggah tuduhan suaminya itu dengan mengucapkan 

empat kali sumpah dan kelimanya menerima laknat Allah apabila tuduhan 

suaminya benar. Cara inilah yang disebut dengan li‟an (mula‟anah). Sanksi 

hukuman yang lain adalah hukuman moral kepribadianya, yaitu persaksianya 

tidak diterima untuk selama-lamanya. Sebab ia termasuk orang fasik, bila ia tidak 

membuktikan tuduhanya.96
  

 

J. Tata Cara Perceraian Dan Proses Persidangan Di Pengdilan Agama 

 
1.   Pendaftaran perkara dan pemanggilan para pihak 

 
Berdasarkan ketentuan HIR dan Rbg, pengajuan perkara dilakukan secara 

tertulis dan dapat pula dilakukan secara lisan bagi yang tidak bisa baca   tulis   

atau   bagi   orang   yang   tidak   memiliki   keahlian   untuk membuatnya secara 

tertulis. 

Surat permohonan atau gugatan yang telah dibuat dan ditandatangani 

diajukan  ke  kepaniteraan  Pengadilan  Agama,  penggugat/pemohon menuju ke 

meja I yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan dalam 

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
97

 

 

2.   Pemeriksaan Perkara 

 
1)  Pembukaan Sidang 

 
Pada sidang pertama yang ditetapkan melalui penetapan hari 

sidang, meskipun para pihak sudah dipanggil ada kemungkinan 

                                                             
96

 Zainuddin Ali . 80-87 
97 Sarwono, Hukum Acara perdata Teori dan Praktik, 176. 
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pihaktidak  hadir  dalam  persidangan,  ketidakhadiran  pihak  

menentukan keadaan pemeriksaan yang dilakukan. 

2)  Penanyaan identitas para pihak 

 
Setelah sidang dinyatakan terbuka, untuk menghindari error in 

persona (keliru mengenai orang) maka hal pertama yang dilakukan majelis 

hakim adalah menanyakan identitas pihak-pihak, dimulai dari penggugat 

dan selanjutnya tergugatmeliputi nama, bin/ti, alias/julukan/gelar/,   umur,   

agama,   pekerjaan,   dan   tempat   tinggal terakhir.
98

 

Penanyaan identitas bersifat formal, meskipun majelis hakim sudah   

mengenali   pihak-pihak   tetap   harus   dilakukan,   penanyaan identitas 

bersifat kebijaksanaan umum dalam persidangan yang dilakukan oleh ketua 

majelis yang bertanggung jawab mengenai arah pemeriksaan. Selain itu 

majelis juga menanyakan apakah para pihak ada/tidak memiliki hubungan 

darah atau hubungan semenda dengan para hakim dan panitera yang 

menyidangkan perkara, untuk mengantisipasi adanya kewajiban hakim 

mengundurkan diri dalam memeriksa perkara, atau justeru ada pihak yang 

menyatakan menolak hakim mengadili perkara karena alasan tersebut 

(wraking).
99

 

3) Anjuran Damai 

Pada sidang pertama jika kedua belah pihak hadir maka pengadilan   

berusaha  mendamaikan   mereka,  jika  berhasil  perkara diakhiri dengan 

perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian yang kekuatan 

                                                             
98 Dokumen Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo. 

99 Wawancara hakim PA Kraksaan. 
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hukumnya sama dengan putusan, tetapi tidak dapat dibanding  atau  

diajukan  lagi.  Akta  perdamaian  hanya  dapat  dibuat dalam     perkara     

mengenai     sengketa     kebendaan     saja     yangmemungkinkan   untuk   

dieksekusi.
100   

Dalam   sengketa   perceraian,anjuran damai menjadi satu asas 

hukum acara Peradilan Agama yang menjadi kewajiban pemeriksaan.
101

 

Upaya  mendamaikan  menjadi  kewajiban  hukum  bagi  hakim yang 

bersifat imperatif terutama dalam sengketa perceraian atas alasan 

perselisihan dan pertengkaran. Upaya yang ditempuh oleh hakim harus 

merupakan usaha yang nyata dan optimal bahkan jika tidak berhasil 

pada sidang pertama dapat terus diupayakan selama perkara belum diputus,  

dan  dalam  dalam  proses  tersebut,  hakim  dapat  meminta bantuan 

kepada orang atau badan hukum lain yang ditunjuk, seperti mediator.
102 

Berbeda dengan kasus perceraian dengan alasan lain semisal alasan 

zina, cacat badan atau jiwa yang berakibat tidak dapat melaksanakan 

kewajiban atau perkara lainnya diluar perceraian, upaya  mendamaikan 

bukan merupakan kewajiban. 

Bahkan menurut Yahya Harahap, putusan perkara perceraian atas 

perselisihan dan pertengkaran yang belum memenuhi usaha mendamaikan 

secara optimal dapat dibatalkan demi hukum, karena dianggap   belum   

memenuhi   tata   tertib   beracara   dan   untuk   itu, pengadilan  banding  

                                                             
100 Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama, 19. 

101 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada,2006), 99. 
102 Perma RI Nomor. 1 th.2008, tentang prosedur mediasi di pengadilan. 
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atau  kasasi  harus  memerintahkan  pemeriksaan ulang melalui putusan 

sela untuk mengupayakan damai secara optimal. 

4) Pembacaan Gugatan 

 
Setelah gugatan dibacakan, sebelum tahap jawaban tergugat, 

penggugat berkesempatan untuk menyatakan sikap sehubungan dengan 

gugatannya.
103 

Terdapat kemungkinan sikap penggugat: 

a. Mencabut gugatan 
 

Menurut sistem HIR atau R.Bg tidak ada pengaturan tentang 

pencabutan  gugatan,  akan  tetapi  karena  majelis  hakim  berperan aktif, 

majelis hakim dapat menyarankan kepada penggugat untuk tidak  

meneruskan  perkara  yang  bersangkutan  dan  diupayakan diselesaikan 

saja diluar sidang pengadilan.
104

 

 
b. Mengubah gugatan 

 

Pengertian mengubah surat gugatan yang dibolehkan adalah jika 

tuntutan yang dimohonkan pengubahan itu tetap berdasarkan hubungan 

hukum yang menjadi dasar tuntutan semula. Jadi, pengubahan yang 

dimaksud tidak mengubah kejadian materiil yang menjadi dasar 

gugatan.
105 

c. Pengurangan gugatan. 

                                                             
103 Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama, 23. 
104 Abdul kadir Muhammad,  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia,  (Bandung:  PT Citra 

Aditya Bakti, 2012), 68. 
105 Ibid, 64. 
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Pengurangan gugatan senantiasa akan diperkenankan oleh hakim. 

Misalnya, semula digugat untuk menyerahkan 4 bidang sawah, kemudian 

penggugat merasa keliru, bahwa sesungguhnya sawah yang dikuasai 

tergugat itu bukan 4 bidang, akan tetapi hanya dua bidang saja, maka 

diperkenankan untuk mengurangi gugat.
106

 

5) Jawaban tergugat 

 
Didalam HIR tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat 

untuk menjawab gugatan penggugat. Pasal 121 ayat 2 HIR (pasal 145 

ayat 2 Rbg) hanya menentukan bahwa tergugat dapat menjawab, baik 

secara   tertulis   maupun   lisan.
  

Apabila   pada  sidang   pengadilan 

ternyata tidak dapat dicapai suatu perdamaian antara Penggugat dan 

Tergugat, maka Tergugat memberikan jawabannya lewat hakim. Jawaban 

Tergugat dapat berbentuk menolak gugatan, membenarkan gugatan, atau 

referte dan membenarkan diri Tergugat sendiri sudah barang tentu alasan 

penolakan tersebut harus didukung oleh alasan- alasan yang kuat, artinya 

berdasarkan peristiwa dan hubungan hukumnya.
107

 Biasanya isi jawaban 

itu terbagi tiga, yaitu: 

a. Jawaban dalam eksepsi 

Jawaban dalam eksepsi adalah suatu tangkisan bahwa syarat-

syarat prosessuil gugatan tidak benar, atau eksepsi berdasarkan ketentuan 

materiil (dilatoir dan eksepsi paremptoir), sehingga gugatan harus 

                                                             
106 Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 

54. 
107 Sudikno  Mertokusumo,  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia, (Yogyakarta:  Cahaya  Atma 

Pustaka, 2013), 126. 
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dinyatakan tidak dapat diterima (NO = Niet onvankelijk verklaard). 

Dasar-dasar eksepsi diantaranya: 

a) Gugatan  diajukan  kepada  Pengadilan  yang  tidak berwenang. 

b) Gugatan salah alamat. 

c) Gugatan  tak  berkualitas  Penggugat  (Penggugat  tak mempunyai 

hubungan hukum). 

d) Tergugat tidak lengkap. 

e) Penggugat telah memberi penundaan pembayaran (eksepsi 

dilatoir). 

b. Jawaban dalam pokok perkara 

Jawaban dalam pokok perkara merupakan bantahan terhadap dalil- 

dalil/fundamentum pretendi yang diajukan Penggugat. 

c. Permohonan 

Rekonvensi adalah gugatan balik dari tergugat sehubungan 

dengan jawabannya terhadap gugatan terhadapnya. Dengan adanya 

rekonvensi,  maka  penggugat  konvensi  (asal)  sekaligus berkedudukan 

sebagai tergugat rekonvensi.
108

 

6) Replik Penggugat 

Setelah tergugat memberikan jawabannya, selanjutnya 

kesempatan beralih kepada penggugat untuk memberikan replik yang 

menanggapi jawaban tergugat sesuai dengan pendapatnya. Penggugat 

mungkin mempertahankan gugatan dan menambah keterangan untuk 

                                                             
108 Dokumentasi Berkas Putusan PA Kraksaan Proboinggo 
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memperjelas dalil-dalilnya atau mengubah sikap dengan membenarkan 

jawaban/bantahan tergugat.
109

 

7) Duplik Tergugat 

Setelah  replik  penggugat,  maka  bagi  tergugat  dapat 

membalasnya dengan mengajukan duplik yang kemungkinan sikapnya 

sama seperti replik penggugat. Replik dan duplik (jawab-menjawab) 

dapat terus diulangi sampai didapat titik temu atau dianggap cukup 

oleh hakim.
110

 

8) Pembuktian 

Pembuktian  adalah  suatu  proses  pengungkapan  fakta-fakta 

yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. 

Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu dapat berupa perbuatan, kejadian,  

atau  keadaan  tertentu  seperti  yang  diatur  oleh  hukum. Peristiwa 

hukum yang sudah terjadi tersebut menimbulkan suatu konsekuensi 

yuridis, yaitu suatu hubungan hukum yang menjadi dasar adanya hak 

dan kewajiban pihak-pihak.
111 

Pembuktian dalam proses perdata adalah upaya yang dilakukan 

para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka atau untuk 

memberi kepastian tentang benar terjadinya peristiwa hukum tertentu, 

                                                             
109 Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 25. 
110 Ibid, 26. 

111 Abdul Kadir Muhammad,  Hukum Acara Perdata Indonesia,  (Bandung:  PT Citra 

Aditya Bakti, 2012), 125. 
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dengan  menggunakan  alat  bukti  yang  ditentukan  hukum,  sehingga 

dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan oleh pengadilan.
112

 

9) Kesimpulan Para Pihak 

Setelah  tahap  pembuktian  berakhir  sebelum  dibacakan 

keputusan,   para   pihak   diberikan   kesempatan   untuk   memberikan 

pendapat akhir yang merupakan kesimpulan mereka terhadap hasil 

pemeriksaan selama persidangan. Konklusi sifatnya membantu Majelis 

Hakim, pihak yang sudah biasa berperkara biasanya selalu membuat 

catatan-catatan penting mengenai persidangan dan catatan itulah biasanya  

yang  diajukan  sebagai  konklusi,  mengingat  hakim  adalah juga 

manusia biasa yang kemampuan ingatannya juga terbatas, disamping 

mungkin ada pergantian majelis hakim dalam persidangan. Dalam 

perkara-perkara yang sederhana dan jika memang tidak diperlukan 

konklusi para pihak dapat ditiadakan.
113

 

10)  Musyawarah majelis hakim 

Musyawarah majelis hakim merupakan perundingan yang 

dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang 

diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan di 

pengadilan  Agama  yang  berwenang. 
51  

Musyawarah  majelis  hakim 

dilakukan secara rahasia, tertutup untuk umum. Semua pihak maupun 

                                                             
112 Achmad  Ali  dan  Wiwie  Heryani,  Asas-Asas  Hukum  Pembuktian   Perdata,  

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012), 21. 
113 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada, 2006), 138. 
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hadirin  disuruh  meninggalkan  ruangan  sidang.  Dikatakan  rahasia 

artinya,  baik  dikala  musyawarah  maupun  sesudahnya,  kapan  dan 

dimana saja hasil musyawarah majelis tersebut tidak boleh dibocorkan 

sampai ia diucapkan dalam keputusan yang terbuka untuk umum. 

11)  Pembacaan putusan hakim 

Pengucapan keputusan dilakukan selalu dalam sidang terbuka 

untuk umum sekalipun mungkin dahulunya, karena alasan tertentu 

sidang-sidang  dilakukan  tertutup  dan  pengucapan  keputusan  hanya 

boleh dilakukan minimal setelah keputusan selesai terkonsep rapi yang 

sudah ditandatangani oleh hakim dan panitera sidang.
114

 

 

K. Sejarah Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Sebagaimana telah diulas di atas, setelah keluarnya surat edaran Kepala 

Biro Peradilan Agama No. B/1/737 tahun 1958 tentang pelaksanaan peraturan 

pemerintah No. 45 tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syari‘ah di luar Jawa-Madura, Hukum Islam 

yang diterapkan di Pengadilan Agama masih simpang siur. Hal ini terlihat 

dari hukum materil yang bersumber dari 13 kitab.
115

 seringkali pendapat satu 

                                                             
114  Dokumen Pengadilan Agama Krksaan 

115
 Dalam huruf B Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama diatas dijelaskan 

sebagai berikut: ―untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan 

perkara, maka para Hakim Peradilan Agama/Mahkamah Syar‘iyah dianjurkan agar 

menggunakan sebagai pedoman kitab-kitab tersebut dibawah ini: 1) Al-Bajuri; 2) Fathul 

Mu‟in; 3) Syarqowi „Ala Tahrir; 4) Qalyubi atau Mahali; 5) Fathul Wahab dengan 

Syarahnya; 6) Tuhfah; 7) Targhibul Musyitaq; 8) Qowanin Syar‟iyah li Sayyid bin 

Yahya; 9) Qowanin Syar‟iyah li Sayyid Shadaqoh Dahlan; 10) Syamsuri fil Fara‟idl; 11) 

Bughyatul Musytarsyidin; 12) Al-Fiqhu „Ala Madzahibil Arba‟ah; 13) Mughnil Muhtaj. 

Dengan menunjuk ke tiga belas buku ini maka langkah ke arah kepastian hukum semakin 
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kitab dengan kitab lainnya saling berbeda sehingga hakim pun dalam 

menangani kasus yang sama terkadang mempunya putusan yang berbeda 

tergantung kitab mana yang menjadi rujukannya. Hal ini tentunya sangat 

mengganggu asas hukum yang harusnya bersikap pasti dan adil kepada semua 

pihak. 

Sebenarnya, hal ini adalah langkah maju untuk menemukan kepastian 

hukum mengingat sebelumnya hukum materil yang digunakan di Pengadilan 

Agama teramat luas dan tidak terbatas sehingga perlu untuk dibatasi dengan 

ke-13 kitab tersebut. namun, tentu saja ini masih belum bisa memenuhi 

kebutuhan akan kepastian hukum yang telah lama diidam-idamkan. 

Baru kemudian muncul ide untuk membuat suatu kitab undang-undang 

yang bersifat kompilasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif sekaligus 

menyatukan semua doktrin hukum yang masih tersebar di dalam 13 kitab 

tersebut menjadi satu kitab yang disepaki bersama dan menjadi kitab undang-

undang hukum materil yang gunakan serentak diseluruh Pengadilan Agama 

di Indonesia. 

Ide ini muncul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina 

bidang teknis Yustisian Pengadilan Agama.
116

 Tugas pembinaan ini pada saat 

itu didasari oleh Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-

ketentuan pokok kekuasan kehakiman pasal 11 ayat 1 yang menyatakan 

bahwa organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan dilakukan oleh 

                                                                                                                                                                       
nyata. Tim Penyusun, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Badan Peradilan 

Agama Di Indonesia, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama, 

Tahun 1976, hlm 117  
116

 Basiq Djalil, 117 
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Departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknis Yustisial dilakukan 

oleh Mahkamah Agung. 

Dalam masa pembinaan tersebutlah diketahui bahwa adanya beberapa 

kelemahan, seperti Hukum Islam yang diterapkan dilingkungan Pengadilan 

Agama cenderung simpang siur. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan 

pendapat nyaris di setiap persoalan.
117

 

Atas latar belakang tersebut maka ditetapkan suatu tim yang bertugas 

untuk menyusun suatu buku kompilasi yang kelak akan diberi nama 

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penunjukan tersebut dapat dilihat dalam 

SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 

dan No. 25 tahun 1985 tanggal 25 maret 1985. 

Dalam SKB tersebut termuat nama-nama pejabat Mahkamah Agung 

dan Departemen Agama yang ditunjuk dengan jabatan masing-masing, 

jangka waktu, tatakerja dan biaya yang digunakan.
118

 

Sebagai pempinan umum, yang memimpin proyek ini adalah Prof. H. 

Bustanul Arifin, S.H., Ketua Muda Mahkamah Agung RI urusan lingkungan 

peradilan agama. Disamping ada pelaksana bidang kitab/yurisprudensi, 

bidang wawancara, dan bidang pengumpul dan pengolah data. 

Sedangkan jangka waktu yang pelaksanaan proyek ini, ditetapkan 

selama 2 tahun terhitung sejak ditetapkannya SKB. Mengenai tatakerja dan 

                                                             
117

 Basiq Djalil, 117 
118

 SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 
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jadwal waktu pelaksanaan telah terlampir dalam lampiran SKB tersebut. 

sedangkan mengenai dana dibebankan pada dana bantuan dari Presiden RI.
119

  

Kemudian pada tanggal 2-6 Februari tahun 1988 diadakan Lokakarya 

―Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi‖ di Hotel Kartika 

Candra, Jakarta sekaligus penandatanganan SKB Mentri Agama dan 

Mahkamah Agung.  

Dalam acara tersebut, naskah KHI yang telah dirampungkan oleh tim 

penyusun di bedah bersama guna mendengar komentar para alim ulama dan 

cendikiawan muslim. 

Pendapat berbeda muncul dari Anang Setio Budi dan kawan-kawan 

dalam jurnal ―International Journal Of Education And Research‖ yang 

mengatahan bahwa penyerahan naskah tersebut adalah pada tanggal 14 maret 

tahun 1988.
120

 

Kemudian sebagai bagian akhirnya, lahirlah Inpres No. 01 tahun 1991 

tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengintruksikan kepada Menteri 

Agama untuk menyebar luaskan Kompilasi Hukum Islam tersebut. Maka 

sebagai pelaksanaanya, lahirlah Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 

1991 tentang melaksanakan Inpres tersebut. 

 

 

 

                                                             
119

 Keppres No. 191/SOSRROKH/1985 (Bantuan Presiden RI) dan No. 

068/SOSRROKH/1985 
120

 Anang Setio Budi, et. al, ―The Existence Of Islamic Legal Compilation In 

Islamic Inheritance Law Context As Material Law On Religious Courts‖, International 

Journal Of Education And Research, Vol 1 (Desember, 2013) 3 
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L. Kedudukan KHI Dalam Peradilan Agama 

Sebagaimana telah dibahas di atas, di lingkungan Peradilan Agama 

terdapat Hukum Materil dan Hukum Acara. KHI merupakan salah satu dan 

terutama sebagai Hukum Materi dalam memberi putusan suatu perkara 

meskipun kedudukannya hanya setinggi Inpres. 

Meski pun, terdapat banyak teori mengenai tingkat Inpres tersebut. satu 

pendapat menyatakan bahwa Inpres itu merupakan bagian dari keputusan 

Presiden (KEPPRES). Pendapat lain menyatakan bahwa Inpres berada di 

bawah KEPPRES dan setingkat di atas keputusan menteri (KEPMEN). Ada 

pula yang berpendapat bahwa Inpres bisa memuat UU yang berarti Inpres 

setingkat dengan UU.
121

   

Belum lagi proses panjang pembentuka KHI ini tentu saja membuktikan 

akan urgen-nya KHI sebagai salah satu Hukum Materil dalam Peradilan 

Agama. 

Oleh sebab itu, hal-hal kecil dalam KHI harus benar-benar diperhatikan 

karena berpengaruh pada putusan hakim terhadap suatu perkara. 

 

M. Hukum Acara dan Hukum Materil yang Berlaku di Lingkungan 

Peradilan Agama 

Hukum Acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah 

Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang 

telah diatur secara khusus oleh undang-undang Peradilan Agama. Hal ini 

                                                             
121

 Maltuf Siraj, ―Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Perundang-

Undangan‖, KOMUNITAS, Vol II (Maret, 2004) 10 
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sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 54 UU No. 7/1989
122

. Oleh karena itu, 

Hukum Acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama masih belum 

ada unifikasi. Karena Hukum Acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan 

Umum masih tersebar dalam berbagai perundang-undangan. Sumber Hukum 

Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum diberlakukan juga untuk 

lingkungan Peradilan Agama sedangkan untuk hukum materinya adalah 

undang-undang dan KHI. Adapun rinciannya sebagai berikut:
123

 

1. HIR yang berlaku untuk daerah pulau Jawa dan Madura dan R.Bg yang 

berlaku untuk daerah luar pulau Jawa dan Madura. Seperti halnya hakim 

harus mengupayakan perdamaian dalam persidangan yang diatur dalam 

Pasal 130 HIR/154 R.Bg. 

2. Rv. (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) yang berlaku bagi 

golongan Eropa yang berperkara di Pengadilan Raad van Justitie yang 

sebenrnya sekarang sudah tidak berlaku. Namun, untuk mengisi 

kekosongan hukum, beberapa ketentuan dalam Rv. masih dipakai. 

Misalnya tentang boleh masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang 

ditemukan dalam Pasal 279 Rv. 

3. BW (Burgerlijk Wetboek) Buku IV tentang Pembuktian dan Kadaluwarsa. 

4. Peraturan Perundang-undangan: 

                                                             
122

 Pasal 54 UU No. 7/1989: 

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama 

adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan 

Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. 
123

 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan 

Agama (Jakarta: Kencana, 2012), 8 
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a. UU No. 20/1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. 

Sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 

199-205 R.Bg. 

b. UU No. 1/1973 tentang Perkawinan.
124

 

c. UU No. 14/1947 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 

kehakiman yang telah diubah dengan UU No. 35/1999 yang sekarang 

sudah dicabut oleh UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

d. UU No. 14/1985 Tentang Mahkamah Agung yang dirubaha 

dengan UU No. 5/2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14/1985 yang 

kemudian dirubah lagi dengan dengan  UU No. 3/2009 Tentang 

Perubahan Kedua Atas UU No. 14/1985. Dalam UU ini memuat 

tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi. 

e. Inpres No. 1/1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam 

(KHI).
125

 

f. UU No. 2/1986 Tentang Peradilan Umum, yang dirubah dengan UU 

No. 8/2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 2/1986 yang kemudian 

dirubah lagi dengan UU No. 49/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas 

UU No. 2/1986. 

g. UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9/1975 tentang 

Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan. 

                                                             
124

  Dokumentasi Pengadilan Agama Kraksaan 
125

  Dokumentasi Pengadilan Agama Kraksaan. 

http://lawfile.blogspot.com/2011/04/undang-undang-nomor-14-tahun-1985.html
http://lawfile.blogspot.com/2011/04/pada-saat-mulai-berlakunya-undang.html
http://lawfile.blogspot.com/2011/04/undang-undang-nomor-3-tahun-2009.html
http://lawfile.blogspot.com/2011/04/undang-undang-nomor-2-tahun-1986.html
http://lawfile.blogspot.com/2011/04/undang-undang-nomor-8-tahun-2004.html
http://lawfile.blogspot.com/2011/04/undang-undang-nomor-8-tahun-2004.html
http://lawfile.blogspot.com/2011/05/undang-undang-nomor-49-tahun-2009.html
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h. UU No. 7/1989 tentang Perdilan Agama yang diubah dengan UU No. 

3/2006 yang kemudian diubah lagi dengan UU No. 50/2009 tentang 

Perubahan Kedua atas UU No. 7/1989. 

i. Dan Undang-undang lain yang terkait. 

5. Yurisprudensi tentang Hukum Acara Perdata. Seperti contoh tidak 

diterimanya tuntutan mengenai nafkah anak yang belum lahir. Hal ini 

sebagaiman Putusan MA dengan No. 850 K/Sip/1975. 

6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Seperti halnya SEMA No. 10/2009 

tentang Peninjauan Kembali. 

7. Doktrin atau Ilmu Pengetahuan. Hal ini merupakan tempat hakim untuk 

menggali kaidah-kaidah Hukum Acara Perdata.
126

 

 

 

                                                             
126

 Abdul Manan, 10 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena 

dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menganalisis fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan.
105

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

karena mempunyai dua tujuan, yaitu : 1. Menggambarkan dan mengungkap, 

2. Menggambarkan dan menjelaskan”.
106

 

Dengan cara itulah diharapkan penelitian yang dilakukan dapat 

menggambarkan kondisi obyek secara obyektif serta mampu mengungkapnya 

ke permukaan dan mampu menjelaskan secara mendalam. Sedangkan jenis 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan “Field Research”, 

karena peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang 

fenomena dalam suatu keadaan yang alamiah
107

 dan di samping itu, sebuah 

penelitian kualitatif memang mempunyai hubungan yang erat dengan realitas 

sosial sebagai suatu fenomena. 

 

B. TAHAP-TAHAP PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa tahap-tahap pelaksanaan, 

diantaranya ialah : 

                                                 
105

 Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2013),  6 
106

 Nana Syaodih Sukmadia, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya,2010),  60 
107

 Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,  26 
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1. Tahap Pra-Lapangan (Persiapan) 

Dalam suatu kegiatan, persiapan merupakan salah satu unsur yang 

sangat penting. Begitu juga dalam kegiatan penelitian, persiapan 

merupakan unsur yang perlu dipersiapkan dengan baik, sebab dengan 

persiapan yang matang akan memperlancar jalan tujuan yang hendak 

dicapai. Maka dari itu, persiapan dalam pelaksanaan penelitian ini 

sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana 

Dalam penyusunan rencana penelitian, peneliti menetapkan 

beberapa hal, diantaranya ialah : 

1) Menyusun judul penelitian 

2) Menyusun masalah peenlitian 

3) Menetapkan tujuan penelitian 

4) Memilih obyek penelitian 

b. Izin melaksanakan penelitian  

Dengan surat pengantar dari derektur pascasarjana institut 

agama ialam negeri jember (IAINJ), peneliti memohon izin untuk 

mengadakan penelitian ditempat yang telah dipilih dan ditentukan 

sebelumnya oleh peneliti. Dengan demikian peneliti telah 

mendapatkan izin untuk melaksanakan penelitian di tempat tersebut. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Setelah perencanaan dianggap matang, maka tahap selanjutnya 

adalah pelaksanaan penelitian. Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan 
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data-data yang diperlukan dengan menggunakan beberapa metode, antara 

lain : 

a. Observasi 

b. Wawancara 

c. Dokumentasi  

 

3. Tahap Penyelesaian 

Setelah kegiatan penelitian selesai, maka peneliti akan menyusun 

langkah-langkah berikut, yaitu : 

a. Menyusun kerangka laporan hasil penelitian dengan menganalisis 

data yang telah diperoleh, yang kemudian dikonsultasikan kepada 

Dosen Pembimbing dengan harapan apabila ada hal-hal yang perlu 

di revisi akan segera dilakukan, sehingga nantinya memperoleh hasil 

yang optimal. 

b. Laporan yang sudah selesai kemudian akan dipertahankan di depan 

Dewan Penguji, kemudian hasil penelitian ini digandakan dan 

diberikan kepada pihak yang terkait. 

 

C. INSTRUMEN PENELITIAN 

Dalam penelitian ilmiah, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang 

lain merupakan alat pengumpul data utama. Hal itu disebabkan karena jika 

memanfaatkan alat yang bukan berupa manusia, maka tidak mungkin untuk 

mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di 

lapangan. Manusia sebagai instrumen dapat berhubungan langsung dengan 
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responden atau obyek lainnya, dan hanya manusia sebagai instrumen yang 

dapat menilai apakah kehadirannya menjadi faktor pengganggu, sehingga 

apabila terjadi hal yang demikian ia pasti dapat menyadarinya serta dapat 

mengatasinya.
108

 

 

D. SUMBER DATA 

Dalam setiap penelitian, sumber data merupakan komponen yang 

sangat penting, tanpa adaya sumber data, maka penelitian tidak akan berjalan.  

Sumber data dalam penelitian merupakan subyek dari mana data dapat 

diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan 

datanya, maka sumber data disebut responden, jika peneliti menggunaan 

teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, dan apabila 

peneliti menggunakan dokumentasi, maka maka dokumen atau catatanlah 

yang menjadi sumber datanya.
109

 

Sumber data di klasifikasikan ke dalam tiga bagian huruf p, yaitu 

person (manusia), place (tempat), dan  paper (simbol/ dokumen). Secara 

singkat yang dimaksud person adalah sumber data yang bisa memberikan 

data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis. Place 

adalah sumber data yang menyajikan berupa keadaan diam dan bergerak. 

Paper adalah sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, 

gambar, atau simbol.
110

  

                                                 
108

 Ibid,  9 
109

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rinea 

Cipta, 2013), 172 
110

 Ibid. 
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Dalam rangka penggalian data secara runut dan sistematis, penulis 

melakukan pengelompokan sumber data menjadi dua, yakni sumber data 

primer dan skunder.
111

 

a. Primer (utama) 

Yaitu data yang diambil dari sumber asli yang memuat suatu 

informasi. Artinya sumber data yang digunakan merupakan karya yang 

langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema 

penelitian
112

. Di antaranya adalah: 

1. Salinan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 

1724/Pdt.G/2015/PA.Krs, Nomor: 0967/Pdt./G/20014/PA.Krs, 

Nomor: 041/K.Kh/2012/PA.Krs yang terkait putusnya perkawinan 

pada pasal 115 Kopilasi Hukum Islam. 

2. Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada pasal 115 dan pasal-pasal 

yang memuat di bidang perkawinan dan perceraian, baik cerai talak 

maupun cerai gugat. 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di 

Indonesia. 

b. Sekunder (penunjang) 

Yaitu merupakan bahan-bahan penunjang yang menjelaskan sumber 

data primer yaitu seperti hasil penelitian, pendapat para pakar yang 

                                                 
111

 Tatang M. Amin, Menyusun Rencana Penelitian, ( Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1995), 135 
112

  Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91 
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mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah.
113

 Dalam hal 

ini adalah data penunjang atas data-data yang dimuat dalam data primer 

sepeti kitab-kitab fikih dengan perbedaan pendapat para ulama baik dari 

kitab klasik, serta kitab-kitab hukum kontemporer, dan perundang-

undangan yang berlaku yang antara lain penulis susun secara klasikal 

sebagai berikut: 

1. Kelompok Nash, yakni Al-Qur‟an dan al-Hadis 

2. Kelompok Kitab Turats atau sejenisnya, yaitu Fiqih Sunnah karangan 

Sayyid Sabiq, Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusyd, Fiqhul Islam 

wa Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili, Fath{ul Wahha>b karya 

Mushthofa adz-Dzahabi, Fiqhu al-Manhaji karya Musthofa al-Khin, 

Musthofa al-Bugho dan „Aly as-Syarbini. Lalu Kitab Tuhfatu at-

Tullabi karya Zakaria al-Anshari 

3. Karya para pakar di bidang keilmuan Hukum Perdata di indonesia, di 

antaranya Amir Syarifuddin dengan bukunya yang berjudul Hukum 

Perkawinan Islam di Indonesia. 2009. Jakarta: Kencana, kemudian 

Kedudukan, kewenangan, dan Acara Peradilan Agama. 2001. Jakarta: 

Sinar Grafika, kemudian karya M. Yahya Harahap, Aneka Masalah 

Hukum Perdata Islam di Indonesia. 2006. Jakarta: Kencana, 

selanjutnya karya Abdul Mannan 

                                                 
113

 Sumber data skunder adalah sumber data yang menguatkan sumber data primer 

meskipun tidak secara langsng terdapat kontak namun data-data yang dikonsumsi mampu 

memperjelas wacana agar semakin hidup. Lihat S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistic 

Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 1998), 26 
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4. Kelompok perundang-undangan, antara lain HIR (Het Herziene 

Indonesische Reglement) yang merupakan Hukum acara perdata yang 

berlaku untuk daerah pulau jawa dan RBg (Rechts reglement voor de 

Buitengewesten) yang merupakan Hukum Acara Perdata untuk daerah 

luar Pulau Jawa dan Madura, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 

tahun 1975. 

 

 

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar 

untuk memperoleh data yang diperlukan.
114

 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Secara rinci sebagaimana 

berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan suatu aktivitas yang sempit, yakni 

memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Di dalam pengertian 

psikologik, observasi meliputi kegiatan pemungutan perhatian terhadap 

suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra.  

Jadi dapat kita simpulkan bahwa mengobservasi dapat dilakukan 

melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.
115

 

Adapun data yang ingin diperoleh melalui metode observasi ini 

adalah : 

                                                 
114

 Mohal. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1998), 211 
115

 Ibid., 199 
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a. Untuk mengetahui secara langsung lokasi penelitian. 

b. Untuk mengetahui secara langsung proses beracara di Peradilan 

Agama Kraksaan Proboliggo 

2. Wawancara (interview) 

 

“Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari seseorang 

yang diwawancarai”.
116

  

Ditinjau dari pelaksanaannya, interview dibedakan atas tiga 

bagian, yaitu : 

a. Interview Bebas (inguided interview) 

Dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi 

juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan. 

 

b. Interview Terpimpin (guided interview) 

Interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan 

membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang 

dimaksud dalam interview terstruktur. 

c. Interview Bebas Terpimpin (kombinasi antara interview bebas dan 

interview terpimpin).
117

 Pewawancara membawa pedoman yang 

hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis interview bebas 

terpimpin, artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan apa saja dengan 

                                                 
116

 Ibid., 178 
117

 Ibid., 199 
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tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang diangkat. Jenis 

ini didasarkan pada responden yang telah dipilih karena sifat-sifat 

tertentu dimana mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang 

situasi dan informasi yang diperlukan. Adapun data yang ingin diperoleh 

melalui metode interview ini, antara lain : 

a. Pertimbangan Hakim Majlis terhadap implementasi pasal 115 

Kompilasi Hukum Islam di Pengadiln agama Kraksaan Probolinggo. 

b. Pendapat Hakim Majlis terhadap implikasi pasal 115 terhadap 

konsekwensi eorang perempuan yang telah di talak sebelum  

sebelum di sidang pengadilan agama Kraksaan  Probolinggo. 

c. Bagaimana upaya hakim untuk mencari solusi perempuan yang telah 

tertalak sebelum sebelum di sidang pengadilan agama Kraksaan 

Probolinggo. 

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi dapat diartikan sebagai metode penelitian 

untuk memperoleh keterangan-keterangan atau informasi dari benda-benda 

tertulis seperti buku-buku ataupun kitab klasik, majalah, dokumen, catatan 

harian.
118

 

Adapun data yang ingin diperoleh dari metode doumentasi, antara 

lain : 

a. Salinan Putusan Talak yang terkait pasal 115 di Pengadilan Agama 

Kraksaan dalam perkara perceraraianNomor:1724/Pdt.G/2013/PA.Krs  

                                                 
118

 Ibid., 201 
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Nomor:1724/Pdt.G/2015/PA.Krs,Nomor:0967/Pdt./G/20014/PA.Krs, 

Nomor: 041/K.Kh/2012/PA.Krs. 

b. Profil singkat Peradilan Agama Kraksaan Probolinggo 

c. Struktur Pegawai Peradilan Agama Kraksaan Probolinggo 

d. Pembahasan terkait dengan penceraian dalam tinjauan fikih (hukum 

islam) 

 

F. ANALISIS DATA 

Analisis data kualitatif merupakan upaya yag dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan 

pola, menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memustuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
119

 

Seiddel sebagaimana yang dikutip oleh Moleong mengemukakan 

analisis data kualitatif berjalan dengan tiga proses, diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode 

agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. 

2. Mengumpulkan, memilah-milih, menglasifikasikan, mensintesiskan, 

membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya. 

                                                 
119

 Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 248 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 

 

 

75 

 

3. Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, 

mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat 

temuan-temuan umum.
120

  

Selanjutnya data-data yang diperoleh dianalisis dengan model 

interaktif sebagaimana dikemukakan Miles dan Huberman, proses ini 

dilakukan selama proses penelitian ditempuh melalui serangkaian proses 

pengumpulan, eduksi, penyajian, verifikasi data. 
121

 Lihat hambar dibawah 

ini. 

Koreksi Data        Displai Data 

  Reuksi Data 

    Pemaparan Kesimpulan 

 

Langkah analisis data yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Mengorganisasikan data 

2. Memilah-milah data menjadi satuan data yang dapat dikelola oleh 

peneliti 

3. Mensintesiskan data 

4. Mencari dan menemukan pola 

5. Menemukan data yang penting dan mempelajarinya 

6. Memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

 

                                                 
120

  Ibid., 26 
121

 Miles B. Matthew Dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, terj,: Tjetjep Rohendi 

(Jakarta: Universitas Indonesia, 2001), 20  
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G. PENGECEKAN KEABSAHAN DATA 

Keabsahan data pada dasarnya merupakan bagian yang sangat penting 

dan tidak terpisahkan dari penelitian kualitatif.data yang telah berhasil digali, 

dikumpulkan, dan dicatat dalam kegiatan penelitian, harus diusahakan 

kemantapan dan kebenarannya.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara tringulasi yang 

merupaan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu.
122

 

Setidaknya ada tiga tringulasi yang digunakan, yaitu tringulasi dengan 

sumber, tringulasi dengan metode, tringulasi dengan teori. Dengan ulasan 

sebagai berikut :  

1. Tringulasi dengan Sumber  

Yaitu membandingkan dan mengecek kembali derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut dapat dicapai dengan 

jalan : 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakannya secara pribadi 

                                                 
122

 Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 330 
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c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerintahan. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan 

2. Tringulasi dengan Metode  

Tringulasi jenis ini dapat dilaksanakan dengan dua strategi, yaitu : 

a. Pengecekan derajat kepecayaan penemuan hasil penelitian beberapa 

teknik pengumpulan data 

b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan 

metode yang sama. 

3. Tringulasi dengan Teori 

Tringulasi jenis ini, jika analisis telah menguraikan pola, 

hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka 

penting sekali untuk mencari tema atau penjelasan pembanding atau 

penyaing.
123

 

 

                                                 
123
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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN ANALISIS 

 

A. PAPARAN DATA HASIL PENELITIAN 

Dalam Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, keadilan, kebenaran, 

ketertiban dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum 

merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana 

perikehidupan yang aman, tentram dan tertib.  

Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya 

lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna 

menegakkan hukum dan keadilan dengan baik. 

Salah satu lembaga untuk menegakkan hukum dalam mencapai 

keadilan, kebenaran, ketertiban dan kesepian hukum adalah badan-badan 

Peradilan sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

kekuasaan kehakiman. 

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan Peradilan di bawah 

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk 

menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

Kewenangan Pengadilan Agama dibagi menjadi dua, yaitu kewenangan 

(baca: kompetensi) relatif yang berkaitan dengan wilayah hukum. Yang kedua 

adalah kompetensi absolut yang meliputi bidang perkaranya,
1
 yakni bertugas 

                                                             
1
 Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 33 
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untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama 

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, asal usul anak, 

perwalian, pengangkatan anak, sengketa kewenangan mengadili, kewarisan, 

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, sebagaimana dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1989 yang menegaskan tentangnya. 

Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 menegaskan bahwa, kewenangan Peradilan 

Agama ditambah dengan Ekonomi Syari‘ah. Hal ini tentunya, setelah 

kewenangan Pengadilan Agama semakin berkembang, maka secara otomatis 

perkara-perkara yang dihadapi juga semakin banyak dan kompleks. 

Peradilan Agama memulai babak baru pada tanggal 28 Desember 1989  

yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang  

Peradilan Agama (sebelum adanya amandemen atas Undang-Undang tersebut) 

yang semula hanya merupakan Peradilan Semu (quasi of court) yang tidak bisa 

mengeksekusi putusan sendiri sebelum adanya fiat eksekusi dari Peradilan 

Umum.
2
  

Baru kemudian sejak tanggal 23 Maret 2004 dengan dikeluarkannya 

Keppres Nomor 21 Tahun 2004 tentang sistem organisasi, administrasi dan  

keuangan  Peradilan Agama yang semula di bawah Departemen Agama, lalu 

dialihkan di bawah komando Mahkamah Agung dan berada satu atap dengan 

lingkungan Peradilan lainnya. 

                                                             
2 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009), 157 
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Salah satu prinsip (azas) Peradilan adalah terwujudnya Peradilan yang 

sederhana, cepat dan biaya ringan, pada era globalisasi ini telah kita kenal pula 

prinsip pokok dalam sistem Peradilan adalah prinsip Peradilan yang terbuka 

(transparan) yang dengan keterbukaan tersebut lahirlah akuntanbilitas 

(pertanggungjawaban) 

Untuk terwujudnya prinsip Peradilan tersebut perlu adanya penataan 

managemen perkara (court management), sehingga diharapkan jumlah sisa 

perkara semakin mengecil. 

Merupakan hal yang tidak kalah pentingnya adalah keterbukaan 

(transparansi) yang merupakan kunci dari lahirnya akuntabilitas 

(pertanggungjawaban). Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya keterbukaan 

dan profesionalisme, hakim dan pegawai Pengadilan Agama akan lebih berhati-

hati dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
 3 

Sebuah lembaga peradilan baik Peradilan agama maupun Negeri 

sudah barang tentu memiliki kebijakan berikut visi dan misinya, secara garis 

besar dapat dipaparkan bahwa Kebijakan Umum Peradilan adalah untuk 

menunjang keterbukaan informasi yang luasnya kepada masyarakat pencari 

keadilan tentang segala sesuatu yang menyangkut Peradilan Agama 

Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan 

Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0017 atau 

Dj.A atau SK atau VII atau 2011 tanggal 07 Juli 2011 telah ditunjuk petugas 

meja informasi untuk melayani permohonan Informasi atau Pengaduan 

                                                             
3 Pengadilan Agama Kraksaan, Dokumen Profil Pengadilan Agama Kraksaan, (t.p., 

t.t., 2014), 13 
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Masyarakat sebagaimana Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kraksaan 

Nomor: W13 – A33 atau 137 atau HM.00 atau SK atau I atau 2011.
4
 

Adapun Visi dan Misinya sebagaimana yang diamanatkan pasal 4 ayat 

2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, yang telah diperbaharui Undang-

Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 57 

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa 

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Berdasar pada itulah maka Visi Pengadilan Agama Kraksaan sendiri 

mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu dengan diselenggarakannya 

Badan Hukum Peradilan diharapkan akan terwujudnya Badan Peradilan 

Indonesia yang agung. 

Mengenai Misi Pengadilan Agama Kraksaan dapat dijabarkan sebagai 

berikut yang antara lain yaitu, Pertama untuk Meningkatkan Profesionalisme 

Aparatur Peradilan Agama, Kedua untuk Mewujudkan Managemen Peradilan 

Agama yang modern,  Ketiga untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan 

Administrasi Perkara dan Administrasi Umum, dan untuk Meningkatkan 

Kredibilitas dan Transparansi dalam menyelenggarakan Proses Peradilan.
5
 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Ibid., 14 
5 Ibid. 
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1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo 

a. Profil Singkat Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo 

Pengadilan Agama Kraksaan dibentuk berdasarkan Staatsblad 

1882 Nomor 53 dengan nama Raad Agama  atau  Penghulu Landraad. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 

Dasar  1945 telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan 

diamandemen kembali hingga menjadi Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan dasar dan 

asas Peradilan sekaligus pedoman bagi  semua lingkungan Peradilan, 

yang salah satunya adalah Peradilan Agama. 

Pengadilan Agama Kraksaan merupakan Pengadilan tingkat 

pertama yang berkedudukan di Kabupaten Probolinggo, yakni 

Kecamatan Kraksaan yang kini menjadi Ibukota Kabupaten 

Probolinggo yang disahkan Negara melalui Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 02 tahun 2010 tertanggal 5 Januari 2010. Peradilan Agama 

Kraksaan tersebut dibangun di atas tanah milik Negara yang terletak di 

Kelurahan Kabupaten Probolinggo dengan alamat Jl. Mayjen Sutoyo 

No. 69 dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Secara geografis Kota Kraksaan berjarak 27 km ke arah timur 

Kabupaten Probolinggo. Pengembangan ekonomi, pendidikan, dan tata 

ruang mulai dilaksanakan dengan memindahkan hampir semua gedung 
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pemerintahan dari Kabupaten Probolinggo dan Kecamatan Dringu ke 

Kecamatan Kraksaan.
6
 

b. Struktur Pegawai Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo 

Adapun struktur Pengadilan Agama Kraksaan secara yustisial 

adalah sebagai berikut:
 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    : Garis Komando 

   : Garis Koordinasi 

                                                             
6  Ibid., 17 
7  Pengadilan Agama Kraksaan, Struktur Organisasi dan Tupoksi, Tahun 2016 
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c. Tugas pokok dan Fungsi 

Pada sub bab ini, oleh karena termuat begitu banyak, maka 

penulis hanya akan mencantumkan satuan tugas pokok dari jabatan 

pegawai sebagai Ketua Peradilan Agama, Hakim, dan Panitera. 

1. Ketua Pengadilan Agama Kraksaan, 

secara umum memiliki tugas sebagai berikut: 

a) Bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya 

Peradilan yang baik (sesuai dengan asas Peradilan ―sederhana, 

cepat dan biaya ringan‖ dan menjaga terpeliharanya citra dan 

wibawa Pengadilan Agama; 

b) Membuat kebijakan umum di bidang kepaniteraan dan 

Kesekretariatan; 

c) Membuat dan menyusun legal data tentang putusan-putusan 

perkara penting; 

d) Melakukan pengawasan intern bagi para Hakim, para pejabat 

kepaniteraan dan kesekretariatan serta pegawai Pengadilan 

Agama Kraksaan dan mengawasi secara rutin terhadap 

pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang 

diperlukan; 

e) Menunjuk hakim pengawas bidang yang meliputi bidang-

bidang administrasi perkara dan administrasi umum; 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

85 
 

f) Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaian 

kepada Pengadilan Tinggi Agama setiap akhir tahun bulan 

Desember; 

g) Menunjuk salah seorang Hakim sebagai pejabat yang 

melaksanakan tugas ke-humasy-an. 

h) Membuat gugatan atau permohonan lisan atau menunjuk hakim 

untuk mencatat gugatan atau permohonan lisan; 

i) Menetapkan besaran panjar biaya perkara yang harus dibayar 

oleh Penggugat atau Pemohon; 

j) Menetapkan Majelis Hakim untuk menyelesaikan perkara yang 

diterima; 

k) Membagikan semua berkas perkara dan surat lainnya yang 

berhubungan dengan perkara kepada Majelis Hakim untuk 

diselesaikan; 

l) Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan 

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 

m) Menetapkan dan memerintahkan eksekusi atau sita eksekusi 

atas putusan yang dimintakan eksekusi atau yang diperlukan 

eksekusi; 

n) Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu 

tertentu dalam hal, jika ada gugatan perlawanan atau ada 

permohonan PK atas perintah Ketua MARI 
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2. Hakim atau Ketua Majelis Sidang 

Secara umum adalah sebagai berikut: 

a) Memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan 

perkara-perkara yang menjadi tanggung jawabnya; 

b) Menetapkan hari sidang dan sita jaminan;  

c) Bertanggungjawab atas pembuatan berita acara persidangan 

dan menandatangani selambat-lambatnya sebelum sidang 

berikutnya; 

d) Menyiapkan naskah putusan atau penetapan; 

e) Membuat instrument-instrumen yang berkaitan dengan 

keuangan dan register perkara; 

f) Menandatangani putusan atau penetapan yang sudah dibacakan 

dalam persidangan; 

g) Bertanggungjawab atas penyelesaian berkas perkara (minutasi 

perkara) 

h) Membuat data perkara  atau  Laporan Kegiatan Hakim yang 

telah diminutasi tiap akhir bulan, selanjutnya disampaikan 

kepada petugas Meja III; 

i) Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan 

hukum yang diterima dari PTA dan MARI. 

3. Panitera atau Sekretaris: 

a) Melaksanakan kebijakan umum yang dibuat oleh pimpinan 

Pengadilan 
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b) Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan 

dibidang Kepaniteraan; 

c) Mengawasi kelancaran pelaksanaan tugas Petugas Meja I, 

Meja II dan Meja III; 

d) Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan; 

e) Mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas terhadap semua aparat kepaniteraan dan Kesekretariatan 

secara periodik atau berkala; 

f) Membuat dan menandatangani salinan penetapan atau putusan 

Pengadilan dan pengiriman menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

g) Membuat akta dan pemberitahuan berkaitan dengan perkara 

yang diajukan banding, kasasi, peninjauan kembali dan akta 

cerai; 

h) Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang 

diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama dalam jangka 

waktu tertentu 

i) Melegalisir surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam 

persidangan; 

j) Mengelola panjar biaya perkara, menunjuk pemegang buku 

bantu biaya APP atau ATK perkara dan pemegang ATK 

perkara 
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k) Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya 

kepada Ketua Pengadilan Agama;  

l) Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, dokumen, 

akta, buku daftar biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, 

surat-surat penting lainnya yang disimpan di Kepaniteraan; 

m) Menerima dan mendisposisi surat-surat yang memerlukan 

kebijaksanaan Panitera 

n) Bertindak sebagai pimpinan unit pengolah data informasi dan 

administrasi; 

o) Ex Oficio sebagai Jurusita
8
 

d. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kraksaan 

Mengenai kewenangan relatifnya, Pengadilan Agama Kraksaan 

meliputi 24 (du puluh empat) wilayah kecamatan, sebagaimana 

berikut: 

a) Kecamatan Maron 

b) Kecamatan Sukapura 

c) Kecamatan Wonomerta 

d) Kecamatan Tongas 

e) Kecamatan sumberasih 

f) Kecamatan Bantara 

g) Kecamatan Kuripa 

h) Kecamatan Sumber 

                                                             
8 Pengadilan Agama Kraksaan,  Job Discription, Tahun 2015 
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i) Kecamatan Dringu 

j) Kecamatan Tegalsiwalan 

k) Kecamatan Banyuanyar 

l) Kecamatan Gending 

m) Kecamatan Pajarakan 

n) Kecamatan Kraksaan 

o) Kecamatan Paiton 

p) Kecamatan kota Anyar 

q) Kecamatan Pakuniran 

r) Kecamatan Krejengan 

s) Kecamatan Besuk 

t) Kecamatan Gading 

u) Kecamatan Krucil 

v) Kecamatan Tiris 

w) Kecamatan Lumbang 
9
 

 

2. Salah Satu Bentuk Gambaran Penceraian Dilakukan Di Muka Sidang 

Pengadilan Agama Kraksan Probolinggo Nomor: 1724 

/Pdt.G/2013/PA.Krs. 

a. Tentang Duduk Perkara 

Bahwasanya Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 06 

September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Kraksaan, dengan Register Nomor: 1724 /Pdt.G/2013/PA.Krs., tanggal 

                                                             
9
 Ibid. 
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06 September 2012 yang pada pokoknya mengemukakan dalil – dalil 

sebagai berikut:  

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang 

telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama  Kabupaten Probolinggo pada tanggal 25 Oktober 2008 

sebagaimana Kutipan Akta Nikah  Nomor : 290/31/X/2008 tanggal 25 

Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama  

Kabupaten Probolinggo. 

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup 

sebagai suami-isteri di rumah kediaman orangtua Penggugat di 

Kabupaten Probolinggo selama sekitar 2 tahun 10 bulan 12 hari dalam 

keadaan rukun  namun belum dikaruniai  keturunan ;  

Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat rukun harmonis, namun kemudian sejak tahun 2009 yang lalu 

mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan :  

1) Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada 

Penggugat karena hasil kerja Tergugat hanya sebagian kecil saja 

yang diberikan kepada Penggugat, sehingga Tergugat tidak dapat 

memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk 

memenuhinya masih dibantu oleh orang tua Penggugat dan apabila 

oleh Penggugat diingatkan agar uang hasil kerjanya diberikan 

kepada Penggugat, Tergugat marah - marah sehingga antara 

Penggugat dan Tergugat sering menyebabkan terjadi pertengkaran 
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namun begitu Penggugat masih berusaha bersabar demi keutuhan 

rumah tangga bersama  

Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada sekitar tahun 2011 

yang lalu karena saat itu Tergugat tetap saja jarang memberi nafkah 

kepada Penggugat karena itu Penggugat untuk berusaha mengingatkan 

Tergugat akan kewajibannya sebagai seorang suami, namun Tergugat 

marah sehingga terjadi pertengkaran dan setelah itu Tergugat pulang 

ke rumah orang tua Tergugat. Sehingga sejak itu antara Penggugat dan 

Tergugat telah terjadi pisah rumah sekitar 1 tahun ;  

Bahwa selama terjadi pisah tersebut, Penggugat sudah pernah 2 

kali mendatangi Tergugat untuk mengajak Tergugat rukun kembali 

dengan Penggugat, namun Tergugat menolak ;   

Bahwa Penggugat sudah tidak ingin meneruskan ikatan 

pernikahan dengan Tergugat dan ingin mengakhiri dengan perceraian 

karena rumah tangga Penggugat sudah tidak sesuai dengan tujuan 

perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan 

Berdasarkan alasan  atau  dalil – dalil diatas, Penggugat mohon 

agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan segera memeriksa dan 

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya 

sebagai berikut: 

1) PRIMER, yaitu: 

a) Mengabulkan gugatan Penggugat 
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b) Menjatuhkan talak satu ba‘in sughro Tergugat terhadap 

Penggugat 

c) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat 

d) Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya 

2) SUBSIDER, yakni: 

a) Mohon putusan yang seadil-adilnya 

b. Kronologi Perkara 

Bahwasanya, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, 

Penggugat secara inperson datang menghadap di persidangan, 

sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan,  atau 

tidak menyuruh orang lain sebagai wakil  atau  kuasanya yang sah 

untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita 

acara relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan  Agama  

Kraksaan   Nomor : 1551 atau Pdt.G atau 2012 atau PA.Krs,  tanggal  

13 September 2012 dan 04 Oktober 2012, yang dibacakan di depan 

sidang, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, 

sedangkan tidak, ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu  

disebabkan  oleh halangan yang sah. 

Bahwasanya, Majelis Hakim telah cukup berusaha untuk 

menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dan 

bersedia rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut 

tidak berhasil 
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Bahwasanya, langkah selanjutnya dilakukan pemeriksaan 

perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, 

yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. 

Bahwasanya, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, 

Penggugat telah mengajukan alat bukti dan surat sebagai berikut: 

1) Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 290 atau 31 atau X atau 

2008  aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama  Kabupaten 

Probolinggo pada tanggal  25 Oktober 2008,  bermeterai  cukup 

dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1) ; 

2) SAKSI I, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai 

berikut: 

a) Bahwa  saksi adalah ibu Penggugat, dan kenal dengan 

Tergugat ;   

b) Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar tahun 

2008, kumpul  bersama di rumah orang tua Penggugat dalam 

keadaan rukun baik-baik, namun belum dikaruniai anak. ;   

c) Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi 

pisah rumah selama sekitar 1 tahun, disebabkan karena 

sebelumnya sering bertengkar  atau  berselisih masalah 

Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah yang layak terhadap 

Penggugat, hasil kerja Tergugat hanya sebagian kecil yang 

diberikan kepada Penggugat, sedangkan sebagian lagi untuk 

kepentingan diri Tergugat, kemudian Penggugat mengingatkan 
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Tergugat agar diberikan semua kepada Penggugat, namun 

Tergugat marah-marah lalu bertengkar dan kemudian Tergugat 

pulang ke rumah orangtua Tergugat. ;   

d) Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan keduanya, tapi tidak 

berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan 

Tergugat, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkannya lagi 

3) SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada 

pokoknya sama dengan saksi yang pertama, namun saksi yang 

kedua ini adalah tetangga Tergugat. 

Dan atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan 

kebenarannya kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan, bahwa 

Penggugat tidak bisa rukun lagi dengan Tergugat dan tetap akan 

bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan. Kemudian Majelis 

Hakim merujuk pada  berita acara persidangan perkara tersebut untuk 

dilakukan pemeriksaan atas duduk perkaranya
10

 

c. Pertimbangan Hukumnya 

Berkenaan dengan apa langkah seharusnya bagi Pihak Peradilan 

Agama Kraksaan dalam rangka mengadili dan memutus perkara cerai 

gugat nomor: 1724/Pdt.G/2013/PA.Krs tersebut, maka terlebih dahulu 

dilakukan pemeriksaan perkaranya, yaitu selain dengan mempelajari 

isi gugatan, lebih lanjut dalam persidangan, Majelis mempertanyakan 

hal-hal yang perlu diutarakan oleh pihak-pihak berperkara, hal ini 

                                                             
10 Dokumen Salinan Putusan yang Sudah Dianonim oleh Pengadilan Agama 

Kraksaan Nomor Perkara: 1724/Pdt.G/2013/PA.Krs, pada tanggal 06 April 2015 
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dilakukan agar demi hukum, melalui pertimbangan majlis hakim, 

sebuah keputusan harus seadil-adilnya dan tidak didapati intervensi-

intervensi apapun. 

Sementara dalam perkara ini, pertimbangan Majelis yang pada 

intinya—sesuai yang termuat dalam salinan putusannya—dapat 

dirumuskan sebagaimana berikut: 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat 

adalah sebagaimana diuraikan di atas;   

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil 

secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan,  tidak 

hadir,  atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya 

yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan pula tidak 

ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang 

sah, juga tidak mengirimkan eksepsi  atau  tangkisan, serta gugatan 

Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. 

Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi  dan patut, 

akan tetapi ketidakhadiran tersebut harus dinyatakan tidak hadir, 

sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan  tanpa 

kehadiran Tergugat, dan harus diputus dengan verstek sesuai dengan 

maksud pasal 125 (1) HIR 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha 

menasehati Penggugat agar bersedia rukun kembali dengan Tergugat, 

akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil 
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Menimbang, bahwa dari alasan posita 1 dan 2, dihubungkan 

dengan keterangan Penggugat dan bukti surat Penggugat (P.1),  telah 

terbukti bahwa antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah terikat 

perkawinan yang sah sejak tanggal  25 Oktober 2008, dan selama 

pernikahan dalam keadaan rukun dan akur, namun belum dikaruniai  

keturunan 

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan posita 3-5, 

pihak Penggugat telah mendalilkan bahwa sejak tahun 2009 yang lalu, 

rumah tangganya dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah 

yang layak terhadap Penggugat, hasil kerja Tergugat hanya sebagian 

kecil yang diberikan kepada Penggugat, sedangkan sebagian lagi untuk 

kepentingan diri Tergugat, kemudian Penggugat mengingatkan 

Tergugat agar diberikan semua kepada Penggugat, namun Tergugat 

marah-marah lalu bertengkar dan kemudian Tergugat pulang ke rumah 

orangtua Tergugat;   

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan posita 3-5 

didasarkan  atas terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan 

Tergugat, maka untuk memperoleh putusannya, Majelis Hakim harus 

mendengar keterangan dari saksi–saksi keluarga  atau  orang dekat 

Penggugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 76 ayat (1) 

Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir 
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dengan Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009  tentang Peradilan 

Agama 

Menimbang, bahwa  dari keterangan saksi – saksi keluarga  atau  

orang dekat Penggugat di bawah sumpahnya, terungkap fakta bahwa 

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, 

disebabkan sebelumnya sering bertengkar dan berselisih masalah 

Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah yang layak terhadap 

Penggugat, hasil kerja Tergugat hanya sebagian kecil yang diberikan 

kepada Penggugat, sedangkan sebagian lagi untuk kepentingan diri 

Tergugat, kemudian Penggugat mengingatkan Tergugat agar diberikan 

semua kepada Penggugat, namun Tergugat marah-marah lalu 

bertengkar dan kemudian Tergugat pulang ke rumah orangtua 

Tergugat. Upaya rukun telah dilakukan oleh para saksi, namun tidak 

berhasil, dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk 

merukunkannya lagi 

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 3-5 tersebut 

di atas, dihubungkan dengan keterangan di bawah sumpah dari saksi–

saksi keluarga atau orang terdekat Penggugat dalam persidangan, 

Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa sejak tahun 2009 

yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi 

perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebelumnya sering 

bertengkar berselisih masalah Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah 

yang layak terhadap Penggugat, hasil kerja Tergugat hanya sebagian 
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kecil yang diberikan kepada Penggugat, sedangkan sebagian lagi untuk 

kepentingan diri Tergugat, kemudian Penggugat mengingatkan 

Tergugat agar diberikan semua kepada Penggugat, namun Tergugat 

marah-marah lalu bertengkar dan kemudian Tergugat pulang ke rumah 

orangtua Tergugat, sehingga akhirnya terjadi pisah rumah sampai 

sekarang sudah selama 1 tahun dan upaya rukun telah dilakukan oleh 

para saksi maupun Majelis Hakim melalui sidang, namun tetap tidak 

berhasil.  

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis 

Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan 

Tergugat sudah pecah (broken married), dengan telah terpecahnya 

suasana hati antarkeduanya, tidak adanya rasa saling mencintai dan 

saling menyayangi satu sama lainnya. Dan nampaknya rumah tangga 

tersebut sulit untuk dirukunkan bahkan disatukan kembali seperti 

semula. 

Melihat hal tesebut tujuan perkawinan untuk membentuk rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah warromah sebagaimana yang 

dikehendaki pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, tidak dapat terwujud. 

Dengan demikian, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut 

telah terbukti, karena  telah memenuhi maksud pasal  39 ayat (2) 

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada 
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huruf (f), jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah  Nomor 9 Tahun 1975 

dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam
11

. 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang 

menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, atau tidak menyuruh 

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah 

dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di 

persidangan, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim 

bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan 

Penggugat, sehingga gugurlah hak tersebut; 

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut berdasarkan atas 

pendapat ulama dalam kitab Ahkamul Qur‘an Juz II halaman 405, 

yang pat Majelis dijadikan dasar dalam memutus perkara ini: 

َ مَ لَ سَ مَ الَ  امَ كَ حَ  نَ مَ  مَ اكَ حَ  ل َإ َ يَ عَ دَ  نَ مَ    هَ ل َ قَ حَ  ل َ ال مَظَ َوَ هَ ف َ  بَ ي َ  مَ لَ ف َ  ي 
 

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan 

Agama) untuk datang menghadap ke persidangan, 

sedangkan ia tidak datang memenuhinya, maka berarti 

orang tersebut dholim dan gugurlah haknya”
12

 

 

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan 

bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain 

sughro;   

                                                             
11 Depag RI, Kumpulan UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974; Kompilasi 

Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 268 
12 Ahmad bin ‗Ali al-Ra>zi, Ahkamu al-Qur’a>ni, (t.p., t.t., t.t.), versi Marja‘ al-

Akbar 
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang – 

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah 

dirubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, 

Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera 

Pengadilan Agama Kraksaan untuk menyampaikan salinan putusan ini 

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

tempat pernikahan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat 

serta instansi terkait, setelah putusan tersebut berkekuatan hukum 

tetap;   

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – 

Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan 

Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka  semua biaya perkara 

ini dibebankan kepada Penggugat ;
13

   

d. Isi Putusan 

Memperhatikan pasal 125 (1) HIR, serta ketentuan – ketentuan 

hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini maka pihak 

Pengadilan memutus perkara sebagai berikut; 

1) Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di depan persidangan, tidak hadir ; 

2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; 

                                                             
13

 Dokumen Salinan Putusan Nomor Perkara: 1724/Pdt.G/2013/PA.Krs, 06 April 

2015 
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3)  Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat  terhadap 

Penggugat; 

4) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan untuk 

mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap 

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  

Kabupaten Probolinggo ; 

5) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satum ribu 

rupiah)
14

 

 

B. Implementasi Pasal 115 Di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo 

 

Bagaimana terkait implementasi pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di 

Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo? Sebenarnya keharusan dalam 

perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan di KHI pasal 115 merupakan 

hal baru bagi masyarakat kita, karena hal tersebut tidak pernah disinggung 

dalam kitab-kitab fikih klasik. Pengaturan tersebut oleh pemerintah 

dimaksudkan sebagai upaya mempersukar perceraian yang selama ini 

dipahaminya sebagai hak kaum lelaki. Pemahaman seperti ini akan sangat 

rawan karena melahirkan kesewenang-wenangan pihak suami dan hak-hak 

kaum perempuan akan terabaikan, si suami akan dapat menjatuhkan talak 

semaunya saja, kapan saja dan di mana pun sesuai kehendak hatinya.
15

 

Dan terkait implementasi pasal 115 KHI yang menyatakan peneraian 

hanya dapat dilakukan di muka sidang pengadilan Agama maka khususnya 

pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo tidak menganggap adanya penceraian 

diluar sidang pengadilan, karena para hakim berpegangan pada undang undang 

                                                             
14  Ibid. 
15 Wawancara kepada ketua hakim kraksaan probolinggo 7 September  2016 
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yang berlaku di pengadilan Agama , UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, PP 

No. 9/1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan lebih rincinya pada 

pasal 115, 123 KHI dan beberapa UU beracara yang berlaku di pengadilan 

Agama.
16

 

Hakim hanyalah sebagai pelaksana atau corong dari undang undang yang 

berlaku maka tidak akan melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan 

perundang undangan hanyasaja seorang hakim memberi pertimbangan dengan 

melihat fakata fakta yang terjadi pada para pihak yang berperkara  di pengadilan 

agama untuk memeutuskan suatu putusan. 

Seperti contoh dalam Putusan Pengadilan Agama Kraksaan dengan No. 

214/Pdt.G/2012/PA/Krs. Perkara dengan putusan nomor tersebut didaftarkan ke 

Pengadilan Agama Kraksaan pada tanggal 30 Januari 2012 yang kemudian 

diputus pada tanggal 2 Agustus 2012 dengan talak raj‘i.
17

 

Contoh di atas menujjukkan bahwa, pengadilan Agama tidak mengangap 

adanya penceraian di luar sidang pengadilan biarpun pengakuan pihak suami 

pada hakim sudah pernah mentalaknya satu kali sebelum pihaknya bercerai 

didepan sidang pengadilan agama.
18

 

Apa alasan hakim di dalam menerapkan isi pasal 115 di Pengadilan 

Agama Kraksaan Probolinggo? Sebenarnya alasan alasan hakim terhadap 

keharusan percerian dilakukan di muka pengadilan adalah masalah ijtihidiah 

yang bertitik tolak dari pemikiran agar suami yang ingin menceraikan isterinya 

memberitahukan kepada hakim Pengadilan Agama. Selanjutnya  agar hakim 

melakukan upaya perdamaian. Hal ini sekaligus berarti sebagai upaya 

melindungi kaum wanita. Kita dapat melihat betapa lemahnya kedudukan 

wanita sehingga mereka rentan menjadi korban. Banyak sekali perceraian yang 

kemudian sangat memberatkan kaum wanita, tidak hanya menjadi pukulan moril 

bagi mereka, tetapi juga bagi kehidupannya; Dia harus mencari nafkah tidak 

                                                             
16 Waawancara Bpk Muhammadun  hakim kraksaan probolinggo 5 September  2016 
17 Dokumen Putusan pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo 
18 Wawancara Bpk Subandi penitra PA kraksaan probolinggo 8 September  2016 
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hanya buat dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak-anaknya, yang seharusnya 

adalah merupakan tanggung jawab mantan suaminya.
19

 

 

Apakah pasal 115 Kompilasi Hukum Islam sesuai berlandasan kepada 

hukum islam? Sebenarnya pada pasal 115 KHI yang bertujuan adanya 

pengendalian perceraian ini pada intinya sesuai dengan kaidah dar’ al-mafasid 

wa jailb al- mashalih (menolak kerusakan dan mendatangkan kema.slahatan). 

Dan dibuatnya peraturan tentang alasan-alasan perceraian tersebut adalah 

berdasarkan pada kaidah fiqh, tasharruful-imam ‘ali al- ra‘iyyah manuthan bi 

al-maslahah (kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya didasarkan pada 

kepentingan rakyat) dan sekaligus sesuai dengan teori utilitarianisme  dari 

Jeremy Bentham, yaitu tujuan   dibuatnya   hukum   adalah   untuk   

mendatangkan   manfaat   yang   sebesar-besarnya   bagi masyarakat, khususnya 

yang beragama Islam.
20

 

Fikih klasik memandang bahwa hak talak adalah hak individu secara 

mutlak. Sedangkan negara berpendapat bahwa walaupun hak menceraikan isteri 

itu semula tergolong hak individu (haq al-fard), tetapi setelah pemerintah 

mengaturnya melalui perundangan-undangan, maka hak ini menjadi hak kolektif 

atau haq al-jama’ah (haq Allah), yang harus ditaati, sebagaimana kandungan 

firman Allah dalam surat al-Nisá‘ (4): 59: dengan demikian, kepatuhan seorang 

muslim terhadap peraturan perundang undangan yang dibuat oleh pemerintah 

(legislatif) selama tidak bertententangan dengan shara’, adalah cerminan dari 

kadar keimanannya. Hal ini, karena ayat tersebut ditujukan hanya kepada 

orang-orang yang beriman dan merekalah sebenarnya yang akan melakukan 

dan mengambil manfaat dari kandungan ayat tersebut, bukan orang lain. 

Lebih-lebih, peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah untuk mengatur 

orang- orang yang beragama Islam, sebagaimana yang berlaku di Indonesia. 

 Oleh karena itu, sebenarnya peraturan peraturan  yang terkait dengan  

perceraian  yang berlaku di  Indonesia  (ins constitutum) adalah nilai-nilai 

Hukum Islam yang bersumber dari nas dengan melalui istinbàt dan/atau 

                                                             
19 Waawancara Isnandar  hakim PA kraksaan probolinggo 6 September  2016 
20 Waawancara Bpk Maftukin hakim Kraksaan Probolinggo 30 Agustus 2016 
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istidlal yang kemudian menjadi hukum postip (hukum nasional) dengan melalui 

taqnin (pembuatan undang- undang).
21

 

 Penceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama, 

yang telah ditentukan pemerintah mêlalui undang-undang merupakan sesuatu 

yang seharusnya ditaati oleh umat Islam Indonesia, karena sangat sesuai dengan 

maqasid as- Syari’ah dalam memelihara keturunan dan harta benda. Peraturan 

tersebut sangat tepat untuk menghilangkan perbedaan pendapat di kalangan ahli 

hukum Islam sebagaimana diketemukan dalam kitab-kitab fiqh, seperti: apakah 

harus ada niat dan ada saksi sewaktu menjatuhkan talak. Untuk itu, demi 

kepastian dan kesatuan hukum, pemerintah telah menempuh jalan ijtihad 

insya’i dan intiqa‗i dalam menentukan jatuhnya talak yang diucapkan suami 

kepada isterinya. 

Kemaslahatan yang diperoleh penceraian hanya dapat dilakukan di 

depan pengadilan ini dapat juga didekati melalui teori utilitarianisme dari 

Jeremy Bentham (individual utilitarianisme), John Stuart Mill dan Rudolf von 

Jhering (social utilitarianisme)
 
Undang-undang harus memberikan kebahagiaan 

atau manfaat, baik kepada individu (muthallaqah) dan masyarakat (keluarga 

muthallaqah) , termasuk juga lingkungan  masyarakat  yang  didiami  

muthallaqah.  Oleh  karena  itu,  teori  ini  sebenarnya  tidak berbeda dengan 

teori maslahah atau istislahi dalam Usul al-Fiqh, bahkan al-Ghazali 

memberlakukan terori   istislahi   tidak   harus   pada   tingkatan   daruri,   tetapi   

diberlakukan   pada   sesuatu   yang dipersamakan dengan daruri (ma yajri majri 

al-daruri). Bahkan, al-Tufi tidak membedakan antara maslahah dariyah, hajjiah 

dan tahsiniyah.
22

 

Adanya keharusan penceraian hanya dapat di lakuakan di depan sidang 

pengadilan bersifat ijtihad, yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

sebagai institusi legislatif, yang kemudian dijabarkan oleh pemerintah 

(eksekutif) dan selanjutnya diterapkan di pengadilan (yudikatif) merupakan 

suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Alqur‘an 

                                                             
21 Waawancara Bpk Syaiful Arifin Wakil panitera Kraksaan Probolinggo 30 Agustus 2016 
22 Wawancara Bpk sapi‘i hakim Kraksaan Probolinggo 30 Agustus 2016 
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dalam surat al-Nisã‘ (4): 59 telah memerintah umat Islam untuk mentaati Uli 

al-Amr (pemerintah) selama tidak bertentangan dengan Al-Qur‘an dan hadis. 

Islam menyatakan, uli al-amr tidak mempunyai hak mutlak dalam pembentukan 

hukum, tetapi hanya terbatas pada dua hal, yaitu tashri’ tanfidh dan tashri’ 

tanzim; Tashri’ tanfidh dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan 

yang terdapat dalam nas syari’ah islamiyah, bersifat pelaksana atau sebagai 

corong dalam melaksanakan hukum. Sementara tashri’ tandhim mengarah pada  

pengaturan  masyarakat  dan  menjaganya  atas  dasar  prinsip-prinsip  hukum  

yang  bersifat universal (asas mabadi’ al-sahari’ah al- ‘ammah). Tasri’ model 

ini dilakukan sewaktu tidak ada nas syara’i yang secara khusus mengaturnya.
23

 

Dari paparan data yang diperoleh dari pengadilan Agama Kraksaan terkait 

implementasi pasal 115 Kompiasi Hukum Islam, maka analisa penulis terhadap 

paparan tersebut pada pasal 115 itu di perlakukan segai mana mestinya yang 

berlaku di pengadilan agama yaitu para hakim melakukan penererapan pasal 

tersebut sesuai dengan peratutan perundang undangan yang berlaku di pengadilan 

agama. 

Dari beberapa alasan hakim terhadap keharusan percerian dilakukan di 

muka pengadilan adalah masalah ijtihidiah yang bertitik tolak dari pemikiran 

agar suami yang ingin menceraikan isterinya memberitahukan kepada hakim 

Pengadilan Agama. Selanjutnya  agar hakim melakukan upaya perdamaian. Hal 

ini sekaligus berarti sebagai upaya melindungi kaum wanita. 

Dan sebenarnya peraturan peraturan  yang terkait dengan  perceraian  

yang berlaku di  Indonesia  (ins constitutum) adalah nilai-nilai Hukum Islam 

yang bersumber dari nas dengan melalui istinbàt dan/atau istidlal yang 

kemudian menjadi hukum postip (hukum nasional) dengan melalui taqnin 

(pembuatan undang- undang). 

 

 

 

                                                             
23 Wawancara ketua pegadilan Agama Kraksaan 4 September  2016. 
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C. Implikasi pasal 115 Terhadap Seorang Perempuan Yang Telah Tertalak 

Sebelum Putusan Hakim Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap  Di  

Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo. 

 

Apa implikasi pasal 115 terhadap seorang perempuan yang telah tertalak 

sebelum keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap? Sebenarnya bagi 

perempuan yang telah ditalak oleh para suaminya sebelum kemuka sidang 

pengadilan Agama, dilihat dari kejadian yang demikian maka adanya implikasi 

hukum bagi seorang perempuan yakni dimulainya awal permulaan hitungan 

masa iddahnya, dikarnakan para perempuan tersebut sudah ditalak oleh suamiya 

di kediamannya masing masing sebelum di depan sidang pengadilan, walaupun 

udang undang sudah mengatur dengan pasti awal permulaan masa iddah juga 

pengadilan tidak menganggap adanya putusnya perkawinan di luar muka sidang 

pengadilan Agama dikarnakan jumhur ulma‘ di kitab kitab fiqih klasik 

berpendapat bahwa iddah adalah unsur taabbudi, anggapan masyarakat bahwa 

awal masa iddah perempuan yang tertalak sebelum kemuka sidang pengadilan 

agama yaitu dimulai ketika ditalak di kediamanya masing masing yang mana 

para hakim tidak menafikan hal tersebut.24
 

Kapan terjadinya masa iddah menurut peraturan perundang undangan?  

Sebenarnya iddah itu masa tunggu yang hanya berlaku terhadap istri yang putus 

perkawinannya dan sudah digauli, baik putusnya karena talak atau fasakh. 

Sedangkan bagi suami tidak ada masa iddah. Bagi istri yang masih berada dalam 

masa iddah, diharamkan baginya untuk kawin dengan laki-laki lain . Karena 

iddah ini merupakan akibat dari terjadinya perceraian, akan tetapi menurut 

hukum yang berlaku di Peradilan Agama ia dimulai sejak Putusan Pengadilan 

berkekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 81 ayat 

(2) UU No. 7/1989 yang berbunyi, ―Suatu perceraian dianggap terjadi berserta 

segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh 

kekuatan hukum tetap‖. 

                                                             
24 Wawancara kepada  Fatkur Rosyad hakim 6 September  2016. 
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Dengan adanya undang-undang ini, bagi perempuan yang telah di talak 

oleh suamianya sebelum ke muka sidang pengadilan agama tidak serta merta 

dapat dimulainya iddah bagi istri. Dia masih harus menunggu putusan tersebut 

mempunyai kekuatan hukum tetap.
25

 

Sebagimana diketahui, bahwa iddah bagi istri yang dicerai dalam 

keadaan suami masih hidup mempunyai jangka waktu yang berbeda-beda. Kalau 

istri dalam keadaan hamil, iddahnya sampai melahirkan. Jika istri dicerai dalam 

keadaan masa haid, baginya berlaku iddah selama tiga kali suci. Sedangkan 

iddah tiga bulan berlaku bagi istri yang tidak dalam keadaan hamil dan tidak 

dalam masa haid. 

Analisa penulis terkait implikasi bagi perempuan yang di talak sebelum 

sidang pengadilan agama ialah dimulai awal masa iddahnya, walaupun hukum 

sudah mengatur dengan jelas awal permulaan masa iddah akan tetapi para hakim 

masih mempertimbangkan terhadap awal penenetapan awal masa iddah tersebut 

bagi perempuan yang telah tertalak sebelum kemuka sidang pengadilan Agama 

dikarnakan iddah itu jumhur ulama‘ mengatakan iddah adalah unsur taabbudi. 

 

D. Solusi Hakim Bagi Perempuan Yang Telah Tertalak Sebelum Di  

Tetapkan Oleh Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo. 

 

Apa solusi bagi hakim terhadap perempuan yang teleh tertalak sebelum 

sebelum di tetapkan oleh putusan pengadilan? Tidak ada Perceraian diluar 

Pengadilan atau Tanpa Putusan Pengadilan. Perceraian secara hukum dianggap 

telah terjadi setelah adanya Putusan Hukum yang tetap. Suami Istri yang tidak 

mengajukan pendaftaran Cerai atau tidak ada putusan hukum yang berkekuatan 

hukum tetap maka masih berstatus sebagai suami istri dengan demikian akibat-

akibat perceraian belum terjadi.
26

 

Dimata hukum tidak ada dampak apapun atas penceraian yang dilakukan 

diluar sidang pengadilan Agama, maka solusi permulaan hitungan masa 

                                                             
25 Wawancara Bpk Moqoddar  hakim  Kraksaan 6 September 2016. 
26 Wawancara ketua pengadilan agama Kraksaan Probolinggo 7 September 2016. 
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iddahnya perempuan yang telah tertalak sebelum disidang pengadilan itu sejak 

memiliki kekuatan hukum tetap.
27

 

Sesuai  dengan  pasal  153  ayat  4  KHI  perhitungan  Awal  Masa  

‘iddah dimulai sejak penetapan oleh Pengadilan Agama yang telah mempunyai 

kekuatan  hukum  tetap.  Penetapan   yang  dimaksud   pasal  tersebut  adalah 

penetapan perceraian. Perceraian yang diakui di Indonesia adalah perceraian 

yang sesuai dengan pasal KHI 115 yaitu perceraian yang dilakukan dihadapan 

sidang  Pengadilan   Agama.   Jadi  perceraian   dalam   bentuk  apapun   yang 

dilakukan  diluar  persidangan  dianggap  tidak  pernah  ada.Ini  menyebabkan 

‘iddah   dihitung   berdasarkan   perceraian   yang  dilakukan   didepan  sidang 

Pengadilan Agama. 

 

Dalam  pasal  115  KHI  perceraian   yang  sah  adalah  perceraian   

yang dilakukan didepan persidangan. Ini menunjukkan bahwa secara hakikat 

perkawinan putus sejak penetapan  didepan pesidangan.  Namun dalam pasal 

153 ayat (4) KHI ‘iddah dihitung sejak penetapan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap. Pasal ini menunjukan bahwa perceraian terjadi secara 

formal setelah mempunyai kekuatan hukum. Jika demikian terdapat awal 

masa‘iddah  secara hakikat dan secara formal  yang menyebabkan  selesainya  

pun akan berbeda. Menjadi permasalah jika laki-laki ketika merujuk istrinya 

pada saat ‘iddah berdasarkan jatuhnya talak secara hakikat telah habis 

sedangkan secara  formal  belum  habis.  Apabila  itu  terjadi  maka  ruju  dapat  

dikatakan secara   hakikat   tidak   sah   namun   secara   formal   sah.   Dalam   

peraturan perundang-undangan terdapat asaslex specialis derogate lex 

generalis yang artinya peraturan       perundang-undangan       yang       bersifat       

khusus mengesampingkan peraturan-perundangan  yang bersifat umum. 

Berdasar asas tersebut maka pasal yang mengatur perceraian bersifat formal 

yang dipakai, karena secara khusus pasal ini mengatur waktu jatuhnya talak 

yang dipakai dalam perhitungan masa ‘iddah. 

 

                                                             
27 Wawancara ketua pengadilan agama Kraksaan Probolinggo 7 September 2016. 
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Apa yang dimaksud mempunyai kekuatan hukum tetap terkait penentuan 

awal masa iddahnya perempuan? Yang dimaksud mempunyai kekuatan hukum 

tetap adalah penetepan yang setelah 14 hari tidak terdapat upaya hukum jika 

keduanya hadir atau  14 hari setelah  pemberitahuan  kepada  pihak  yang 

tidak hadir  jika salah satu  pihak tidak  hadir.Jika   ada  upaya  hukum  

terhadap   penetapan  perceraian   maka penetapan  tersebut  belum  

berkekuatan  hukum  sehingga  kedudukan  mereka masih suami istri yang 

sah. Hak dan kewajiban mereka selama belum jatuh penetapan berkekuatan 

hukum tetap masih sebagai suami istri. Dan apabila pernikahan tetap putus 

pada penetapan upaya hukum berikutnya maka ‘iddah dimulai sejak 

penetapan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.
28

 

Analisa penulis bahwa perempuan yang telah tertalak sebelum ke muka 

sidang pengadilan untuk menentukan awal penghitungan masa iddahnya 

dicukupkan mengikuti perundang undangan yang berlaku yang sudah 

mengatur dengan khusus awal penghitungannya yaitu sejak penceraiannya 

mempunyai hukum tetap. 

 
Yang sebenarnya peraturan peraturan  yang terkait dengan  perceraian  

yang berlaku di  Indonesia  (ins constitutum) adalah nilai-nilai Hukum Islam 

yang bersumber dari nas dengan melalui istinbàt dan/atau istidlal yang 

kemudian menjadi hukum postip (hukum nasional) dengan melalui taqnin 

(pembuatan undang- undang) 

                                                             
28 Wawancara kepada  Bpk Hasbi hakim Kraksaan 8 September 2016 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Implementasi Pasal 115 Di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo 

 

Terkait implementasi pasal 115 KHI yang menyatakan penceraian hanya 

dapat dilakukan di muka sidang pengadilan Agama maka khususnya pengadilan 

Agama Kraksaan Probolinggo tidak menganggap adanya penceraian diluar sidang 

pengadilan, karena para hakim berpegangan pada undang undang yang berlaku di 

pengadilan Agama, UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, PP No. 9/1975 tentang 

Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan lebih rincinya pada pasal 115, 123 KHI dan 

beberapa UU beracara yang berlaku di pengadilan Agama. 

Ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa penceraian sebagaimana 

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan itu justru bertentangan dengan 

hukum Islam, karena secara tidak langsung berarti menafikan sahnya talak yang 

dijatuhkan oleh suami diluar persidangan, padahal berkaitan itu telah terdapat hadis 

“masyhur” yang menyatakan: 

 والطلاق والرجعة ثلاث جدىن جد وىزلهن جد : النكاح
Artinya: “ada  tiga hal, yang jika dilakukan secara sengaja atau bergurau tetap 

terjadi, yaitu: nikah, talak, danrujuk”.  
 

Berdasarkan hadis tersebut mereka memahami bahwa talak suami kepada 

istrinya sah jatuh kapan saja, dimana saja dan dalam suasana apa saja walau 

dilakukan dengan dengan motif bersenda gurau. 

Pemahaman dan pendapat yang demikian kurang tepat, karena melihat 

sistem hukum Islam tidak secara holistik dan utuh dari berbagai aspeknya, yaitu 

pelaksanaan (tanfidziyah) serta penegakkan (qodlo‟iyah)nya yang dalam perspektif 

hukum Islam keduanya disebut Syiyasah Syar‟iyahnya. Karena jika demikian 

hukum Islam yang sangat indah itu menjadi tidak bermakna bagi kehidupan 
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masyarakat. 

 

Masalah perkawinan dan penceraian bukanlah masalah ta‟abbudi semata 

tetapi lebih domain pada aspek ta‟aqquli, sehingga peran ijtihad sangat terbuka luas. 

Substansi peceraian bukan ibadah mahdlah (murni), akan tetapi lebih dominan pada 

masalah mu‟ammalah, sehingga bila terdapat permasalahan maka aspek qodlo‟i 

memegang peranan yang sangat penting. Dengan alasan bahwa dalam perspektif 

ketata negaraan Islam (fiqhal-Syiyasah), negara diberi kekuasaan oleh rakyat agar 

persoalan-persoalan  kehidupan   bersama  diselesaikan   dengan  cara   musyawarah   

(syura).   Pada   tingkat operasional, konsep syura memberikan porsi yang sangat 

besar kepada wakil-wakil rakyat (DPR) atau badan legislatif untuk melakukan 

ijtihad dalam membuat hukum atau peraturan perundang-undangan, karenanya 

negara mempunyai kewajiban mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan 

kemaslahatan bersama. Kaidah fiqh yang terkenal untuk itu: 

 تصرف الإمام علي الرعية منوط بالمصلحة
(kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya didasarkan pada kepentingan rakyat). 

Adanya perbedaan pemahaman masyarakat disatusisi dengan kewajiban 

negara untuk mengatur kehidupan bersama termasuk masalah perkawinan dan 

penceraian, perlu kajian dan pembahasan ulang masalah tersebut dengan pendekatan 

usul al-fiqh agar tidak terjadi lagi kesalah pahaman masyarakat tentang kewajiban 

negara, paling tidak dapat meminimalisir perbedaan pemahaman masyarakat dengan 

Negara. 

 

1. Kedudukan Peraturan  Perundangan Perkawinan Dan Penceraian Dalam Institusi 

Hukum Islam. 

Sudah menjadi watak seorang yang beriman kepada Allah bahwa mereka 

tidak dapat dipisahkan dari hukum agamanya. Ketaatan pada hukum agama (Islam) 

adalah merupakan bagian integral dari nilai transendental keimanan kepada Allah. 
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Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur-an dan As-Sunnah, diyakininya sebagai 

hukum yang mampu memenuhi kebutuhan manusia dan membahagiakannya  

dimanapun dan kapanpun, karena sifatnya yang universal. Dalam lingkup 

pertanggung jawabannya Hukum Islam memiliki keunikan tersendiri jika 

dibandingkan dengan hukum wadl‟i pada umumnya, yaitu kentalnya suasana 

ukhrawi yang transendental. Secara formal (officially) kerangka konseptual dan 

teoritiknya memang di bangun atas dasar pengabdian kepada Tuhan sehingga sangat 

berimplikasi pada format pertanggung jawabannya yang bersifat ganda, yaitu 

pertanggung jawaban dunia dan akhirat. Oleh karena itu menjadi keniscayaan bagi 

masyarakat Islam bahwa  negara harus diberi kekuasaan oleh rakyat agar persoalan-

persoalan bersama diselesaikan oleh negara dengan cara musyawarah (syura).  

Pada tingkat operasional, konsep syura memberikan porsi yang sangat besar 

kepada wakil-wakil rakyat atau legislative untuk melakukan ijtihad dalam membuat 

hukum atau peraturan  perundang-undangan.  Telah  menjadi kenyataan  sejarah  

bahwa pembentuk hukum adalah para penguasa, bukan fuqaha‟ (mujtahid); 

Mujtahid dalam yurisprudensi Islam lebih berfungsi sebagai penemu hukum 

(istidrak al-hukm) dan mufthi (pemberinasihat), sehingga kitab-kitab fiqih hasil 

karya mujtahid tidak senantiasa sejalan dan diterima serta diterapkan oleh penguasa. 

Konsep syura sebagai wujud kedaulatan rakyat dibatasi oleh prinsip-prinsip moral 

universal yang telah ditetapkan oleh Allah, yakni prinsip keadilan (al-„adl), 

persamaan (al- musyawah) dan keterbukaan politik. Pada tingkat operasional, 

konsep syura memberikan porsi yang sangat besar kepada wakil-wakil rakyat atau 

legislatif untuk melakukan ijtihad. Sehingga badan legislatif inilah yang bertugas 

dan berwenang membentuk undang-undang. 

Undang-undang yang mengatur tata cara perceraian adalah termasuk 

kategori syiyasah syar‟iyah. Dalam syiyasah syar‟iyah penguasa mendapatkan 

wewenang yang sangat luas dalam mengatur kemaslahatan dan kepeningan umum. 

Ia boleh saja menentukan perundang-undangan dan peraturan-peraturan sesuai 
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dengan kebutuhan berdasarkan situasi dan kondisi  negara dan rakyatnya 

berdasarkan  prinsip umum syariah yaitu al-„adalah  wa  muraat  al-mashalih  al-

jami‟i  an-naas (prinsip keadilan dan menjaga kemaslahatan ummat). Dalam bidang 

ini kebijakan penguasa tidak harus memiliki acuan yang terperinci dari Al-Qur-an 

dan sunnah, karena acuan siyasah syar‟iyyah adalah kemaslahatan ummat, dan 

kemaslahatan itu sendiri adalah prinsip umum yang di induksi dari dalil syar‟i baik 

Al-Qur-an maupun hadits. Maka hal-hal yang menjadi wasilah bagi terwujudnya 

maslahat tentu harus diadakan dan yang menjadi penghalangnya harus di tiadakan. 

Dalam kaitan ini para fuqoha‟ telah merumuskan kaidah: 

 الحكم في الوسائل ىو الحكم في المقاصيد
 “hukum bagi wasilah adalah hukum bagi tujuannya”. 

Dengan demikian, siyasah syar‟iyah mengandung unsur-unsur : 

 

a. Kebijakan, hukum atau atura 

b. Dibuat oleh penguasa 

c. Diwujudkan untuk kemaslahantan bersama, dan 

d. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariat Islam. 

 

Ditinjau dari sisi kajiannya, syiyasah syar‟iyah meliputi tiga aspek utama: 
 

a. Dusturiyyah (tatanegara), yang meliputi aturan-aturan tentang 

pemerintahan, prinsip dasar yang berkaitan dengan pendirian dan bentuk 

pemerintahan serta aturan yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, 

masyarakat dan Negara. 

b. Kharijiyyah, (luarnegeri), yang meliputi hubungan Negara dengan 

negaralainnya, tata aturan tentang keadaan perang dan damai. 

c. Maliyyah (harta), yang meliputi sumber-sumber kuangan dan belanja 
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Negara (moneter).
1
 

 

Pemegang  kekuasaan yang  menjalankan syiyasah  syar‟iyyah mirip dengan 

konsep Montesque dengan konsep Trias Polikanya yaitu kekuasaan : 

a.  as-sulthah at-tasyri‟iyyah (pembuat undang undang atau legislative) 

b. as-sulthah at-tanfiziyyah (yang bertugas menjalankan pemerintahan) 

c. as-sulthah al-qadla‟iyyah (kekuasaan kehakiman atau yudikatif).
2
 

 

Tiga konsep pemegang kekuasaan ini dalam sistem pemerintahan Islam telah 

ada sejak ke khalifahan Umar dan lebih berkembang lagi pada masa dinasti 

Abbasiyah. 

Ditinjau dari tujuannya, siyasah syar‟iyyah mempunyai tujuan kemaslahatan 

dan kepentingan umum. Oleh karena itu syiyasah syar‟iyyah dalam konteks ini 

terkait erat dengan maqashid asy- syariah, yaitu kemaslahatan umat dalam rangka 

menuju kebahagian dan kesejahteraan bersama. Pengaturan masalah perkawinan 

dan perceraian termasuk halyang sangatberkaitan dengan kepentingan umum, 

sehinggapengaturan negara amat diperlukan. 

 

2. Maksud Dan Tujuan Penceraian Harus Di Depan Sidang Peradilan Agama 

 

Keharusan adanya alasan-alasan dalam perceraian yang harus dilakukan di 

depan sidang pengadilan merupakan hal baru bagi masyarakat kita, karena hal 

tersebut tidak pernah di singgung dalam kitab-kitab fikih klasik. Pengaturan tersebut 

oleh pemerintah dimaksudkan sebagai upaya mempersukar perceraian yang selama 

ini dipahaminya sebagai hak kaum lelaki. Pemahaman seperti ini akan sangat rawan 

karena melahirkan kesewenang-wenangan pihak suami dan hak-hak kaum 

Perempuan akan terabaikan, sisuami akan dapat menjatuhkan talak semaunya saja, 

                                                             
1
AbiYu‟la,Al-Ahkamu al-Sulthaniyah, Beirut, DarulFikri, 1994, hal. 88 

2
Ahmad Sukarja, UndangUndangDasar1945 dan PiagamMadinah, hal13 
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kapan saja dan di manapun sesuai kehendak hatinya.
3
 

Keharusan percerian dilakukan dimuka pengadilan adalah masalah ijtihidiah 

yang bertitik tolak dari pemikiran agar suami yang ingin menceraikan isterinya 

memberitahukan kepada hakim Pengadilan Agama. Selanjutnya agar hakim 

melakukan upaya perdamaian. Hal ini sekaligus berarti sebagai upaya melindungi 

kaum wanita. Kita dapat melihat betapa lemahnya kedudukan wanita sehingga 

mereka rentan menjadi korban. Banyak sekali perceraian yang kemudian sangat 

memberatkan kaum wanita, tidakhanya menjadi pukulan moril bagi mereka, tetapi 

juga bagi kehidupannya; Dia harus mencari nafkah tidak hanya bua tdirinya sendiri, 

tetapi juga untu kanak-anaknya, yang seharusnya adalah merupakan tanggungjawab 

mantan suaminya. 

 

Pengendalian perceraian ini pada intinya sesuai dengan kaidah fiqh:  

 درء المفاسد و جلب المصالح
(menolak kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan).  

Dan dibuatnya peraturan tentang alasan-alasan perceraian tersebut adalah 

berdasarkan pada kaidah fiqh, 

 تصرف الإمام علي الرعية منوط بالمصلحة 
(kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya didasarkan pada kepentingan rakyat) 

dan sekaligus sesuai dengan teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham, yaitu tujuan  

dibuatnya  hukum  adalah  untuk  mendatangkan  manfaat  yang   sebesar-besarnya  

bagi masyarakat, khususnya yang beragama Islam. 

Fiqh klasik memandang bahwa hak talak adalah hak individu secara mutlak. 

Sedangkan negara berpendapat bahwa walaupun hak menceraikan isteri itu semula 

                                                             
3
 Negara-negara yang telah mengatur perceraian harus lewat dan dengan keputusan pengadilan 

adalah Druze Lebanon, Iran, Tunisia, Somalia, Aijazair, Yaman dan Malasia. Namun di beberapa 

negara pereceraian di luar pengadilan masih diakui, seperti dipraktekkan di Brunai Darussalani,  

Yordania, Syiria, Irak dan Libia. Khoiruddin Nasution, Status Wanita diAsia Tenggara Studi 

Terhadap Perundang- Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia 

(Jakarta: INIS, 2002),254. 
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ter golong hak individu (haq al-fard), tetapi setelah pemerintah mengaturnya 

melalui perundangan-undangan, maka hak ini menjadi hak kolektif atau haq al-

jama‟ah (haqAllah), yang harus ditaati, sebagaimana kandungan firman Allah 

dalam swat al-Nisá‟ (4): 59: 

                    

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul nya, dan 

ulil amri di antara kamu.
4
 

Dengan demikian, kepatuhan seorang muslim terhadap peraturan 

perundang undangan yang dibuat oleh pemerintah (legislatif) selama tidak 

bertententangan dengan shara‟, adalah cerminan dari kadar keimanannya. Hal ini, 

karena ayat tersebut ditujukan hanya kepada orang-orang yang beriman dan 

merekalah sebenarnya yang akan melakukan dan mengambil manfaat dari 

kandungan ayat tersebut, bukan orang lain. Lebih-lebih, peraturan tersebut 

dibuat oleh pemerintah untuk mengatur orang- orang yang beragama Islam, 

sebagaimana yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, sebenarnya peraturan 

peraturan  yang terkait dengan  perceraian  yang berlaku di  Indonesia  (ins 

constitutum) adalah nilai-nilai Hukum Islam yang bersumber dari nas dengan 

melalui istinbàt dan/atau istidlal yang kemudian menjadi hukum postip (hukum 

nasional) dengan melalui taqnin (pembuatan undang- undang). Hal ini sebagai 

upaya menerapkan makna ayat dalam surat al-Midah (5): 48 (fahkum 

baynahum bima anzzala Allah) dan al-Maidah (5): 49 (an takum baynahum bima 

anzala Allah). 

 

3. Kemaslahatan Penceraian Harus Dilakukan Di Depan Sidang Pengadilan Agama. 

 

Peneraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama akan 

                                                             
4
 Depag RI besrta terjemahannya .2010.137. 
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mengandung beberapa hikmah atau kegunaan sebagai berikut: 

a. Islam sangat menganjurkan perkawinan dan pelestariannya, bahkan 

perkawinan yang kurang dikehendaki  kedua  belah  pihakpun  tetap  

menjadi  perhatian  Islam,  seperti  Islam  sangat membenci perceraian. 

Karena itu, pengadilan merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

b. Pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi melindungi orang yang haknya 

dirampas oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan Syari‟at Islam. 

c. Kehadiran  pengadilan  berfungsi  untuk  meluruskan  setiap  tindakan  yang  

melenceng  untuk disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam kasus ini, sebelum 

menjatuhkan talak, suami diperintahkan lebih dahulu oleh pengadilan  untuk 

menyelamatkan  perkawinan,  yang berarti sama  dengan  menyelematkan  

keluarga  dan  masyarakat  dan  kehancuran.  Melalui  peran pengadilan 

diharapkan setiap orang harus mendahulukan kepentingan masyarakat dan 

keluarga daripada diri sendiri secara individu. 

d. Dengan lewat pengadilan diharapkan agar penggunaan hak talak tidak 

menyimpang dan ajaran syari‟at, sehingga hak talak dipakai benar-benar dalam 

darurat. Hal ini sangat ironis sekali jika mempertahankan harta benda dilakukan 

dengan sangat gigih, sedangkan mempertahankan perkawinan sebaliknya. 

e. Pengadilan  diharapkan  dapat menjamin ketentraman hidup para isteri, 

sebab  jika hak  talak dilakukan dengan sangat mudah, maka mengakibatkan 

isteri-isteri selalu dalam keadaan kekhawatiran jangan-jangan nanti suami akan 

menceraikannya, yang kadang-kadang hanya dengan alasan yang sangat sepele 

atau karena kesalahan mutlak suami seperti penjudi dan peminum-minuman 

keras dan sejenisnya. 

f. Pengadilan  sebenarnya  merupakan  perwujudan  dari  juru  damai  (mediator)  

yang  diperintah syari‟ah, yang berusaha menetralisir pihak-pihak yang 

berperkara untuk mencari jalan keluar terbaik bagi semua pihak, meneruskan 
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perkawinan atau sebaliknya (perceraian). 

g. Pengadilan   diharapkan   dapat   berperan   memberikan   pelajaran   kepada   

pihak-pihak   yang berperkara  (i‟tibar),  yang  berasal  dari  kasus-kasus  

orang  lain  tentang  akibat-akibat  dari perceraian  yang  bersumber  pada  

kasus-kasus  sebelunmya  kepada  pihak  pihak  yang  sedang dalam kasus 

perceraian. 

h. Pengadilan diharapkan dapat mencatat sebab-sebab munculnya perceraian 

yang pada gilirannya akan dijadikan kajian sosial yang sangat penting untuk 

mengetahui sumber-sumber kegagalan perkawinan. Hasil dokumen ini pada 

gilirannya juga dapat dijadikan bahan untuk memecahkan masalah perkawinan 

yang lebih tepat. Di samping itu, peradilan dapat berperan sebagai sarana 

utama untuk mendidik dan membina peningkatan kesejahteraan kaum ibu dan 

mengadakan pembinaan agar kaum laki-laki dapat mencegah dari perilaku 

jeleknya. 

i. Pengadilan  dapat  diharapkan  menjamin  hak-hak  masing-masing  pihak  

sebagai  akibat  dari percerian (talak), seperti jaminan ganti rugi dalam talak 

atau mut„ah. 

Pelaksaan penceraian, yang telah ditentukan pemerintah melalui undang-

undang merupakan sesuatu yang seharusnya ditaati oleh umat Islam Indonesia, 

karena sangat sesuai dengan maqasid as- Syari‟ah dalam memelihara keturunan 

dan harta benda. Peraturan tersebut sangat tepat untuk menghilangkan perbedaan 

pendapat di kalangan ahli hukum Islam sebagaimana diketemukan dalam kitab-

kitab fiqh, seperti: apakah harus ada niat dan ada saksi sewaktu menjatuhkan talak. 

Untuk itu, demi kepastian dan kesatuan hukum, pemerintah telah menempuh jalan 

ijtihad insya‟i dan intiqa„i dalam menentukan jatuhnya talak (peneraian) yang 

diucapkan suami kepada isterinya.
5
 

Kemaslahatan yang diperoleh penceraian harus di depan pengadilan ini 

                                                             
5 A1-Tahir al-Haaddäd, Wanita dalam Syari‟at dan Masayarakat, terjemahan M. Adib Bisri (Jakarta: 

Pustaka Firdaus, 1993), 99-101. 
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dapat juga didekati melalui teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham (individual 

utilitarianisme), John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering (social utilitarianisme)
6 

Undang-undang harus memberikan kebahagiaan atau manfaat, baik kepada 

individu (muthallaqah) dan masyarakat (keluarga muthallaqah) , termasuk juga 

lingkungan  masyarakat  yang  di diami  muthallaqah.  Oleh  karena  itu,  teori  ini  

sebenarnya  tidak berbeda dengan teori maslahah atau istislahi dalam Usul al-Fiqh, 

bahkan al-Ghazali memberlakukan terori   istislahi   tidak   harus   pada   tingkatan   

daruri,   tetapi   diberlakukan   pada   sesuatu   yang dipersamakan dengan daruri 

(ma yajri majri al-daruri). Bahkan, al-Tufi tidak membedakan antara maslahah 

dariyah, hajjiah dan tahsiniyah.
7
 

Adanya keharusan penceraian di depan pengadilan bersifat ijtihad, yang 

dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai institusi legislatif, yang 

kemudian dijabarkan oleh pemerintah (eksekutif) dan selanjutnya diterapkan di 

pengadilan (yudikatif) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan 

antara satu dengan lainnya. Alqur‟an dalam surat al-Nisã‟ (4): 59: 

                      

Artinya: hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul nya dan 

ulil amri di antara kamu.
8
 

 

Ayat tersebut memerintah umat Islam untuk mentaati Uli al-Amr 

(pemerintah) selama tidak bertentangan dengan Al-Qur‟an dan hadis. Islam 

menyatakan, uli al-amr tidak mempunyai hak mutlak dalam pembentukan hukum, 

tetapi hanya terbatas pada dua hal, yaitu tashri‟ tanfidh dan tashri‟ tanzim; Tashri‟ 

tanfidh dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 

nas syari‟ah islamiyah, bersifat pelaksana atau sebagai corong dalam melaksanakan 

hukum. Sementara tashri‟ tandhim mengarah pada  pengaturan  masyarakat  dan  

                                                             
6 Lili Rasjidi, Filsafat Hukum (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1985), 24. 
7 Husayn Hamid Hasan, Nazadyat al-Maslahah Fi Fiqh al-Islami (Kairo: Dar al-Nahdlah al-„Arabiyah, 

1971), 449 dan 532. 
8
 Depag RI  Al-quran .2009. 131 
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menjaganya  atas  dasar  prinsip-prinsip  hukum  yang  bersifat universal (asas 

mabadi‟ al-sahari‟ah al- „ammah). Tasri‟ model ini dilakukan sewaktu tidak ada 

nas syara‟i yang secara khusus mengaturnya.
9
 

 

Jika pemerintah (uli al-amr) telah menetapkan undang-undang yang 

mengatur peneraian harus di depan pengadilan, sebenarnya merupakan aplikasi dan 

surat al-Talaq (65): 1-2, terkait dengan waktu dan tempat pengucapan ikrar talak 

yang merupakan petunjuk dan perintah pada persaksian dalam lafal wa ashhidu 

dhaway „adl minkun dan penentuan ma‟mul yang tidak disebutkan dalam wa aqimu 

al-shahadah li Allah, yang kemudian dilakukan istinbat al-hukmi dengan 

menggunakan kaidah lafal„am (perspektif Syafi‟iyah) dan kaidah takhsis bi al-„urf 

al-„amali (perspektif Hanafiyah), termasuk teori maslahahi Malik, istimbath al-

Ghazali dan maslaha al-Tufi. Dengan demikian, metode istinbat dan istidlal 

diterapkan dalam penentuan keharusan penceraian di depan sidang pengadilan. 

Berdasarkan pernyataan di atas, pengaturan tentang keharusan penceraian di 

depan pengadilan mengikat pada umat Islam di Indonesia, yang berarti harus 

diterima dengan baik dan dilaksanakan  dengan  konsisten  dengan  

mengenyampingkan  teori  penceraian sebagaimana yang terdapat dalam kitab fiqh. 

Hal ini karena aturan penceraian yang ada di Indonesia juga merupakan fiqh 

Indonesia, sama-sama fiqh sebagaimana yang terdapat dalam kitab, karena 

kedua fiqh tersebut merupakan hasil ijtihad, lebih-lebih fiqh Indonesia melalui 

ijtihad jama‟i (kolektif) yang dipandang lebih baik daripada ijtihad fardi (individu). 

Dalam hal ini, sekaligus pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang 

Undang Nomor 50 Tahun 2008, lebih-lebih Kompilasi Hukum Islam telah 

menggunakan kaidah fiqh:  

                                                             
9 Abdu al-Qadir „Awdah, al-Tashri‟ al-Jina‟i al-Islami Juz. 1 (Beirut: Dar aKãtib al-‟Arabi, t.th), 232-

233 
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  الاجتهادية يرفع الخلاف حكم الحاكم في المسائل

Artinya: keputusan pemerintah dalam  masalah  masalah  ijtihad  dapat  

menghilangkan  perbedaan  pendapat. 

 
Perbedaan  pendapat ulama tersebut terkait dengan harus atau tidaknya 

keharusan penceraian di depan pengadilan. 

Keadaan  ini  tetap  berlangsung  hingga  saat  ini,  sehingga  diperlukan  

pemecahannya  melalui pendekatan ilmu yang biasa digunakan oleh ulama-

ulama pesantren, terutama ilmu ushul al-fiqh yang menggunakan kaidah 

lughawiyah (kebahasaan) dan tashri‟iyah (yang menekankan pada maslahah) serta 

pendekataan lain (teori utilitarianisme) sebagai pendukung. 

 

B. Implikasi pasal 115 Terhadap Seorang Perempuan Yang Telah Tertalak 

Sebelum Putusan Hakim Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap  Di  

Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo. 

 

Bagi perempuan yang telah ditalak oleh para suaminya sebelum kemuka 

sidang pengadilan Agama, dilihat dari kejadian yang demikian maka adanya 

implikasi hukum bagi seorang perempuan yakni dimulainya awal permulaan 

hitungan masa iddahnya, dikarnakan para perempuan tersebut sudah ditalak oleh 

suamiya di kediamannya masing masing sebelum di depan sidang pengadilan, 

walaupun udang undang sudah mengatur dengan pasti awal permulaan masa iddah 

juga pengadilan tidak menganggap adanya putusnya perkawinan di luar muka 

sidang pengadilan Agama dikarnakan jumhur ulma di kitab kitab fiqih klasik 

berpendapat bahwa iddah adalah unsur taabbudi, anggapan masyarakat bahwa awal 

masa iddah perempuan yang tertalak sebelum kemuka sidang pengadilan agama 

yaitu dimulai ketika ditalak di kediamanya masing masing yang mana para hakim 

tidak menafikan hal tersebut. 
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Dalam fiqh „iddah dimulai setelah diucapkannya kata-kata talak oleh 

suami. Terdapat perbedaan pendapat tentang sahnya talak ulama sunni 

mengatakan talak sah tanpa perlu adanya saksi. Ini karena meskipun bercanda 

talak telah dinggap jatuh, yang berdasarkan pada hadist: 

 والطلاق والرجعة ثلاث جدىن جد وىزلهن جد : النكاح
Artinya: Tiga perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap 

serius: (1) nikah, (2) talak dan (3) rujuk (HR. Abu Daud (VI/26) no. 

2180), Tirmidzi (II/328 no.1195) dan Ibnu Majah (I/658 no. 2039)). 
Sedangkan ulama Syi‟ah berpendapat bahwa talak sah apabila ada 2 

saksi. Ini didasarkan pada Alqur‟an ayat 2 surat Ath-Thalaq yang berbunyi: 

  ....          .... 

  
Artinya: ......dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di 

antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.........
10

 

Dasar hukum „iddah adalah surat Al-baqarah ayat 228 di bawah ini: 

   ....             ..... 

Artinya: wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga  

kali  quru'...........
11

. 

Perhitungan „iddah bagi wanita berhaid yang ditalak suaminya dihitung 

dengan quru‟ atau masa suci istri.Berbeda dengan bentuk-bentuk „iddah yang 

lain yang dihitung dengan perhitungan bulan dan hari. Masa suci adalah  masa 

dimana terlepasnya wanita dari haid sampai hari sebelum hari pertama haid 

                                                             
10 Departemen  Agama,1998:445 
11 Departemen Agama,1998:28 
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berikutnya. Masa suci yang dihitung dalam „iddah adalah masa suci dimana 

pada masa itu tidak terjadi pergaulan. Berdasar pada aturan perhitungan dengan 

masa suci di atas maka „iddah dihitung sejak masa suci pertama setelah jatuhnya 

talak. Jika talak jatuh pada awal, pertengahan atau akhir dari suatu masa suci 

dan belum terjadi pergaulan maka masa suci pada jatuhnya talak itu sudah 

dihitung sebagai masa suci yang pertama. Namun jika talak jatuh pada saat haid 

atau sudah terjadi pergaulan maka „iddah mulai dihitung pada masa suci 

berikutnya, ini berdasar pada hadist yang berbunyi: 

عبدِانهـً به عمرَ رضيَ انهـً عىٍما أوً طهقَ امرأتًُ ٌَيَ حائضٌ عهى عٍد  عه

ًِ صهى انهـً  رسُل انهـً صهى انهـً عهيً َسهمّ، فسألَ عمرُ به انخطاب رسُلَ انهـ

رسُل انهـً صهى انهـً عهيً َسهمّ: مُريُ فهْيراجعٍا، ثمَّ  عهيً َسهمّ عه ذنكَ فقال

نيمُسِكٍا حتى تطٍَْرُْ، ثم تحيضَ تم تطٍَْرَُ، ثم إن شاء امسكَ بعدُ، َإن شاء طَهَّق قبمَ 

ُ أن تطُهقَ نـٍا انىساء ةُ انتي أمرَ اللََّّ ، فتهٍكَ انعِدَّ  متفق عهيً  : أن يمََسَّ

 
Artinya: Dari Ibnu Umar bahwa ia menceraikan istrinya ketika sedang haid 

pada zaman Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam Lalu Umar 

menanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam 

dan beliau bersabda: "Perintahkan agar ia kembali padanya, kemudian 

menahannya hingga masa suci, lalu masa haid dan suci lagi. Setelah 

itu bila ia menghendaki, ia boleh menahannya terus menjadi istrinya 

atau menceraikannya sebelum bersetubuh dengannya. Itu adalah masa 

iddahnya yang diperintahkan Allah untuk menceraikan Allah untuk 

menceraikan istri." Muttafaq Alaihi 

Sedangkan bagi wanita tidak berhaid yang ditalak iddahnya dihitung 

dengan perhitungan hari dan bulan, sesuai dengan Ath-Thalaq ayat 4: 

                         
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  ......  

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara 

perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 

iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu 

(pula) perempuan-perempuan yang tidak haid . . . . . 
12

 

Berdasar ayat di atas maka perhitungan awal „iddahnya dimulai sejak 

hari jatuhnya talak. 

C. Solusi Hakim Bagi Perempuan Yang Telah Tertalak Sebelum Di  Tetapkan 

Oleh Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo. 

Perceraian merupakan penyebab adanya perintah „iddah bagi wanita. 

Dengan ini maka perlu difahami tentang konsep perceraian dalam fiqh dan KHI. 

Terdapat perbedaan konsep yang berkaitan dengan sahnya perceraian antara 

fiqh dan KHI. Dalam KHI sah-nya perceraian apabila dilakukan di depan 

persidangan, yang terdapat pada pasal 115, yaitu 

„„Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama 

setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak‟‟ 

 

Untuk lebih mempermudah pembahasan maka yang dibahas adalah cerai 

talak. Dalam perturan perundang-undangan diatur mengenai tata cara 

menjatuhkan talak dalam pasal 129 KHI, maka tata cara menjatuhkan talak 

tersebut adalah sebagai berikut: 

„„Suami yang akan menceraikan isterinya mengjukan permohonan ke 

                                                             
12 Departemen Agama,1998:446 
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Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, yang 

berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan 

alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk 

keperluan itu.‟‟ 

Selanjutnya Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat dan 

dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil suami isteri 

tersebut untuk diadakan pemeriksaan seperlunya. Dan secara praktis pihak 

suami disebut pemohon dan pihak isteri disebut termohon.Dalam setiap 

kesempatan sebelum terjadinya talak, pengadilan harus selalu berusaha untuk 

mendamaikan suami isteri agar perceraian tidak jadi terlaksana. Dalam usaha 

perdamaian tersebut Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang yang atau 

badan penasehat, seperti BP4 (Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan 

Perceraian) atau badan lain untuk memberi nasehat kepada suami isteri tersebut. 

Apabila pengadilan telah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak 

mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan maka Pengadilan menjatuhkan 

putusan yang isinya mengabulkan permohonan pemohon, memberi izin kepada 

pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap pemohon di muka sidang.Dan atas 

putusan ini penggugat berhak mengajukan upaya hukum. Apabila tidak ada 

upaya hukum/atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap makasetelah itu 

dapat dibacakan ikrar talak. 

Islam menentukan bahwa talak merupakan hak sepenuhnya yang berada 

ditangan suami. Dengan demikian menurut pandangan fikih klasik, suami boleh 
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menjatuhkan talak kepada isterinya kapan saja dan dimana saja. Karena dalam 

hadist dibawah ini talak yang dilakukan dengan bercanda saja dihukumi serius, 

yang bunyinya: 

Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda: 

  والطلاق والرجعة ثلاث جدىن جد وىزلهن جد : النكاح
Artinya: Tiga perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap 

serius: (1) nikah, (2) talak dan (3) rujuk (HR. Abu Daud (VI/26) no. 

2180), Tirmidzi (II/328 no.1195) dan Ibnu Majah (I/658 no. 2039) 

Selanjutnya terkait dengan tata cara menjatuhkan talak para ulama berbeda 

pendapat mengenai perlu tidaknya saksi dalam menjatuhkan talak. Jumhur 

fuqaha berpendapat bahwa talak dapat terjadi tanpa dipersaksikan dihadapan 

orang lain, karena talak adalah hak suami sehingga suami bisa saja sewaktu- 

waktu menggunakan haknya tanpa menghadirkan dua orang saksi dan sahnya 

talak tidak tergantung kepada kehadiran saksi. Disamping itu, menurut mereka 

tidak ada hadits dari Rasulullah SAW atau atsar sahabat yang   menunjukkan 

diperlukannya kesaksian dalam menjatuhkan talak. Sebagaimana dijelaskan 

oleh Sayyid al-Sabiq sebagai berikut: 

Jumhur fuqaha yang terdahulu maupun kemudian berpendapat bahwa 

talak sah tanpa harus dipersaksikan dihadapan orang lain. Sebab talak adalah 

termasuk hak suami. Ia tidak memerlukan kepada bukti untuk menggunakan 

haknya. Dan tidak ada keterangan dari Nabi SAW maupun para sahabatnya 

yang menunjukkan adanya keperluan saksi dalam menjatuhkannya.
13

 

                                                             
13 Al-faifi Sulaiman terjemah fikih sunnah, bairut ,libanon, 2012. 187. 
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Namun golongan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa mempersaksikam 

talak menjadi syarat sah talak, sebagaimana dijelaskan oleh al-Sayyid Sabiq 

sebagai berikut: 

Mereka berkata: Mempersaksikan talak itu menjadi syarat sahnya talak 

alas an mereka, yaitu firman Allah SWT dalam surat Al-Thallaq 

(danpersaksikan olehmu dengan dua saksi yang adil diantara kamu dan 

tegakkanlah kesaksian karena Allah) al-Thabrisi menyebutkan pada zahirnya 

ayat ini memerintahkan menghadirkan saksi untuk menjatuhkkan talak. Dan ada 

diriwayatkan dari ahli Bait (keluarga Rasulullah) semua, dan memepersaksikan 

talak hukumnya wajib serta masuk syarat sahnya talak.
14

 

 

Apabila kita perhatikantuntunan islam melanggengkan ikatan perkawinan 

dan larangan untuk menjatuhkan talak kecuali dalam keadaan dharurah, maka 

berdasarkan itu dapat disimpulkan bahwa UU atau ketentuan yang akan 

diberlakukan harus menerapkan asas "mempersulit putusnya perkawinan". 

Usaha mempersulit putusnya perkawinan ini telah ada dalam proses persidangan 

seperti yang diterangkan di atas. Adapun nash yang menuntut untuk 

melanggengkan ikatan perkawinan adalah firman Allah SWT dalam surat al-

Nisa' ayat 35: 

                         

                     

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 

keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang 

                                                             
14 Al-faifi Sulaiman terjemah fikih sunnah, bairut ,libanon, 2012. 198. 
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hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud 

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
15

. 

Ayat diatas menjelaskan bahwa jika seorang melihat indikasi 

persengketaan antara sepasang suami isteri, maka hendaklah ia mengutus 

seorang hakam dari pihak suami isteri. Bahkan dalam ayat tersebut dijelaskan, 

jika kedua hakam itu berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan 

sepasang suami isteri itu maka Allah menjanjikan sepasang suami isteri itu akan 

mendapat Taufik. Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya 

syara' sangat menginginkan agar ikatan perkawinan tersebut sedapat  mungkin 

dipertahankan. 

Disamping itu dijelaskan juga dalam hadits bahwa Nabi SAW 

menyatakan, talak adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. 

Sebagaimana disebutkannya dalam hadit sebagai berikut: 

 د  ي  ب   ع   ن  ب   ي   ث  ك   ن  ع  د  او  د   ب   أ   ن  ع  د اس ة   ن  ر  ب  ك  ب   ب   أ   ن  ع  الرُّو ذ ب ار يُّ  ي  ل  ع   و  ب   ا أ  ن  ر  ب   خ  أ  
 ي  ض  ن  ع م ر  ر  ب  إ   ن  ن  د ث ارٍ ع  م  ار ب  ب   ن  لٍ ع  اص  ن  و  م ع ر ف  ب   ن  ع   د  ال  خ   ن  ب   د  م  م    ن  ع  

 .ق  لا  الط    الل  ل  ل  إ  لا  ال  أ ب  غ ض  الح  ق   صلى الله عليه وسلم ب   أ ن  الن  ا م  ه  ن   ع   الل  

 ابن ماجو(. داود )رواه ابو
Artinya: Meriwayatkan kepada Kami Abu Ali Ar-Rudabari dari Abu Bakar 

Ibn Dasah dari Abu Daud dari Katsir Bin Ubaid dari Muhammad Bin Kholid dari 

                                                             
15 Departemen  Agama,1998:66 
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Mu‟arrif Bin Wasil dari Muharib Bin Ditsar dari Abdullah Bin Umar RA, 

Bahwasanya Nabi Muhammad SAW Bersabda: Sesuatu yang halal dan dibenci oleh 

Allah SWT adalah talak. (HR. Abū Dāud dan Ibnu Mājah)
16

 

 

Berdasarkan hadits diatas,talak hanya boleh dijatuhkan dalam keadaan 

darurat. Artinya apabila masih ada jalan untuk berdamai maka sedapat mungkin 

sepasang suami isteri itu mengambil jalan damai tersebut. 

Adapun ayat yang mengharuskan keberadaan saksiadalah firman Allah 

SWT dalam surat al-Thalaq ayat 2: 

           

  Artinya:......Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di 

antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah…
17

 

Ayat diatas menjelaskan perintah keberadaan saksi dalam melakukan 

suatu tindakan hukum. Oleh karena jatuhnyatalak mempunyai akibat hukum 

yang cukup besar maka dalam talak juga diperlukan adanya saksi. 

Jadi berdasar nash-nash diatas, maka ketentuan yang berlaku di Indonesia 

bagi umat Islam yang menyatakan bahwa talak hanya jatuh di Pengadilan 

Agama, sebagaiman yang terdapat dalam pasal 115 KHI telah sesuai dengan 

tuntunan Islam. Sedangkan hadist yang menyatakan bahwa talak telah jatuh 

walaupun diucapkan dengan bercanda, dapat diartikan merupakan rambu- 

rambu bagi laki-laki dalam mengucapkan kata talak. Kata talak harus diucapkan 

                                                             
16

 Abi „abdillah „abdi al-Salām, Ibānatu al-Ahkām; Syarh Bulūgu al-Marām, vol 3 (Bairut: Dāru al-

Fikr, 2008), 362 
17 Departemen  Agama,1998:445 
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sesuai dengan maksudnya. 

Usaha mempersulit perceraian termasuk usaha menghidari madarat. 

Madarat yang timbul apabila perceraian mudah dilakukan dapat mengurangi 

kesakralan pernikahan. Jika perceraian mudah putus maka akan timbul 

perspektif bahwa pernikahan tidak berbeda dengan pacaran,berganti-ganti 

pasangan  semaunya.  Selain  itu  efek  bagi  anak-anak  yang  orang   tuanya 

bercerai, perhatian setelah perceraian kepada mereka tidak utuh dari kedua 

orang tuanya. Ini akan menyebabkan mereka mencari orang lain di luar untuk 

menggantikan. Ketika ia di luar mendapatkan pengganti yang buruk maka ini 

merupakan bahaya, karena pada masa ini mereka belum bisa menyaring mana 

contoh yang baik dan yang tidak. Dengan demikian usaha mempersulit putusnya 

perkawinan telah sesuai dengankaidah fiqih untuk menghindari perbuatan 

madharat yang berbunyi: 

 الضرر يزال
Artinya: kemadaratan harus dihilangkan 

Dimata hukum tidak ada dampak apapun atas penceraian yang dilakukan 

diluar sidang pengadilan Agama, maka solusi permulaan hitungan masa iddahnya 

perempuan yang telah tertalak sebelum disidang pengadilan itu sejak memiliki 

kekuatan hukum tetap karna sesuai dengan kaidah. 

 الرضا بالشيء رضا بما يتولد منو
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Artinya: Rela pada sesuatu berarti rela pada konsekwnsi yang di timbulkan. 

 المتولد من مأذون شرعي فيو لا أثر لو
Artinya: Hal-hal yang timbul dari sesuatu yang telah mendapatkan izin syar‟i maka 

tidak meninbulkan dampak apapun. 

 

Maka sesuai dengan pasal 153 ayat 4 KHI perhitungan Awal Masa 

„iddah dimulai sejak penetapan oleh Pengadilan Agama yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap. Penetapan yang dimaksud pasal tersebut adalah 

penetapan perceraian. Perceraian yang diakui di Indonesia adalah perceraian 

yang sesuai dengan pasal KHI 115 yaitu perceraian yang dilakukan dihadapan 

sidang Pengadilan Agama. Jadi perceraian dalam bentuk apapun yang dilakukan 

diluar persidangan dianggap tidak pernah ada.Ini menyebabkan „iddah dihitung 

berdasarkan perceraian yang dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama. 

Dalam pasal 115 KHI perceraian yang sah adalah perceraian yang 

dilakukan didepan persidangan. Ini menunjukkan bahwa secara hakikat 

perkawinan putus sejak penetapan didepan pesidangan. Namun dalam  pasal 

153 ayat (4) KHI „iddah dihitung sejak penetapan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap. Pasal ini menunjukan bahwa perceraian terjadi secara 

formal setelah mempunyai kekuatan hukum.Jika demikian terdapat awal masa 

„iddah secara hakikat dan secara formal yang menyebabkan selesainya pun akan 

berbeda. Menjadi permasalah jika laki-laki ketika merujuk istrinya pada saat 
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„iddah berdasarkan jatuhnya talak secara hakikat telah habis sedangkan secara 

formal belum habis. Apabila itu terjadi maka ruju dapat dikatakan secara 

hakikat tidak sah namun secara formal sah. Dalam peraturan perundang-

undangan terdapat asaslex specialis derogate lex generalis yangartinya 

peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan 

peraturan-perundangan yang bersifat umum. Berdasar asas tersebut maka pasal 

yang mengatur perceraian bersifat formal yang dipakai, karena secara khusus 

pasal ini mengatur waktu jatuhnya talak yang dipakai dalam perhitungan masa 

„iddah. 

Yang dimaksud mempunyai kekuatan hukum tetap adalah penetepan yang 

setelah 14 hari tidak terdapat upaya hukum jika keduanya hadir atau 14 hari 

setelah pemberitahuan kepada pihak yang tidak hadir jika salah satu pihak tidak 

hadir.Jika ada upaya hukum terhadap penetapan perceraian maka penetapan 

tersebut belum berkekuatan hukum sehingga kedudukan mereka masih suami 

istri yang sah. Hak dan kewajiban mereka selama belum    jatuh penetapan 

berkekuatan hukum tetap masih sebagai suami istri. Dan apabila penikahan 

tetap putus pada penetapan upaya hukum berikutnya maka „iddah dimulai sejak 

penetapan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. 

Sebagai bukti perceraian Pengadilan Agama mengeluarkan akta cerai. 

Dalam bagian isi akta cerai terdapat dua tanggal, tanggal atas dan tanggal 

bawah. Tanggal atas adalah hari dimana suatu penetapan mempunyai kekuatan 
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hukum, sedangkan tanggal bawah adalah hari dimana jatuhnya putusan. Selisih 

hari tanggal atas dan bawah antara akta cerai satu dengan akta cerai lain 

berbeda-beda. Ini disebabkan karena adanya ketidakhadiran salah satu pihak 

yang berperkara ketika pembacaan penetapan atau tergantung pembacaan talak. 

Yang menyebabkan awal durasi pengajuan upaya banding diundur, menunggu 

pemberitahuan kepada pihak yang  tidak  hadir. 

Tanggal akta cerai yang dipakai KUA dalam menentukan awal „iddah 

adalah tanggal atas. Dasar KUA memakai tanggal atas adalah merujuk pada 

kaidah kalimat majemuk bertingkat bahasa Indonesia dalam memaknai akta 

cerai. Tanggal atas merupakan kepala kalimat dari tanggal bawah. Anak kalimat 

berfungsi sebagai penjelas kepala kalimat. Maka inti dari kalimat majemuk 

dalam akta cerai adalah tanggal atas. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas, dan dengan mengacu pada rumusan 

masalah, maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi pasal 115 KHI yang menyatakan penerapan hanya dapat 

dilakukan di muka siding pengadilan Agama maka khususnya pengadilan 

Agama Kraksaan Probolinggo tidak menganggap adanya penceraian 

diluar sidang pengadilan, karena para hakim berpegangan pada undang 

undang yang berlaku di pengadilan Agama , UU No. 1/1974 tentang 

Perkawinan, PP No. 9/1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 

Perkawinan lebih rincinya pada pasal 115, 123 KHI dan beberapa UU 

beracara yang berlaku di pengadilan Agama. 

2. Implikasi bagi perempuan yang telah tertalak sebelum di sidang 

pengadilan ialah awal mula berlakunya hitungan iddahnya Karena iddah 

ini merupakan akibat dari terjadinya perceraian, maka menurut hukum 

yang berlaku di Peradilan Agama ia dimulai sejak Putusan Pengadilan 

berkeku atan hukum tetap. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 

81 ayat (2) UU No. 7/1989 yang berbunyi, “Suatu perceraian dianggap 

terjadi berserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan 

Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap”. 
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3. Solusi bagi perempuan yang telah tertalak sebelum di sidang pengadilan 

sesuai dengan pasal153 ayat 4 KHI perhitungan Awal Masa ‘iddah 

dimulai sejak penetapan oleh Pengadilan Agama yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap. Penetapan yang dimaksud pasal tersebut adalah 

penetapan perceraian. Perceraian yang diakui di Indonesia adalah 

perceraian yang sesuai dengan pasal KHI 115 yaitu perceraian yang 

dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama.  Jadi perceraian dalam 

bentuk apapun yang dilakukan diluar persidangan dianggap tidak pernah 

ada. Ini menyebabkan ‘iddah dihitung berdasarkan perceraian yang 

dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama. 

 

B. Saran-saran 

 Dari uraian di atas, penulis dapat memberi saran, diantaranya adalah : 

1. Bagi Pemerintah 

a. Untuk terjaminnya penegakan hokum yakni dapat terealisasikan 

dengan baik dan sesuai dengan cita-cita bangsa, pemerintah sebagai 

pelaksana tugas kenegaraan memiliki tanggung jawab untuk 

merumuskan system sangsi yang jelas dan terkodifikasi juga dikuatkan 

dengan doktrin pemerintahan untuk memayungi dan memperkuat 

produk hukum perdata islam yang ada di Indonesia yang termasuk 

didalamnya terdapat sistem sangsi bagi yang, melanggar hukum 

perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan system 

sangsi tersebut mampu melahirkan suatu produk hukum serta 
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supremasi dan legitimasinya sangat jelas bagi subyek atau obyek 

hukumnya. 

b. Selalu mengadakan koreksi-koreksi terhadap aturan yang sudah ada 

dalam hukum perkawinan Kompilasi Hukum Islam, sehingga aturan-

aturan yang menuntut adanya perubahan yang diakibatkan 

berkembangnya pemikiran dan sebagainya dapat dilakukan judicial 

review atau penambahan-penambahan pasal yang dianggap sesuai 

dengan perkembangan zamannya. 

c. Pemerintah sebagai penyelenggara Negara, agar hukum perkawinan 

yang berlaku di Indonesia dapat dikenal dan familiar bagi masyarakat 

muslim secara menyeluruh, yang mana hal tersebut membutuhkan 

adanya sosialisasi, penyuluhan, dan kegiatan yang lainnya. 

d. Sangat bijak jika pengadilan menyulitkan pelaksanaan putusan 

pengadilan dalam perkara perceraian. 

2. Bagi ormas islam 

a. Sebagai pemberi fatwa terhadap masyarakat muslim Indonesia ormas 

harus bias memilah dan memilih atas kasus atau persoalan yang 

diajukan kepadanya, apabila kasus yang diajukan tersebut 

bersinggungan dengan undang-undang perkawinan yang berlaku di 

Indonesia, supaya fatwa yang di putuskan memiliki hukum yang sama 

terhadap perundang-undangan perkawinan yang berlaku di Indonesia. 

b. Menjadi mitra kerja pemerintah yang welcome secara total terhadap 

produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah khususnya terkait 
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hukum yang mengatur tentang putusnya perkawinan di Pengadilan 

Agama. 

3. Masyarakat muslim Indonesia. 

Sebagai subyek hukum, masyarakat muslim Indonesia seyogyanya terus 

berusaha untuk terus menaati peraturan atau undang-undang yang telah 

berlaku bagi masyarakat muslim Indonesia khususnya hukum putusnya 

perkawinan, sehingga dapat menjadi bangsa yang baik dan berjiwa 

nasionalisme.  
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MOTTO 

 حُكْمَ الْْاَكِمِ يػَرْفَعُ الِْْلاؼَ ظاَىِراً كَباَطِنًا فِ النِّكَاحِ قاَؿَ ابِْنُ حَجَرْ الَْْيِْتَمِيْ 

 كَ فِ الطَّلَاؽِ 
Artinya: 

Ibnu Hajar Al-Hitami berkata: Ketepan Hakim menghilangkan perselisihan 

didalam permasalahan Nikah dan Talak dengan jelas dan tersembunyi
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

                                                             

1 Ibnu Hajar Al-haitami Syarhul Muhadzdab, Vol 3 (Surabaya Al-hidayah 2005). 74. 
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Karya ini ku persembahkan untuk orang-orang yang banyak 

memberikan jasa, semangat hidup dan arti hidup yang sebenarnya, 

yaitu : 

1. Ayah tercinta “Sahuri”, dan ibunda “Ru’batun hasanah”, yang 

karenanya aku bisa menghirup udara segar dalam sebuah 

kehidupan yang berliku ini 

2. Semua Guru-Guru yang karenanya, kucuran ilmu terus mengalir 

dalam jiwa dan hati. 

3. Semua keluarga yang telah memberi semangat dan selalu 

memotifasi saya dalam menatap jauh masa depan untuk terus 

melangkah tanpa kenal lelah. 

4. Semua sahabat, kawan, dan rekan yang tidak ada bosannya 

dalam menemani saya dalam segala keadaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATA PENGANTAR 
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kepada penulis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada 

baginda Rasulullah Muhammad saw. Yang telah membawa sinar penerang untuk 

memusnahkan kegelapan dengan risalah yang telah dibawa oleh beliau, sehingga 

dengannya, penulis dapat membedakan mana yang haq dan mana yang bathil. 

Karena hanya dengan rahmat dan ridha ilahirabbi penulis dapat menyelesaikan 
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ABSTRAK 

 

Saiful Bahri. 2016. “Implementasi Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam 

Perceraian Hanya Dapat Di Lakikan Di Depan Sidang Pengadilan 

Agama Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo”. 
Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari‟ah, Institut Agama Islam 

Negeri Jember. 

 

Kata Kunci: Implementasi, pasal 115 KHI, Di Pengadilan Kraksaan Probolinggo. 

 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kompilasi hukum-hukum dalam 

Agama Islam yang diterapkan dalam Pengadilan Agama. Namun di dalamnya 

terdapat beberapa ketidak sesuaian dengan sumber asalnya (Fikih). Salah satunya 

itu adalah pada pasal 115 Bab XVI yang menyatakan bahwa perceraian hanya bisa 

terjadi di depan pengadilan setelah pengadilan gagal mendamaikan para 

pihak,Dari beberapa fakta yang terjadi orang yang mau bercerai ke pengadilan 

agama Kraksaan Probolinggo si suami telah megatakan kata talak pada istrinya di 

rumah, apalagi stiap perkara perkawinan akan ditindak lanjuti selambat-lambatnya 

30 hari. Bukankah akan ada ketidak-pastian hukum antara setelah jatuhnya kata 

talak dari suami dengan putusan pengadilan.  

Dari sini sedikitnya lahir tiga masalah dasar yaitu: Pertama, Bagaimana 

implementasi pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di pengadilan agama Kraksaan 

Probolinggo. Kedua, Bagaimana implikasi pasal 115 Kompilai Hukum Islam 

terhadap konsekwensi seorang perempuan yang telah tertalak sebelum di sidang 

pengadilan agama Kraksaan Probolinggo. Ketiga, Bagaimana upaya untuk 

mencari solusi perempuan yang telah tertalak sebelum di sidang pengadilan 

agama Kraksaan Probolinggo. 

Dengan tujuan  Pertama, Untuk mendeskripsikan implementasi pasal 115 

Kompilasi Hukum Islam di pengadilan agama Kraksaan Probolinggo.Kedua, 

Untuk mendeskripsikan implikasi pasal 115 terhadap konsekwensi seorang 

perempuan yang telah tertalak sebelum di sidang pengadilan agama Kraksaan 

Probolinggo. Ketiga Untuk mencari solusi perempuan yang telah tertalak sebelum 

di sidang pengadilan agama Kraksaan Probolinggo, Metode yang digunakan 

dalam metode ini adalah pengumpulan data dengan menggunakan jenis penelitian 

kualitatif dengan stadi kasus (fenomenologi). Dan menggunakan metode 

pembahasan berupa deskriptif analisis, dan analisis data kualitatif. Sedangkan 

pendekatannya menggunakan pendekatan fenomenologi. 

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan : 

Pertama, Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo tidak menganggap adanya 

penceraian diluar sidang pengadilan karna para hakim mengikuti perundang 

undangan yang berlaku. Kedua, implikasi hukum bagi seorang perempuan yang 

telah tertalak diluar sidang pengadilan adalah dimulainya awal permulaan 

hitungan masa iddahnya. Ketiga, Solusi terhadap implikasi hukum bagi 

perempuan yang tertalak di luar muka sidang ialah sesuai  dengan  pasal  153  

ayat  4  KHI  perhitungan  Awal  Masa  „iddah dimulai sejak penetapan oleh 

Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan  hukum  tetap. 
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ABSTRACT  

 

Bahri, Saiful, 2016 the implementation of paragraph 115 islamic law 

compilation at religious court Kraksaan Probolinggo, Family law major 

Syari‟ah Faculty, Islamic State Institution of Jember.  

 

Keyword : Implementation, paragraph 115 Islamic Law Compilation, at 

Religious court Kraksaan Probolinggo  

 

Islamic Law Compilation  (KHI) is the compilation of laws in Islam 

Implementation in religious court. Nevertheless. Inside of it, contained some 

insuitable sources (Islamic Law) one of those is paragraph 115 chapter XVI 

Stating that divorce can happen in the court after court is failed to keconcile every 

side, From some facts happened, people wanting to divorce at religious court 

Kraksaan Probolinggo, The Husband has already said “talak” (divorce) to the wife 

in the house. However every marriage case will be acted during a month won‟t 

there be an obscure law between after saying talak (divorce) by the husband with 

court decision.  

By this, it appears three base problems, those are First, How is the 

implementation of paragraph 115 Islamic Law Compilation in Religious court 

Kraksaan Probolinggo? Second, How is the implication of paragraph 115 Islamic 

Law Compilation against consequence divorced before at Religious court 

Kraksaan Probolinggo ? Third, How to find Womans Solution has been divorced 

before Religious court Kraksaan Probolinggo ?  

With the purpose, the first for describing of paragraph  implementation 115 

islamic law compolation in religius  in court of Kraksaan the second, for 

describing implication of paragraph  115 islamic law compolation against 

consequence divorced before at religious court Kraksaan Probolinggo, the third 

for giving solution for woman that divorced at Court of Kraksaan Probolinggo. 

Method used in this method is a collected data data by using qualitative research 

kind with case study (Fenomenologi) and using study method as analysis 

descriptive and qualitative data analysis. Besides, its approach uses fenomenologi 

approach.  

Based an discussion against Research Result can be concluded. First, 

Religious court Kraksaan Probolinggo doesn‟t take a divorce out of the court. 

Because, it joins a used constitution. Second, Law Implication for woman started 

with Iddah period (Iddah is 100 day waiting period before a widow). Third, Its 

suitable with paragraph 153 verse 4 KHI, Iddah period started since being decided 

by religious court that has had constant how power.   
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 البحث الملخص
الشرعية  جمع الحكم الإسلامي في محكمة  001. "التطبيق فصل 6102سيف البهر. 

 الوجهة أحواؿ الشخصية فِ كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الْكمية جمبر.   كراكسأن بربلنجا".
 جمع الْكم الإسلامي فِ محكمة الشرعية كراكسأف بربلنجا. 111: التطبيق فصل كلمة التقفيل

جمع الْكم الإسلامي ىو تصنيف من الأحكاـ فِ دين الإسلاـ الذي استعملو محكمة 
الذي  11فِ باب  111شرعية. كلكن كاف بعض فيو التنافر بحكمو الأصل )الفقو(، نحو فصل ال

 يتحقق فيو أف الطلاؽ لا يصح  إلا بعد فسلت محكمة الشرعية  فِ الصلح الزكجين.
كمن كل برىاف موجود كاف زكج الذي يريد أف يطلق زكجتو إلى محكمة الشرعية كراكسأف 

بكلمة الطلاؽ لْا فِ بيتو، ك كاف أمر النكاح سوؼ يحكم الْكمة على  بربلنجا كفِ حالو قد طلقها
أياـ. كىذا سوؼ يصبح تنافر الْكم بين كلمة الطلاؽ من الزكج حين يطلق الزكجة ك  03الأقل 

 ما قضىت المحكمة.
 111فالأكؿ: كيفية التطبيق فصل  فتجد من ىذه المشكلة على الأقل ثلاثة أساسة المسائل،

جمع  111الثاني: كيفية الضمني فصل  الإسلامي فِ محكمة الشرعية كراكسأف بربلنجا،جمع الْكم 
الثالث: كيف التقدير لبحث عن  الْكم الإسلامي على من طلق قبل فِ جلسة قضائية الشرعية،

 إمرأة التي تطلق قبل فِ جلسة قضائية.
ي ببحث الواقع منحج الذي يستعمل فيو ىو إجماع المعلومات بآستحداـ التحقيق الكيف

)ظواىر الْياة(. كيستعمل منحج الإشرحي ك تبيين التحليل ك تحليل المعلومات الكيفي ك يستعمل 
 التقريب أي بالتقريب ظواىر الْياة. إنما يلخص من كل البحث فيجد فيو التحقيق ك التحليل:

جلسة القضائية  الأكؿ: لا تعتقد محكمة الشرعية كراكسأف بربلنجا على كجود الطلاؽ فِ الْارج
الثاني: يبدأ ضمني الْكم للإمرأة يعني  لأجل إتباع القانوف أحواؿ الشخصية المطردة أي المستعملة.

جمع الْكم الإسلامي فيبدأ حساب  4أية  110فِ أكؿ العداد زماف عدتها.الثالث: تعلوقا بفصل 
 ةىا.   عدتها مند التقدير محكمة الشرعية التي تملك قوة المطردة عن حساب عد
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